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o
KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahanr.
dan karuniaNya kami diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada neg
mengemban amanah pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,

menyelesaikan Laporan Kireirektorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun220:
Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penca
tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam ra
pencapaian visi dan misi organisasi dalam rangka mewujudkgman

pembangunan nasional khususnya pada subsektor ketenagalistrikan. Laj
kinerja yang disusun oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan b
yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Ener¢
Sumber Daya Minat dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presic
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer
(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refg
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeR@ganjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Peme
Penyelenggaraan SAKIP dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan
dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencd
pembanginan.

Laporan kinerja merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organise
penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan kinerja yang disusun Direktorat Jenderal Ketenagalistri
menjadi sarana untuk menyampaik pertanggungjawaban kinerja kami kepada seluruh pemangku kepent
subsektor ketenagalistrikan. Secara umum, dalam upaya pencapaian target kinerja Direktorat J
Ketenagalistrikan tahun 2@2masih mendapatkan tantangan dengan adanya kormisnulihan ekonomi nasione
akibat pandemi COVH29, kondisidunia akibatinvasi Rusia ke Ukraina, serta kondisi ekonomi global yang tak
Namun demikian, dengan strategjirategi khusus yang kami lakskan dengan tetap memperhatikan risiko yang &
beberapa capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahuha2d?yang mencapai dan bahkan melek
dari target yang ditetapkan.

Gambaran obyektif capaian kinerja dan hasil evaluasi yamj $ampaikan pada laporan ini akan menjadi salah :
masukan dalam perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun berikutnya. Dengan d
kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di masa akan datang menjadi lebih prodaktif, dan efisien mulai dar
aspek perencanaan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan, pen
pengendalian, evaluasi, dan pelaporannya. Akhir kata, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi media i
dan memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi seluruh para pemangku kepentingan st
ketenagalistrikan.

Jakarta?28 Februari 2023
Direktur Jenderal Ketenagalistrika

Jisman PHutajulu
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B
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjav
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku ke,
dalamrangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapka
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Peraturan Presiden Republik Indonesia N
Tahun 2014 tentang Sistem Akabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas akuntal
kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan
yang telah dialokasikan. Laporan kinerja sebagaimana dirdaksdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kine
tahunan. Laporan kinerja disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indones
53 Tahun 201Zentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lapor:
Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fung
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintds penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan d
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkiaplasijr¢ secara memada
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnyze
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

ASPEK STRATEGIS

Pembangunan nasionbkrtujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sp
berdasarkan Pancasila dan Undartdndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik mernr
peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudiipran pembangunan nasional maka usaha penyedi
tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perken
pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Pengesdiganistrik
bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyaraka
penyediaan tenaga listrik pertlitingkatkan. Bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membaha
sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Undang ¢ Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketemdgali mendefinisikar
ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik sel
penunjang tenaga listrik. Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

Manfaat

Efisiensi berkeadilan

Berkelanjutan

Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan suml
daya energi

5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri

Kaidah usaha yang sehat
Keamanan dan keselamatan
Kelestarian fungsi lingkungan

6
7.
8.
9. Otonomi daerah
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Pembangunarketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang ¢
kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran raky
adil dan merata serta mewujudkan pembangunan ybetkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh ne
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi
Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daeta deagan kewenanganny
menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pel
usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan use
negara darbadan usaha milik daerah. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berp
dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah

menyediakan dana untuk:

Kelompok masyarakat tidakampu

Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang
Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan

Pembangunan listrik perdesaan

PohpRE

PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Isu adalah hal yang memenuhi tiga kageaidtik, yaitu hangat dibicarakan, menimbulkan perdebatan, namun bt
mengenai salah atau benar, serta diperkirakan menimbulkan konsekuensi penting di masa yang akan datang s
permasalahan adalah hal yang memenuhi tiga karakteristik, yaitu fa&tgerttangan dengan nilai atau sistem nil
dan membutuhkan solusi. Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi
di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjaldisaasiaianamur
berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu stre
dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potens
pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Taht#02@28dapun kendala, permasalahe
dan tantangan yang ada terkait subsektor ketenagalistrikan di Indopesla saat penyusunan Rencana Strate
tersebut, yaitu:

1. Secara umum, dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan
Indonesia, terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:

a. Potensi EBT yang cukup besar, namun lokasi yang tersebar

b. Sosialiasi dan edukasi yang sistemik dan berkesinambungan diperlukan untuk meminimalkan re
masyarakat terhadap proyek pembangkit tenaga listrik berbasis EBT
Ketersediaan pinjaman lunak di dalam negeri yang masih terbatas
Keterbatasan ketersediaanfrastruktur pendukung, khususnya di wilayah Indonesia Timur
Ketergantungan pada teknologi dan perangkat pendukung dari luar negeri yang masih tinggi
Tidak semua jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dapat terintegrasi dan terkoneksi denga
ketenagalistrikan setempat, terutama untuk pembangkit tenaga listrik yang memiliki karakte
intermittent
g. Pengembangasmart griddi Indonesia untuk peningkatan penetrasi pembangkit tenaga listrik berbasi

juga masih memiliki beberapa tantangan bessperti:
i. Investasi awal yang besar
i. Belum adanya mekanisme bisnis dan finansial untuk menghasittam yang cocok untuk
diimplementasikan di Indonesia

iii. Diperlukan sistem manajemen aset yang baik dan berkualitas

iv. Diperlukan komitmen organisasi yang lekirat

v. Diperlukan standardisasi dan sertifikasi serta dukungan model bisnis dari industri jaringan

untuk sektor energi dan ketenagalistrikan di Indonesia
vi. Masalah interoperabilitas pada setiap perangkat di sistem ketenagalistrikan

~® 2o

LAPORAN KINERJKO



Hw

5.

vii. Masalah privasi datdan keamanan siber
Menjaga keseimbangan antara bisnis pengusahaan di subsektor ketenagalistrikan yang tetap sehat, tarif lis
kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat, subsidi listrik yang semakin tepat sasaran serta upaya penurun
dari subsdi listrik, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan untuk pembangkitar
listrik yang berkelanjutan
Kendala dalam menciptakan satu data untuk subsektor ketenagalistrikan secara nasional
Dalam pengembangan infrastruktur tkeagalistrikan masih terdapat beberapa kendala, permasalahan,
tantangan, yaitu:
a. Adanya isu sosial dan penolakan masyarakat di beberapa lokasi pengembangan infra
ketenagalistrikan
b. Kendala pada proses perizinan, yaitu izin prinsip, izin tet&@truang, 1zin Pinjam Pakai Kawasan Ht
(IPPKH), izin lingkungan, izin lokasi perairan, dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (S
sangat memerlukan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait
c. Kendala pembebasan lahan (konflissial, tumpang tindih lahan, dan permasalahan ganti rugi)
d. Adanya biaya pemanfaatan berupa sewa dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang r
infrastruktur lainseperti jalan, rel kereta api, dan pipa gas milik lahan BMN/BMD/Badan Usaha
e. Pertumbuhandemandenergi listrik yang tidak sesuai dengan target sehingga menyebablasupply
pada sistem ketenagalistrikan
f. Pengembang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pendanaan
g. Performa kontraktor dan ketersediaan komponen serta peral@@mdukung
h. Adanya masalattrossingdengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kerabg
jembatan layang, jaluMass Rapid TrangiMRT) dan sebagainya
Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target Rasio ElektrifilsisiDBsa Berlistrik, da
konsumsi listrik per kapita, yaitu:
a. Akurasi data rumah tangga/desa berlistrik, belum berlistrik, dan total rumah tangga/desa

b. Data konsumsi listrik dastakeholderselain PT PLN (Persero) sulit didapat

c. Kurangnya kontribusi dari Reerintah Daerah (Pemda) setempat yang mengeluarkan Izin Operasi (IC

d. Lokasi yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyan
listrik

e. Masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau lokasi yang sangat terisolir

f.  Program praelektrifikasi, seperti LTSHE, tidak digantikan dengan program elektrifikasi yang lebih per

g. Program BPBL dan Lisdes yang tidak mencapai target

h. Masih adanya lokasi yang belum terlistriki 24 jam

i

Tidak tumbuhnya kegiatan perekonomian pada suailasi yang menyebabkan tidak tumbuhn
kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut
j-  Konsumsi listrik, terutama sektor bisnis dan industri, yang cenderung menurun
Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian instalasi penyediaan tenaga listléikyapgrasi,
yaitu:
a. Ketidaksesuaian tenaga teknik pelaksana pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga
b. Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tidak memiliki
Badan Usaha KetenagalistrikaB (8 dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sesuai }
dan kualifikasinya
c. Memastikan semua infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia yang sudah beroperasi sudah mem
sesuai dengan aturan yang berlaku
Kendala, permasalahadan tantangan dalam pencapaian target bauran energi untuk pembangkitan di wi
pengusahaan PT PLN (Persero), yaitu:
a. Terjadinya gangguan fasilitas gas pada beberapa pembangkit tenaga listrik
Keterlambatan COD pembangkit tenaga listrik
Menurunnya produkdistrik pada PLTA akibat saluran air tersumbat
Terjadinya kebocoran pipa pada PLTP
Gangguan lainnya pada pembangkit tenaga listrik yang menyebabkan tidak dapat berope
pembangkit tenaga listrik tersebut
Operasi dari pembangkit EBT yang samgatjantung pada kondisi cuaca dan lingkungan setempat
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g. Laju penambahan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dan fosil yang tidak seimbang

h. Kontrak PPA pembangkit tenaga listrik yang panjang

i. Sistem juabeli tenaga listrik yangjake or Pay

j-  Masalahsecurityof supply terkait keberlanjutarfeedstockdari beberapa jenis pembangkit tenaga list
berbasis EBT

k. Belum terimplementasinyamart griddan revisigrid codedi Indonesia

Secara umum, isu strategis terkait subsektor ketenagalistrikan di tahurZD2Ddn menjadi salah satu acuan dale
perumusan RPJMN ke IV Tahun 2@2@4 dan Rencana Strategis KESDM Tahun-2024, yaitu pembangunal
ketenagalistrikan yang akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 unsur, yaitu:

1. Keberlanjutan penyediaan, yang berkaitdengan:

a. Diversifikasi sumber energi primer untuk pembangkitan listrik guna meningkatkan daya dukung ling

b. Susut energi pada transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang dianggap masih besar men
pemanfaatan energi yang belum efisien

2. Akses srta keterjangkauan, yang berkaitan dengan:

a. Tingkat keandalan pelayanan ketenagalistrikan yang perlu ditingkatkan

b. Kebijakan subsidi energi listrik yang tepat sasaran untuk menjamin keterjangkauan energi bagi ma:
kecil

3. Kecukupan penyediaan, yang beitan dengan:

a. Konsumsi listrik per kapita yang mencerminkan tingkat pembangunan sosial ekonomi dan produ
masyarakat suatu negara. Pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas
penyebab penggunaan listrik per kapita di Indsia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan-r
rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain

b. Tata kelola industri ketenagalistrikan juga masih belum optimal dimana kebijakan harga dan tari
belum sepenuhnya mempertibangkan kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan inc
penyediaan listrik. Pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masi
ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik berjalan dengan lebih efeielnerkembang

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2@B24, 5 arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasoke
tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah:

1. Diversifikasi energi primer untuk pembangkitan endiggiik untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui:
a. Peningkatan pemanfaatan EBT
b. Pengembangamini/ microgridberbasis energi bersih
c. Pengembangan dan pemanfaatan teknolegergy storage systentermasuk baterai
d. Pemanfaatarsolar PV rooftoglan PLTS terapgrbeserta pengembangan industri sel surya dalam neg
2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi listrik, melalui:
a. Memperluas, merehabilitasi, dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan distribusi
b. Pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data
c. Pengembangan dan pemanfaatan teknolsmiart grid
d. Pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi
3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui:
a. Pemenuhan tenaga listrik di kawaskawasan prioritas
PenyedaanBantuan Pasang Baru Listf8PB).untuk rumah tangga tidak mampu
Dukungan penyediaan energi primer, gas dan batu bara, untuk listrik
Pemanfaatan kompor bersih berbasis listrik
Peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistekgndidukung industr
dalam negeri
f. Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik
4. Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan, ditempuh melalui:
a. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan
b. Penguatan independensi epator sistem transmisi
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c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi listrik dan penerapannya sehingga mencapai harga keeko

secara bertahap
5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui:

a. Pengembangan subsidi tepat sasaran mekliisidi langsung dan realokasi belanja

b. Penerapan penyesuaian tarif listrik dan harga energi

c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumdeyei@aye
asset

d. Pengembangan skema pendanaan yang sesuai dan berkesingarbu

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2@224, adapun proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan el
ketenagalistrikan, meliputi: perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara, proyek prioritas mendukun
dan keterjangkauan ketenagalistrikkayaitu perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan. A
proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik adalah peningkatan keh.
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya ad@mpaoject terkait ketenagalistrikan, yait
Pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA.

Sampai dengan saat ini, dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia didasari pada prinsip 5 K, yaitu Ke
Keandalan, Kebentgutan, Keterjangkauan, dan Keadilan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

5 K KETENAGALISTRIKAN

Kecukupan 5 Keterjangkauan
Implementasi perencanaan | n Mengupayakan harga listrik yang

kebutuhan listrik nasional kompetitif, sehingga tarif listrik
masyarakat terjangkau

Keandalan

Pemanfaatan digitalisasi pada
pembangkit dan smart grid untuk
efisiensi

Keberlanjutan

([ ®
Penggunaan EBT / pemasangan
PLTS pada pembangkit listrik
A

AR
==

Gambarl. 5 K Ketenagalistrikan

Keadilan

Pemerataan akses listrik
diwujudnyatakan dalam peningkatan
rasio elektrifikasi

Tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumleikygmdiualitas
yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secar:
merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) Tal
2038 yang masih berlakampai dengan saat ini mengatur arah pengembangan penyediaan tenaga listrik nasion
secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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IARAH PENGEMBANGAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

MENJAMIN (£)
KETERSEDIAAN p
TENAGA LISTRIK JUMLAH CUKUP KUALITAS BAIK HARGA TERJANGKAU

* EBT minimum 23% tahun 2025
* Tenaga listri untuk sentra bisnis dan industr
* PLTU menggunakan Clean Coal Technology (CCT)
* Mengurangi susut jaringan tenda
* Pamantaatan sumber energl primer satampat
*Memperbaiki kualitas tenaga listrik
* Pemanfaatan energi nublic wjalan dengan KEN

PEMBANGKIT TRANSMISI

*Porluazan akses hetrk di daerah tarpencil dan tersebar

* Minimal 1 Gl untuk setiap kab./ kota

* Panambahan trafo Gl yang telah mencapai 70% *Tahun 2020 Smart grid mulai diteraphan di Jawa Bali

* Perbalkan tegangan, SAIDI dan SAF), penurunan susut

LW * Pembangunan Gas Insulated Switchgear |GIS)
5
dan rehabilitasi jaringan tenags stk

di daerah padat/perkotaan

USDES DAN

v SMART GRID

Gambar2. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik

Berdasarkan Peraturan Mentdgnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana S
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun-202@, arah kebijakan pembangunan ESDM berpedo
pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komodifas elemata, tetapi sebagai mod
pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanai
yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengamanfaatkan semaksimal mungk
potensi dari sumber dalam negeri; dan

2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan emaxidalfility), akses masyarake
terhadap energi dccessibility pada harga yang terjangkaaffordability) dalam jangka panjang dengan tet:
memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidagceptability.

Untuk periode 202€024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjut
berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekomo serta mendorong pengembangan industri. Adapun a
kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial
energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkagidtam ekstraktif yan
ramah lingkungan.

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kementerian Energi de
Daya Mineral, Direktorat Jendendktenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri E
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagal
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebija@mbinpan, pengendalian, da
pengawasan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Ketenag:
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, pengl
keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan

2. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perencanaan, peng
keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenakahstri
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3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan |}
perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagal

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dapesvisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegi
perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagal

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengakegatan perencanaar
pengusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Berdasarkan PeraturaMenteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerial
dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawat
Menteri ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpieh oDirektur Jenderal. Direktorat Jendel
Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pe
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksgas}
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, ke
keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

2. Pelaksanaan kehikan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, kete
keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawatsan
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pen
kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, daruliiggk di bidang ketenagalistrikan

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pen

keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jeraddetenagalistrikan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

o

SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementei
dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendétalenagalistrikan terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

hoONBE

Sekretariat Direktoralenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian du
administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanaka
Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan nedeyggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerj
pengelolaan sistem informasi

3. Pengelolaan administrasi penbgaharaan, barang milik negara, serta akuntansi, dan pertanggungjaw
keuangan

4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundsangan dan keputusan/ketetapan, pemberi
pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan measgyara

5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laks
pelaksanaan manajemen perubahan
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Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Bagian Umum
2. Kelompok JabataRungsional

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahti
pengelolaan kepegawaian, organsasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan. Dalam melz
tugas, Bagian umum menyelenggarakangsi:

Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan

Perencanaan pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Pengelolaan kepegawaian, organsiasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan

hPohPRE

Bagian Umum terdiri atas:

1. Subbagian Perlengkap dan Rumah Tangga
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengka
kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Direktorat Pembinaan Prograrietenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaks
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, eval
pelaporan serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinagnapn ketenagalistrikan. Dalam melaksanal
tugas, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmi
listrik, perencanaanidtribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan
evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencamaaisi
tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, dan kerja sama ketenage
serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritebadng perencanaan pembangkitan tenaga list
perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, ¢
sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listri

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangkitan tenag:
perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, ¢
sama ketenagalistrikan, serta enasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik

5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan 1
tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem isolated, investasi, @landdan ketenagalistrikar
serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik

6. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangkitan tenac
perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distritaigiga listrik dan sistem isolated, investasi, dan ki
sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Pembiaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pela
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, eval

pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan diafg pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. De
melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
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Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operas
ketenaglistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan
ketenagalistrikan

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan opera
ketenagalistrikan, tarif dan subsidistrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan u:
ketenagalistrikan

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha ketenaga
pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan substfikli harga tenaga listrik, serta perlindung.
konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pei
operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, daegaga listrik, serta perlindungan konsumen c
usaha ketenagalistrikan

Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengatura
usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga liseita perlindungan konsumen dan usa
ketenagalistrikan

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pe
operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, sertadpedan konsumen dai
usaha ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pel;
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, eval
pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan tek
keselamatan, tenaga teknik ketagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingk
ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelen
fungsi:

1.

2.

7.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standasilisetenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, ter
teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagal
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi ketenagalistrikakarketsinik dan keselamatar
tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan ling
ketenagalistrikan

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi ketenagalistrikaam
teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan
perlindungan lingkungan ketenagalistrikan

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikaiame
keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlin
lingkungan ketenagalistrikan

Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan te
keselamaan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlinc
lingkungan ketenagalistrikan

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaik
dan keselamatan, tenageeknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindt
lingkungan ketenagalistrikan

Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompadiaddhagsional.
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DIREKTUR JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
(TMT 17 Februari 2023)

Ir. Jisman P. Hutajulu, M.M.

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN - fm
(TMT 11 April 2022)

FUNGSIONAL

Ir. Ida Nuryatin Finahari, M.Eng.

DIREKTUR
DIREKTUR DIREKTUR
PEMBINAAN PROGRAM ‘ PEMBINAAN PENGUSAHAAN IEE&NNAGAum AL ;Jrrl‘zlGK';\UNNGAN
KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN
(TMT 11 April 2022) - (TMT-) (TMT 11 April 2022)
Ir. Wanhar s wr?&agfg t;;igaeno
I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ] I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ] I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ]

Gambar3. Profil Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrjexri7 Februari 2023

SUMBER DAYA ORGANISASI

Berikut akan dijelaskasumber daya organisasi terkait sumber daya manusia dan sumber afeggaran pade
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Berdasarkan rekapitulasi data di bulan September 2QRéktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki sumber d
manusia sebesa77 orang Pegawai NegeSipil (PNS)ang terdiri dari struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (.
dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai berikut.

Tabell. ProfilPNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Berdasarkan Kategori Jabatan

Unit Kerja Struktural JFT JFU Total PNS
Ditbinus 1 45 20 66
Dittek 1 65 19 85
Total 5 185 87 277

Berdasarkan jenis kelamin, PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri dari 207 pria dan 7,Qdesmgdta yanc
akan pensiun dalam waktu 5 tahun ke depan atau sampai dengan tahun 2027 sebanyak #IN& ayang akan penist
dalam waktu 510 tahun ke depasebanyak 25 orang PNS, dan 213 orang PNS akan pensiun dalam waktu lebit
tahun ke depan atau di atas tah@032 Saat ini,¢njang pendidikamerakhir PNirektorat Jenderal Ketenagalistrike
mulai dari SLTP sampai dengaB. S
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PROFIL PNS DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN KATEGORI JENJAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
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Gambard. Profil PNS Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Berdasarkan Kategori Jenjang Pendidikan Terakhir

Pada pertengahan tahun 2021 yaitu tepatnya pada hari Rabu, 27 Juli 2021 Presiden RI Ir. Joko Widc
meluncurkan nilai dasacdre valieg danEmployer Brandindparatur Sipil Negara (EB ASN). PeluncQame Values
ini bertujuan untuk menyeragamkan niailai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi pt
budaya kerja ASN yang profesional. Selain itu tujuan lailladgabagai penguatan budaya kerja yang merupakan ¢
satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dnid ¢lass governmepserta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode édildeaerilaku Undangndang
Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragamanilailaiasar ASN.

Core Value$CV) ASN dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (nilai), yaitu Berorientasi Pelayanan, A
Kompeten, Harmois, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, Employer Branding yang merupakan moto AS
0STSNEBIF YSy33adz/l{ly asSvyoz2ely aoly3a3r YStlrelryA oly
sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komé&n memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dit
panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
c. Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawaatas kepercayaan yang diberikan. Dimana panduan perilaku nilai tessstut
a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung gdelkdis, dan efisien
c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dimana panduan perilaku nilai tersebut ye
a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
b. Membantu orang lain belajar
c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
b. Suka menolong orang lain
c. Membangun lingkungakerja yang kondusif
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dimana panduan peril
tersebut yaitu:
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a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undahglang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
kepada Negara Kesen Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah
b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
c. Menjaga rahasia jabatan dan negara
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dimana
perilaku nilai tersebut yaitu:
a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
c. Bertindak proaktif
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
a. Memberi keserpatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Nilainilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mel
LISYOF LI Aty 1AYSNEBIF AYRAGARdIz Ry Gdz2dzry 2NBIFYyAal aj
dijadikan spirit seluruh ASN dalamkegja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima lay.
Hadirnyacore valueBerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani ma
dengan professional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik,
kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa,adiesimbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhe
negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elem
untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Direktorat Jenderal Ketenagalitan telah bersiap untuk terus menggiatkan dan menggaungka®BCASN pada tahu
mendatang. Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk terus b
menjadikan C\EB ASN dikenal dan diketahui seluruh pegawai, baizluh@vent yang diselenggarakan oleh interi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ataupun yang dikoordinasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daye
ataupun instansi terkait lainnya.

Terkait dengan sumber daya anggaraad@ Tahun Anggaran i) 2022, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar
Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SBADIP3.1.41865/2022 yanglisahkaratas nama
Menteri Keuangan oleh Direktur Jenderal Anggaran pada tanggal 17 Novembedi2l#Karta Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp242.397.821.0@0@&N sumber dana seluruhnya bera
dari Rupiah MurniAlokasi anggaran ini digunakan untuk menjalankan program/kegiatag dilaksanakan Direktor:
Jenderal Ketergalistrikan, antara lain:

1. Program Energi dan Ketenagalistrikan (Kode: JA)
a. Kegiatan Pengelolaan Ketenagalistrikan (Kode: JA.6350)
2. Program Dukungan Manajemen (Kode: WA)
a. Kegiatan Pengeloladgianajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan (Kode: WA.1901)

Namun, pada saat tahun pelaksanaan anggaran, terjadi beberapa kalialekessi anggaradengan rincian sebag:
berikut:

Tabel2. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 dan Pengd3iithiRevisinya

No DIPA Tanggal Pengesahan No DIPA Tanggal Pengesahan
1 DIPA Awal 17 November 2021 8 Revisi ke 7 10 Oktober 2022

2 Revisi ke 1 15 Desember 2021 9 Revisi ke 8 22 November 2022
3 Revisi ke 2 25 Januari 2022 10 Revisi ke 9 2 Desember 2022

4 Revisi ke 3 31 Maret 2022 11 Revisi ke 10 13 Desember 2022
5 Revisi ke 4 8 April 2022 12 Revisi ke 11 14 Desember 2022
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6 Revisi ke 5 9 Juni 2022 13 Revisi ke 12 16 Desember 2022 |
7 Revisi ke 6 11 Juli 2022
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Gambarb. DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan T.A. 2022 Berdasarkan Asal Sumber Dananya
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Gambar6. DIPA Direktorat Jenderéketenagalistrikan /A 2022Berdasarkan Program dan Kegiatannya

Tabel dan gambar di atas menunjukkan pada bulan Oktober 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan men
sumber dana tambahan daidin penggunaarPenerimaan Negara Bukan Pajak (PN&Rn produksi/royalti bagiar
Pemerintah Pusat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batulyaray mana penggunaan dana PNBP ini lintas
organisasi Kementerian ESDM.
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SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jendéfatenagalistrikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagu
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanijiz
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemeaxpuedn Kinerja Direktorat Jender
Ketenagalistrikan berisikan 5 (lima) bab utama, yang terdiri dari:

1.

Pendahuluan

Disajikan latar belakang penulisan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, aspek strategis ¢
ketenagalistrikan, perasalahan utama dan isu strategis subsektor ketenagalistrikan, tugas dan fungsi Dir
Jenderal Ketenagalistrikan beserta sumber daya manusia dan anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistri
Perencanaan Kinerja

Merupakan penjabaran dari rencana kijgeyang harus dicapai selama tahun 2@2ng dapat dilihat dari Rencar
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIJMN)2B220 Rencana StrategRENSTRACLementeriarESDM
dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2@824, dan Perjanjian Kinerja (PK)reRiorat Jenderal
Ketenagalistrikan Tahun 2R2erta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan inti dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dimana di dalamnya terdapat pe
mengenai capaiacapaiankinerja organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Tujue
Sasaran pada Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikar22220 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jende
Ketenagalistrikan, Perjanjian Kinerja Direktorat Jendemtier@agalistrikan tahun 2@2 akuntabilitas dalan
pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain itu, pada bab ini juga c
mengenaisuccess storpelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalisbiétieut dengan
berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap pelaksanaal
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemddh (SAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta tindak lanjut
sedang dan telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terhadap hasil evaluasi tersebut.
Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas cagiiarja organisasi serta langk#émgkah perbaikar
di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.
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PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 22224

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tefRengana Strategis Kementerian Energi dan Sumber
Mineral Tahun 202@024 disebutkan bahwa terdapat 4 pilar dari RPIJMN ke IV Tahunr22@20yang merupakal
amanat RPJPN 20@25 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periodgeyaitu:

Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

PR

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembamgyang di dalamnya terdapat Program Priorit
Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahur2R@2dalah:

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Mengembangkan wilayauntuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Membangun lingkungan hidup, meniragkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayamsotic

NookowhpE

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi KESDM adalah:

1. Agendal : Memperkuat ketahanan ekonomi untydertumbuhan yang berkualitas

2. Agenda?2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

4. Agenda5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayansar da

5. Agenda6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Agenda pembangunan yang diturunkamagcading dan diselaraskaralignmen) sertatagging dengan target kinerje
Ditien Ketenagalistrikan periode tahun 202024 sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi organisasi C
Ketenagalistrikan sesuai Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemente
dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Agenda3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya gain
2. Agenda5 : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Untuk agenda pembangunan kewilayahan yang secara spesifik dirumuskan pada agmbangunan 2 RPJMN ke
Tahun 202024, secardagging dapat dilihat pada lokagokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan c
pengembangan infrastruktur pendukungnya yang telah tercantum juga pada agenda 3, 5, dan 6.
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Strategi Ditjen Keteagalistrikan dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM periode tahu202@2
dengan menyelaraskan dengan 5 K Ketenagalistrikan dan RUKN Taht20281$erta dokumen perencanaan at:
dasar hukum lainnya yang terkait subsektor ketenagalistrikamgymasih berlaku, yang selanjutnya diturunkan
dalam target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2@224, yaitu:

1. Agenda3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

Pembangunan Indonesia 202024 ditujukan untuk membentuk SDM yabegrkualitas dan berdaya saing, yai
SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, ke
pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kepend
pemenulan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan p
pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pembangunan |
20202024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkaalidan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan ce
adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan yang ditt
menjadi target kinerja Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2@224, yaitu:

a. Alokasisubsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 78.190pawéhtahun 2024

Adapun terkait dengan pengembangan SDM seperti terkait sertifikasi kompetensi tenaga teknik,
Ketenagalistrikan berperan sebagai pendukung.

2. Agendas : Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Pembangunan infrastruktur pada periode 262024 yang terkait dengan sektor ESDM akan difokuskan pada

a. Infrastruktur pelayanan dasar berupa pengelolaan air tanah
b. Energi dan ketenagjatrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik
merata, andal, efisien dan berkelanjutan

Lima arah kebijakan dan strategi untuk mendukung implementasi pembangunan infrastruktur ener:
ketenagalistrikan adalasebagai berikut:

Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan;

Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik
Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik
Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan
Pengembangakebijakan pendanaan dan pembiayaan

"o ooTo

Yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan, baik berperan langsung ataupun sebagai pendukun
strategi sebagai berikut:

a. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan melalui:

i. Menjaga keseimbangasupply and demansderta keandalan sistem

ii. Menurunkan BPP dengan mengembangkan pemanfaatan sumber energi primer setempe
memiliki skalgrioritas pemanfaatan pertama adalabmber EBT berikutnya adalah sumber en¢
fosil, seperti batara mulut tambang dan gagell-head

iii. Pencapaian target porsi EBT dalam bauran energirly mix pembangkitan tenaga listrik sekit:
23% pada tahun 2025

iv. Penerapan pengembangan PLTU menggun&kaan Coal Technolo¢@CT) dengaboiler Super
Critical(SCHanUltra Super Criticad | { / 0 dzyidzl t[ ¢! RSy3Ily 18

v. PLTG diarahkan menggunakan viedhd atau mulut sumur

vi. Pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan omgnggunakan konse|
pembangkitplatform (bukanbarge) dengan moda transportasi gaslk and run
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Vii.

viii.

Pemerintah telah menetapkan Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Pent
Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi Pel
BBM dengan LNG dalam Penyediaan TenistrgkL Melalui Kepmen ESDM tersebut, PT Pertan
(Persero) ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infras
LNG dalam penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). Sedangkan PT PLN (Persero) «
untuk melaksanakan kedén gasifikasi pembangkit tenaga listrik dan pembelian LNG da
Pertamina (Persero). Kegiatan gasifikasi tersebut akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun
(lima puluh dua) lokasi PLTG/PLTGU/PLTMG, dengan total kapasitas 1.697 MW dan indikex
kebutuhan gas sebesar 166,98 BBTUD

Prioritas utama yang harus dikembangkan oleh PT PLN (Persero) adalah perbaddkitower
danpeakerserta pembangkit untuk daerah perdesaan dan daerah 3T

. Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah ungaeknbangkit listrik tenaga uap mult

tambang, batubara tergaskarggsified cogl dan batubara tercairkanliquified coa)l serta
peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik
negeri
Penambahan kapasitd®V roofop dalam waktu 5 (lima) tahun sebesar 208,19 MW

1. PembangunarV rooftopdi daerah dalam rangka peningkatan pemanfaatan EBT

2. Sosialisadax allowancedantax holidaykepada pengembang

3. Tersedianya pinjaman dengan suku bunga rendah dan tenor yang panjang

4. Mendorong penguasaan industri dalam negeri, yang terdiri dari modul surya, batera
inverter
Pemasangan PLTS rooftop di gedung Pemerintah dan gedung BUMN, di rumah pe
golongan tarif R1 (pelanggan 450 VA dan 900 VA), pada pelanggan PT PLN (
golongan >1300 VA dengan diberikan insentif atau skema pembiayaan yang m
(contoh diskon Pajak Bumi dan Bangunan/P®Bate dan kredit dari bank), di gedun
komersial dan dalam pembangunan rumah baru (program Kementerian PUPR de
Estate Indonesid&El)

o

b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strategi:

i.

.
iii.
iv.

V.

Vi,

Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan dan kons
Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringaadge listrik

PenetaparSpecific Fuel Consumptiontuk pembangkit listrik

MenerapkanSupply Side Manageme(®SM) dengan meningkatkan kinerja pembangkit ten
listrik yang ada dan pemanfaatamcess powedancaptive power

MenerapkanDemand Side Manageme(DSM) melalui:

1. Penghematan pemakaian tenaga listrik antara lain penggunaan teknologi per:
pemanfaat tenaga listrik yang lebih efisien da@nggunaan alat listrik seperlunya, d
lain-lain

2. Perbaikan faktor beban dapat dilakukan antara lain dengangurangi pemakaian tenag
listrik saat beban puncak, atau meningkatkan konsumsi pada saat di luar waktu
puncak atau menggeser konsumsi saat beban puncak ke luar waktu beban puncak

Pengembangan dan pemanfaatan teknolsmiart grid

1. Memperhatikan besarnya manfaamart gridbagi peningkatan keandalan, peningkat
porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan ef
energi, maka penerapansmart grid perlu dilakukan secara bertahap deng
memperhatikan keiapan SDM, teknologi, serta biaya

2. Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan sebagai upaya alih teknologi maka
dilakukan kerja sama dengan negaregara yang telah berhasil menerapkamart grid
Diharapkan paling lama pada tahun 202@art gridsudah miai diterapkan di beberap:
wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali
dapat mendorong percepatan pencapaian porsi EBT dalam bauran energi pembar
tenaga listrik

3. Menjagareserve margiimemenuhi kriteria NL yaitu kapasitas pembangkit terbesar pa
sistem
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C.

Vii.

PLTU batubara didorong untuk menggunakan teknologi rendah karbon atau teknologi HELE
boiler SC, USC serta teknologi yang lebih efisien lainnya seiestilating Fludized BgE€FB)
sehingga dapat megurangi penggunaan batubara, yang secara langsung juga akan meng
emisi GRK. Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan tekrotegrated Gasificatior
Combined CyclgGCC) da@arbon Capture and StoraffeCS) untuk mengurangi emisi GRK.

Penguatardan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik akan dicapai dengan strateg
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan salahMajar Project2020-2024 yang selam:
5 (lima) tahun ke depan ditargetkan melalui penambahan pembaligkik sebesar 27 GW, transmi
sepanjang 19.069 kms dan gardu induk sebesar 38.607 MVA. Proyek infrastruktur ketenagalistrik
dilaksanakan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Perse
terus mendukung percepah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui:

iv.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional be
sebagai Proyek Strategis Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden tentang Per
Pembangunan Inftruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infras
KetenagalistrikafPasal 2 ayat (2) bahwdK dilaksanakan sesuai dengan RUPTL yang ditet
oleh Menteri ESDM

Pembentukan Tim Kajian bBrkoneksi  Sistem Tenaga  Listrik berdasarkan SK [
Ketenagalistrikan N0.355.K/73/DJL.2/2019 dengan melibatkan Kemenko Maritim dan In
Kemenko Perekonomian, Bappenas juga bersama Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi. E
interkoneksi sitem tenaga listrik saat ini sedang dikaji termasuk Interkoneksi Sumatera Jaw
dan Interkoneksi Jawa Bali (IJB) sedang dalam tahap finalisasi kajian dan diharapka
diputuskan kepastian rencana tahun COya dan dimasukkan dalam revisi RUPTL
Penanbahan PIK diusulkan untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasion&2@®2aitu:
Konversi PLTG/PLTGU/PLTMG berbahan bakar minyak ke gas alam

Penguatan sistem transmisi 500 kV

Interkoneksi jaringan antar pulau sistem tenaga listrik

Interkoneksi jaringanu@awesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah

Smart griddi pulau Jawa

Pembangunan PLTKalimantan Utara

Pembangunan PLTA dan PLTM di Papua

Noo,swdhpE

Dalam rangka pencapaian target PIK 200Q4 akan dilakukan strategi sebagai berikut:

Pembangkit

Vi.

Vil.

Viii.

Pembangkitenaga listrik yang akan dibangun harus berlokasi sedekat mungkin dengan s
energi primer sehingga meminimalkan biaya dan permasalahan logistik sumber energi prin
Terdapat skala prioritas dalam pemanfaatannya, prioritas pertama adalah sumber BRItngar
adalah sumber energi fosil seperti batubara mulut tambang dan gas mulut suralling¢ad
Potensi panas bumi yang membentang sepanjang bukit barisan di Pulau Sumatera ake
didorong pemanfaatannya secara optimal untuk pembangkitan tenagé listri

Potensi tenaga air yang tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung terus didorong
dimanfaatkan menjadi PLTA/M/MH

Sumatera bagian selatan yang kaya akan cadangan batubara akan terus diarahkan sebag
PLTU Mulut Tambang (PLTU MT)

Pengembangan PLBdru di Pulau Jawa, setidaknya dalam 10 tahun ke depan dibatasi hany:
proyek PLTU yang telah memasuki tahap konstruksi atau telah kontrak dan menda
persetujuan harga dari Menteri ESDM

Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi menjadi PLPRIdu Lombok dan Pulau Flor
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi pulau tersebut

Provinsi Kalimantan Utara yang kaya akan potensi tenaga air perlu didorong sebagai pe
energi dari PLTA
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Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViil.

XiX.

. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selakalimantan Timur dan Kalimantan Utara ys

memiliki sumber batubara yang melimpah didorong sebagai lokasi PLTU MT
Potensi panas bumi yang besar di Sulawesi Utara didorong untuk terus dimanfaatkan se¢
diharapkan ke depan meminimalkan pembangunan PLT
Potensi tenaga air di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga didorong pemanfa
sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kedua provinsi dan dapat ditran
provinsi tetangga yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
Pubwu di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi panas bumi ¢
Pulau Ambon dan Pulau Halmahera, pemenuhan kebutuhan tenaga listriknya diprioritaski
PLTP
Untuk pulaupulau kecil dan daerah pedalaman dapa¢manfaatkan tenaga surya dengan Pl
menggunakan baterai
Pulau Papua yang kaya akan potensi tenaga air dan gas bumi pemenuhan kebutuhan
listriknya dapat dipenuhi oleh kedua sumber energi tersebut
PLTSa dapat menggunakan cara pengumpulan dan peatanfgas metana dengan teknolo
sanitary landfill anaerob digestionatau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau me
pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan tekndlogimochemical
Pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas didorong agar lebih efisien, untuk itu pemt
open cyclgenis PLTG dan PL@wlidorong untuk dijadikanlosed cyclkeombined cyclelengan
menambahkarsteam turbing sehingga PLTG menjadi PLTGU dan PLTMG menjadi PLTMG
Sebagai upaya untuk menghindari risiko kesulitan dalam pembebasan lahan dan
menghilangkan biaya infrastruktugas dari laut ke darat, termasujetty, maka untuk
pengembangan PLTG/GU/MG/MGU di sistem kecil lebih diarahkan untuk menggunakan
pembangkit platform maupubargedengan moda transportagias milk run
Penggunaan PLTD BBM dan pembangkit lain yamgban bakar minyak harus dikendalikan d
dibatasi secara ketat, yaitu terbatas untuk:
1. menyediakan pasokan tenaga listrik yang bersifat mendesak dan sementara, ¢
penanggulangan jangka pendek daerah krisis penyediaan tenaga listrik
2. black startyaitu proses pengoperasian kembali suatu sistem tenaga listrik/pembal
listrik/jaringan listrik tanpa mengandalkan jaringan tenaga listrik eksternal untuk pulif
pemadaman totallflack ouj atau parsial
3. cadangan untuk kondisi darurat
Untuk melistriki daesth 3T seluruhnya menggunakMariable Renewable EnergiVRE)yang
dilengkapi dengan baterai

Transmisi
Penambahan panjang transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan penyaluran
ditargetkan sebesar 19.069 kms yang akan dicapai dengaegitrat

Usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan untuk pemanfaatan jaringan tra
bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transm
grid code
Jaringan transmisi antar pulau terus dikembangkan dengan npeatigan antara lain age
optimalnya pemanfaatan sumber energi primer setempat pada suatu pulau dimana sumber
primer tersebut tidak dapat atau tidak ekonomis untuk dipindah ke pulau lain atau berdas
hasil kajian dinyatakan lebih ekonomis membamgaringan transmisi dibandingkan membang
pembangkit tenaga listrik di pulau lain tersebut
Jaringan transmigiligh Voltage Direct Curre(iVDC) dapat dikembangkan antara lain untuk:
1. interkoneksipoint-to-pointantar sistem besar baik melalui darat maupun laut agar ke
sistem lebih andal
2. evakuasi daygoint-to-point dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan surr
energi primer setempat ke pusat beban atau ke sistem tenaga listrik lain yang be
sangt jauh
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Vi.

Vil.

viii.

Mengembangkahoopingjaringan transmisi tenaga listrik untuk meningkatkan keandalan kht
misalnya di kawasan industri dan kota besar

Memperbaiki kualitas tenaga listrik, misalnya untuk memperbaiki drop tegangan pada
daerah

Perluasan jarigan transmisi tenaga listrik dagrid yang telah ada untuk menjangkau siste
isolated yang masih dipasok oleh PLTD BBM dengan tetap mempertimbangkan aspek tel
ekonomis

Kapasitas hantar jaringan transmisi direncanakan mampu untuk mengantisipasikaee
kapasitas sistem tenaga listrik setidaknya dalam rentang waktu 30 tahun

Jaringan transmisi harus memenubhi kriteria keandalgl baik statis maupun dinamis-INstatis
adalah apabila suatu sirkuit transmisi padam maka shditkuit transmisi yangetrsisa harus
mampu menyalurkan seluruh energi listrik sesuai kebutuhan beban sehingga kontinuitas p:
tenaga listrik terus terjaga.-ll dinamis adalah apabila terjadi gangguan hubung singkat 3 1
fasa yang diikuti oleh hilangnya 1 (satu) sirkusinBmisi, tidak boleh menyebabkan kehilanc
ikatan sinkron antar generator

Menyalurkan tenaga listrik ke Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusu
Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Sentra Kelau
Peaikanan Terpadu dan Kawasan Industri

Gardu Induk

Penambahan kapasitas gardu induk (GI) merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi pertur
demand di sisi beban, oleh karena itu ditargetkan penambahan kapasitas sebesar 38.607 MVA y:
dicapai dengn strategi:

Pengadaan minimal 1 (satu) Gl untuk setiap kabupaten/kota kecuali untuk daerah kepulauz
yang menurut hasil kajian tidak layak secara teknis dan ekonomi

Penambahan trafo Gl apabila pembebanan trafo Gl telah mencapai sekitar 70%

Jumlah tafo Gl dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang
Suatu Gl dapat menampung 3 (tiga) atau lebih unit trafo. Gl baru akan dikembangkan ap:
terdekat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan beban dan tidak memunghkifdgi dilakukan
penambahan trafo dan perlengkapan serta instrumen pendukung

PembangunarGas Insulated SwitchgeéG1S) untuk daerah yang memiliki keterbatasan lat
atau apabila menurut hasil kajian pembangunan GIS lebih ekonomis dibandingkan dengan
Untuk meningkatkan keandalandan mengurangi risiko lamanya pemadaman akibat pengc
trafo apabila terjadi gangguan yang mengharuskan penggantian trafo, maka
dipertimbangkan penyediaan Inter Bus Transformer (IBT) cadangan 1 fasa per lokasi g1
GIS dan 1 fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional

Distribusi

Usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama je
distribusi bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampkapasitas jaringar
distribusi dan mengacu pada Aturan Jaringan Distribusi Tenaga |Dsstikbution Code
Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk perbaikan tegangan, pei
System Average Interruption Duration Ind®AIDI) memdi 1 (satu) jam/pelanggan/tahun da
System Average Interruption Frequency Ind@&IFl) menjadi 1 (satu) kali/pelanggan/ tah
penurunan susut jaringan, dan rehabilitasi jaringan tua

Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik diarahkan juga untukt diapnyalurkan tenag
listrik ke Kawasan Strategis Nasional, KEK, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan
Pariwisata Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Kawasan Industri
Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan mergan jenis kabel bawah tane
(underground cable dimungkinkan untuk dilakukan pada temgatpat tertentu sepanjanc
memenuhi aspek teknis dan ekonomis;

Apabila dengan pertimbangan pemenuhan tenaga listrik melalui jaringan transmisi tenage
dinilaitidak layak secara teknis dan ekonomis, maka sissetateddapat diterapkan, yaitu sister
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distribusi tenaga listrik yang berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung dengan jai
transmisi tenaga listrik yang ada dan wilayah pelayanannya terbatas

vi. Pergembangan jaringan distribusi tenaga listrik dengan teknosogart grid dan kabel laut
(submarine cable antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem
ketersediaan teknologi

vii. Untuk meningkatkan keandalan dan mengoptimalkan bauran gin@mbangkitan pada suat
daerah terpencil yang jauh dari sistem besar, maka dapat dikembamgikaogrid

viii. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perbatasan negara dimana dil
kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara hanypadalilakukan oleh pemegang lIzin Uss
Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian
listrik lintas negara dari Menteri ESDM

Listrik Pedesaan
i. Pengembangan listrik perdesaan diarahkan untuk membantu kelompokanaksy tidak mampu
dan peningkatan ekonomi dan sosial
ii. Dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk listrik perdesaan, potensi energi setempal
diprioritaskan dan upaya pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong
iii. Pengembangan solusi listiif-grid untuk daerah rural

Rasio Elektrifikasi (RE)
RE ditargetkan mencapai 100% mulai tahun 2020. Rencana aksi untuk meningkatkan RE adalal
berikut:
i. MelaluiOnGrid
1. Rumah tangga tidak mampu, dilistriki dengan program sinergi BUMN, CSR F
(Persero), Program Pemerintah Daer@ne Man One HopBT PLN (Persero), KESI
Peduli, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA BU ESDM
2. Rumah tangga mampu tersambung melgwingan PT PLN (Persero)
ii. MelaluiOff-Grid
1. Rumah Tangga yang tidak terjangkau jaringan PT PLN (Persero) dilistriki dengan L1
program nonPT PLN (Persero) (Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat dan swa:
2. Distribusi Tabung Listrik (Talé®ngan sumber pembangkit listrik (PLTS, PLT Pikohidr
dan Stasiun Pengisian Energi Listrik, apabila desa tersebut jauh dari jaringan exist
rumah tangganya berjauhan

Konsumsi Listrik per Kapita
Pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyatakeencapai 1.408 kWh/kapita pada tahun 20:
Rencana aksi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita adalah sebagai berikut:

i. Memastikan tersedianya akses infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat, industri dar

ii. Menurunkan susut jaringan tega listrik

iii. Menyediakan tarif listrik yang kompetitif untuk pelanggan industri dan bisnis

iv. Mendorong penggunaan kompor listrik

v. Mendorong penggunaan kendaraan listrik

Susut Jaringan
Salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang adalah dengan menurunka

susut jaringan, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 9,2%. Penurunan susut jaringan dapa
dengan upaya sebagai berikut:
i. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi
ii. Penambahan trafo distribusi sisipan baru
iii. Meningkatkan pnertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemal
listrik ilegal
iv. Monitoringdan evaluasi pelaksanaan rencana kerja penurunan susut jaringan PT PLN (Pel
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Mendukung pengembangan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dal@mapem dan perluasal
akses listrik juga salah satu strategi yang akan dijalankan Ditjen Ketenagalistrikan di tah20202
Untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik yang memenuhi kaidah keselamatan ketenagal
yaitu aman, andal dan ramah lingkgan, instalasi tenaga listrik wajib dilaksanakan oleh badan usah:
pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik yang kompeten. Kemudahan mas
mendapatkan akses badan usaha tersebut dapat meningkatkan kemudahan akses listrik yang me
ketentuan keselamatan ketenagalistrikdnstalasi tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkui
dapat dimulai dari konsultansi perencanaan/pengawasan, pembangunan dan pemasangan, peme
dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instaksada listrik. Badan usaha jasa penunj:
tenaga listrik lainnya juga memiliki peran dalam memperkuat mempercepat dan mempermudah
listrik yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan

Selain itu, dlam rangkamendukung program percepataglectric vehicledi Indonesia,akan dilakukan
pengembangarHectric VehicleCharging Sation (EVCSyang dapat berupa Stasiun Pengisian Kendal
Listrik Umum (SPKLWStasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik UniBRBKLU), maupuysrivate
charging stationdenganstrategisebagai berikut:
i. Terbangunny&VCSi Indonesia pada akhir tahun 2024 sebanyak 1.558 unit
ii. MembangunEVCSi tempat strategis antara lain SPBU, SPBG, kantor Pemerintah, te
perbelanjaan, parkir umum, damest area
iii. Menetapkan sistenpengisian ulang
iv. Menetapkan jenigenischarging seperti:
1. Slow charging :6-10 jam pengisian
2. Medium charging : 1-4 jam pengisian
3. Fast charging : 10 menitl jam pengisian

d. Peningkatan Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan
i. Penguatarindependensi operator sistem transmisi

1. Melakukan kajian sistem independensi operator sistem Jaala

2. Menambahkan klausul indepedensi sistem J&@éi pada Kepmen ESDM tenta@gd
Code

3. Melakukan uji cobailot projectpenerapan independensi operator dsgm JaweBali

ii. Mendorong kebijakan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik c
PLN (Persero):

1. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi di subsektor ketenagalistrik
mempercepat pembelian tenaga listrik olefi PLN (Persero), KESDM tengah melakt
reviu atas regulasi yang terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pem!
tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero), sebagaimana yang telah dite
dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 201Atarey Pemanfaatan Sumber Ene
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik jo. Permen ESDM Nomor 53/2018 jo. |
ESDM Nomor 4/2020

2. Konsep peraturan terkait pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian te
listrik energi terbarukan oleh PT P{®ersero) diusulkan dalam bentuk Perpres

3. Konsep peraturan memuat pengaturan antara lain mengatur proses pengadaan;
pembelian tenaga listrik, baik melalui harga patokan, sk&usiness to Businef32B),
maupun mekanisme penugasan; dan mekanisme fedntuntuk pembangkit enerc
terbarukan

iii. Peningkatan Tata Kelola

1. Penyederhanaan regulasi subsektor ketenagalistrikan;

2. Mempercepat proses perizinan melalui peneragamine Single Submissi@DSS)

3. Membuat regulasi yang kondusif

4. Menerapkan dan melakukan pengasan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan |
meliputi pemenuhan standardisasi ketenagalistrikan, kompetensi tenaga te
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ketenagalistrikan, akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan serta pemenuhan kete
di bidang ketenagalistrikan
5. Pengembangan standardisasi ketenagalistrikan meliputi penyiapan SNI terkait
a. Kendaraan berbasis listrik (KBL)
b. ImplementasiEnergy Storage System
c. Pendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
d. Pendukung instalatiow Voltage Direct Curre(itVDC) daproducer consume
(prosumer) sebagai bagian dari pengembangan Persyaratan Umum In:
Listrik (PUIL) 2011 menjadi PUIL 2020
e. Produk peralatan pemanfaat tenaga listrik
iv. Pengembangan kompetensi tenaga teknik bidang ketenagalistrikan melalui
kompetensi/®rtifikasi ketenagalistrikan, meliputi tenaga teknik bersertifikat di bidang:
1. Pembangkit tenaga listrik
2. Transmisi tenaga listrik
3. Distribusi tenaga listrik
4. Pemanfaatan tenaga listrik
5. Penjualan tenaga listrik
v. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri upietibangunan atau pengembangan indus
pembangkitan tenaga listrik
vi. Pengawasan K2 pada instalasi tenaga listrik
e. Peningkatan Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan
i. Perumusan insentif dan fasilitas asistensi pendanaan
ii. Perumusan dan penerapan skema KPBU
iii. Perumusan skema blended finance IC@Tdo(esia Climate Change Trust Fynds
iv. Optimalisasi pemanfaatan sker@een Sukutan Green Bond
v. Subsidi listrik yang tepat sasaran
vi. Tarif tenaga listrik yang kompetitif
vii. Peningkatan Penyertaan Modal Negara (PMN) khususntuk pengembangan listrik perdesas
viii. Pemberian fasilitas bebas bea masuk untuk mesin dan peralatan yang digunakar
pembangunan pembangkit oleh pemegang izin usaha untuk kepentingan umum

. Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahabhancana dan perubahan iklim

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan benca
perubahan iklim terdiri dari

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Peningkatan ketahanan bencana
c. Pembangunan rendah karho

Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, yang diturunkan menjadi target kinerja Ditjen Ketenagali
tahun 20262024 ataupun Ditjen Ketenagalistrikan sebagai pendukung, adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumb
alam dan lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut:
i. Menerapkan standar emisi pembangkit listrik
ii. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sé&ktenagalistrikan
iii. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau per
lingkungan hidup
b. Pembangunan Rendah Karbon
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Strategi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK terhac
baselinekhusus untuk sektor energi dengan target penurunan mencapai 142 juta tedi @bun 2024,
yang dilaksanakan melalui:
i. Penerapan efisiensi energi di sisi penyediaan dan pemanfaatan energi (industri, transg
bangunan, rumah tangga)
ii. Pengelolaan EBT nadii pengembangan pembangkit energi terbarukan serta peningk
pasokan BBN dari bahan baku rendah karbon
iii. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi
iv. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan CCT dengan boiler SC dan USC untuk PL
kelas kapasi@a »» onn a?
v. Pengalihan bahan bak&duél switching untuk mengurangi pemakaian BBM
vi. Updatefaktor emisi batubara untuk kegiatan inventarisasi dan mitigasi emisi GRK

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDER.
KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2022

BerdasarkaPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta
entitas akuntabilitas kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan dalam
pelaksanaan anggaran, yang mana dokumen pelaksatggisebut menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (
Pimpinan masingnasing entitas akuntabilitas kinerja pada Kementerian Negara / Lembaga dan Satuan Kerja P«
Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja segamailembar / dokumer
Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masisigg entitas akuntabilitas kinerja Kementeri
Negara / Lembaga dan SKPD.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Raleparan Kinerja, da
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perjanjian kinerja adalah
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang leb
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwt
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur t
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenaega sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatas
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kimggarfie yang seharusnya terwuju
akibat kegiatan tahwtahun sebelumnya. Dengan demikian targaerja yang diperjanjikan juga mencakup outcol
yang dihasilkan dari kegiatan tahtethun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahui
Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemnesi dan pemberi amanah untuk meningkatkan integrit
akuntabilitas, transparansi, dan kinegparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilakegagalan pencapaian tujuan dan sasararaoigpsi dan sebagai das
pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukanitoring evaluasi dan supervisi atas perkembange
kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetap@asaranKinerjaPegawai(SKP)

Perjanjian Kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 terdiri dari 13 sasaran strategis, 20
kinerja beserta targetnya. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja diperlukan keselarasan dengan sasaran, indik:
target kinerja yag termuat dalam Rencana Strategis sehingga target jangka menengah dapat tercapai
pencapaian targetarget kinerja tahunannya.
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Berdasarkan hagiscadingalignment dantaggingdari sasaran strategis Kementerian ESDM, di dalam Kepmen |
Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumb
Mineral disebutkan ada 9 sasaran strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu:

Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional

Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif

Perumusan kelpkan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif

Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor kiet&iaya
Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul

Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal

Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal

CoNoOrWNE

Sasaran strategis di level Eselon | dapat juga disebut sebagai spsageaim sedangkan sasaran strategis di le
Eselon Il disebut juga sebagai sasaran kegiatan. Adapun sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran ke
disusun pada Rencana Strategis Kementerian ESDM dan unit kerja dibawahnya untuk peric26220280dah
menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) terutama yang berkai
perencanaan anggarannya.

Dengan menerapkaBalanced Score Caf@SC) sebagsirategic tooldalam organisasi di Kementerian ESDM dlaih
kerja dibawahnya yang disinkronisasikan dengan analisis kerangka logis bérpikal framework analysjs peta
strategis Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk tahuB@0R8dalah sebagai beriku

Dampak dan
Harapan
Stakeholder ESDM

Yang diinginkan
oleh Customer
ESDM
Proses Kerja yang
harus dilakukan @
KESDM
Kemampuan
Organisasi yang
harus dimiliki @ @ @
KESDM

Gambar7. Peta Strategi Kementerian ESDM
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*Masyarakat

Dampak dan §
Harapan
Stakeholder Ditjen

Ketenagalistrikan

Yang diinginkan
oleh Customer
Ditjen
Ketenagalistrikan

Proses Kerja yang
harus dilakukan
Ditjen
Ketenagalistrikan

Kemampuan
Organisasi yang
harus dimiliki
Ditjen
Ketenagalistrikan

Gambar8. Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Adapun terkait denganascadingalignment dantaggingantara sasaran strategis Kementerian ESDM dergaaran
program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 20004 dapat dilihat pada tabel di bawabh ini.

Tabel3. Cascading, Alignmentan Taggingantara Sasaran Strategis Kementerian ESDM dan Sasaran Program Direktorat .
Ketenagalistrikan Tahun 202024

Perspective Kementerian ESDM Ditjen Ketenagalistrikan
P Kode Sasaran Strategis Kode Sasaran Program
Meningkatnya kemandirian dan Meningkatnyakemandirian dan ketahanan
SS.1 . ; SP.1 2 .
ketahanan energi nasional ketenagalistrikan nasional
Stakeholder SS 2 Optlmallsa5| ketersediaan produk
. mineral
Perspective - —
Meningkatnya pelayanan mitigasi
SS.3 )
bencana geologi
SS.4 | Meningkatnya kompetensi SDM
Optimalisasi kontribusiektor ESDM Optimalisasi kontribusi subsektor
SS.5| yang bertanggung jawab dan SP.2| ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dar
Customer . .
: berkelanjutan berkelanjutan
Perspective Layanan subsektor ketenagalistrikan yan
SS.6| Layanan sektor ESDM yang optimg SP.3 op}c?mal 9 yang
Perumusan kebijakan sektor ESDN Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor
SS.7 . SP.4 - .
yang berkualitas ketenagalistrikan yang berkualitas
Pembinaan, pengawasan, dan Sp 5 Pembinaan, pengawasan, dan pengen.dallan
Internal Process . subsektor ketenagalistrikan yang efektif
. SS.8| pengendalian sektor ESDM yang - -
Perspective : Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
efektif SP.6| . . o .
internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
SS9 Penelitian dan pengembangan
"~ | ESDM yang produktif
Terwujudnya birokrasi yang efektif Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, da
SS.10 efisien, dan berorientasi layanan | SP.7 | berorientasi pada layanan prima untuk
prima subsektor ketenagalistrikan
. . . Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit da
Learning &Growth | SS.11 Organisasi yanfit dan SDM unggul| SP.8
. SDM unggul
(L&G) Perspective —— — -
Optimalisasi teknologi informasi
SS.12 ; )
yang terintegrasi
Pengelolaan sistem anggaran yan Pengelolaan sistem anggaran Ditjen
SS.13 : SP.9 o .
optimal Ketenagalistrikan yang optimal
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Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik level Eselon | dan Eselo
disesuaikan dengarsasaran danindikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jen
Ketenagalistrikan Tahun 202024 dan selaras pula dengan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tah@0202(

Sasaran, indikator kinerja, daarget kinerja pada Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagali
sudah sama dengan dokumen pelaksanaan anggaran ydatminya memuaRencana Kerja Anggaran (RKA)
organisasiseperti dokumerRencana Kerja (Renja) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggdPh)
Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP BIEA050/2022yang ditetapkan tanggal 17 Novemii621.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, |
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Perjanjian Kinerja (F
setelah suatu instasi pemerintah telah menerima dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja (PK) dapat
atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujaarsasaran (perubahan program, kegiatan, (
alokasi anggaran)

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sa

PadaTahun Anggaran (T.A.) 2022, Direktorat Jendéestnagalistrikan melakukan 2 (dua) kali revisi Perjanjian Kii
di level Eselon Il dan 1 (satu) kali di level Esel®®hyesuaiaPerjanjian Kinerjali lingkungan Direktorat Jender:
Ketenagalistrikan ini karena:

1. Terjadi pergantian atau mutagejabat

2. Perubalan alokasi anggaran

3. Perubahan informasi kerja/kinergada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Historis Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat dilih&bpauean
Penjelasan komprehensif dapyesuaian Perjanjian Kinerja karena perubahan informasi kerja/kinerja pada dok

RKA dapat dilihat padMatriks Penyesuaian Informasi Kinerja Aplikasi KRISNA Rencana Kerja (Renja) T
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikgang dijabarkan padabd berikut ini.
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Tabeld. Matriks Penyesuaian Informasi Kinerja Aplikasi KRISNA Rencana Kerja (Renja) T.A. 2022 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

SEMULA MENJADI TAMBAHAN
KETERANGAN / PENJELASAN
KODE| RROGRANKEGIATAN SASARANMRORO INDIKATOR TARGET| SATUAN| KODE| PROGRAIKEGIATAN SASARANMRORO| INDIKATOR TARGET| SATUAN JUSTIFIKASI KOMPREHENSIF
6350 | Pengelolaan Tercapainya Penambahan 2,949.58 MW Tetap Tetap Tetap Tetap 5,988.64 MW | 9 Capaian Bulan JJ Perubahan targe
Ketenagalistrikan Ketahanan Pembangkit 2022 :2.672,3 indikator kinerja
Ketenagalistrikan | Tenaga  Listril {1 Proyeksi Tahun 2022 tersebut dikarenakar
Nasional dalam (Tanpa Potens 7.055,14 beberapa hal sebagg
Peningkatan Akse Creating Market 1 Secara akumulatil berikut:
Listrik dan EBT) (MW) diperkirakan dapa] 1. RUPTL PLN 202
Kecukupan Suplg tercapai di  akhir 2030, disusur
Energi Listrik tahun 2022 dalam kondisi
Jumlah 1,521.00 | MW Tetap 5,797.00 | MW |{ Capaian Bulan Jy fluktuasi demand
Penambahan PL 2022 : 2.561,75 yang tidak past
Berbasis  Fos 1 Proyeksi Tahun 2022 ~ akibat pandemi
(MW) 6.820 COND-19. Pada
9 Secara  akumulati RUPTL PLN 202
telah melampaui 2030, asums
target RPIMN pertumbuhan
Jumlah 576.00 | MW Tetap | 267.75 | MW |f Capaian Bulan JJ  ©konomi  sebesa
Penambahan 2022:0 5% , dengan
PLTU (MW) f Proyeksi Tahun 2022~ Proyeksi
315 pert_umbuhan
{ Tidak mungkin listrik sebesal
. 4,9%/tahun, jauh
tercapal lebih rendah dari
Jumlah 0 MW Tetap 4,219.40 MW i Capaian Bulan JU .
asumsi dalam
Penambahan 2022 :2.140 RUPTL PLN 201
PLTU USC (MW) 9 Proyeksi Tahun 2022 2028 yaitu
4.964 pertumbuhan
TSudah  melampau  oronomi  sebesa
target RPJMN 6,45%/tahun  dan
Jumlah 600.00 MW Tetap 0 MW | { Capaian Bulan JU proyeksi
Penambahan 2022:0 pertumbuhan
PLTU MT (MW) {1 Proyeksi Tahun 2022 listrik sebesall
0 6,42%/tahun.
fTidak — mungkin 2. RPIMN 2020024
tercapal disusun  dengar
Jumlah 345.00 MW Tetap 1,309.85 MW | { Capaian Bulan JU asumsi
Penambahan 2022 : 421,75 pertumbuhan
PLTG/GU/MG 1 Proyeksi Tahun 2022  ekonomi ratarata
(MW) 1.541 sebesar 6%/tahur
9 Tidak mungkin (5,6% di tahun
tercapai 2020 s.d. 6,5% ¢
Jumlah 1,428.58 MW Tetap 191.64 MW i Capaian Bulan JU tahun 2024).
Penambahan PL 2022 :110,5 3. Realisasi
Berbasis EB| {1 Proyeksi Tahun 2022 pertumbuhan
yang Tercantum 235,14 ekonomi di tahun
pada RUPTL P { Tidak mungkin 2021 sebesal
PLN (Perserag tercapai 3,69% dan saat in
Tahun 2019 - kondisi
2028 (MW) menunjukan
Jumlah 132.00 MW Tetap 50.64 MW | { Capaian Bulan Ju perbaikan dengan
Penambahan 2022 :22,2 pertumbuhan
PLTP yany 1 Proyeksi Tahun 2022 ekonomi di TW |
Tercantum pade 59,58 2022 sebesa
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RUPTL PT. Pl
(Persero) Tahur
20192028 (MW)

Jumlah
Penambahan
PLTA, PLTM, de
PLTMH yan(
Tercantum pade
RUPTL PT. PIL
(Persero) Tahur
20192028 (MW)

918.56

MW

Jumlah

Penambahan PL
Bioenergi  yanc
Tercantum pade
RUPTL PT. PIL
(Persero) Tahur
20192028 (MW)

356.90

MW

Jumlah

Penambahan PL
Surya yang
Tercantum pade
RUPTL PT. PIL
(Persero) Tahur
20192028 (MW)

11.12

MW

Jumlah

Penambahan PL
Bayu yang
Tercantum pade
RUPTL PT. PIL
(Persero) Tahur
20192028 (MW)

10.00

MW

Tercapainya
Penambahan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan
untuk Mendukung
Pengembangan

Penambahan
Transmisi Tenag
Listrik (kms)

4,632.10

kms

. Turunnya realisag

Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

Penambahan
Gardu Induk
Tenaga  Listril
(MVA)

7,510.00

MVA

Penambahan
Jaringan
Distribusi Tenag:
Listrik (kms)

50,657.00

kms

Penambahan
Gardu Distribus
Tenaga Listril
(MVA)

3,615.00

MVA

9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 129.44 MW i Capaian Bulan Ju
2022 : 87
1 Proyeksi Tahun 2022
152,29
9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 4.25 MW | Capaian Bulan JU
2022:0
9 Proyeksi Tahun 2022
5
9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 7.31 MW i Capaian Bulan JU
2022:1,3
1 Proyeksi Tahun 2022
18,27
1 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 0 MW i Capaian Bulan JU
2022:0
1 Proyeksi Tahun 2022
0
9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap Tetap 2,709.81 kms | Capaian Bulan Jy
2022 : 2.354,84
9 Proyeksi Tahun 2022
3.010,9
9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 3,379.50 MVA | Capaian Bulan Jy
2022 :1.580
9 Proyeksi Tahun 2022
3.755
9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 22,796.00f kms |{ Capaian Bulan JU
2022 :5.067,33
9 Proyeksi Tahun 2022
25.328
9 Tidak mungkin
tercapai
Tetap 1,952.00 MVA | Capaian Bulan Jy

2022 : 392

9 Proyeksi Tahun 2022
2.169

9 Tidak mungkin

tercapai

5,44%. Meskipur
membaik, namun
masih di bawalh
asumsi RPJMI
2022-2024.

pertumbuhan
ekonomi terhadap
target dalam
RPJMN dan RUP]
PLN sangal
berpengaruh
terhadap
perlambatan
pertumbuhan
konsumsi listrik
dan progres
pembangunan
infrastruktur
penyediaan tenaga
listrik  terutama
akibat
menurunnya
kemampuan
pendanaan untuk
pembangunan
infrastruktur
tersebut.
Penurunan ini
terutama terjadi
pada jaringan
transmisi, gardy
induk, jaringan
distribusi dan
gardu  distribusi,
Sedangkan untul
pembangkit listrik
fosil (batubara dan
gas) mengalam
kenaikan terutamg
dikarenakan
pemunduran COILl
pembangkit  dari
tahun-tahun
sebelumnya.
Secara
keseluruhan,
menurunnya
progres
pembangunan
infrastruktur
penyediaan teaga
listrik ini  juga
terlihat dari
menurunnya
realisasi investas
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Optimalisasi
Kontribusi
Subsektor
Ketenagalistrikan
yang
Bertanggungjawab
dan Berkelanjutan

Investasi
Subsektor
Ketenagalistrikan
(MUSD)

7.55

MUSD

Tetap

Tetap

5.00

MUSD

i Capaian Bulan Ju
2022 : 2,387

1 Proyeksi Tahun 2022
5,6

9 Penurunan demang
akibat coving
sehingga beberap
proyek pembangkil
mengalami
rescheduling jadwa
COD

1 Keterbatasan
kemampuan Investasg
PLN, sehingg
pendanaan  proyek
menjadi lebih selektif

i Pandemi COVHDO
juga menyebabkar
pembatasan
masuknya tenagsq
kerja asing (TKA) dg
juga
peralatan/komponen
material utama.

9 Beberapa &ntraktor
mengalami kesulitar
finansial.

9 Permasalahan
perijinan dan
pembebasan lahan.

1 Terhambatnya supl3
Material ~ Transmis
Utama (MTU) dan
Material  Distriibusi
Utama (MDU) akibal
pengaruh perang
RusiaUkraina.

1 Beberapa proyek PL
masih dalam fasg
Pen@daan.

sektor
ketenagalistrikan.
6. Akibat hal tersebut
di atas, maka perll
dilakukan
penyesuaian
terhadap  target
indikator  kinerja
TA. 2022 pada levg
kegiatan di
lingkungan
Direktorat Jendera
Ketenagalistrikan,
sebagaimana
dijabarkan dalam
kolom sebelah kiri.

Adapun untuk upaya
ke depannya untul
mencapai target tahur
2023 dan target jangk
menengah 2022024,
Direktorat Jendera]
Ketenagalistrikan
bersama dengan bada|
usaha penyedia tenag
listrik, Khususnya P
PLN (Persero) akg
melakukan:

1. Perbaikan
perencanaan
penyediaan tenaga
listrik secard
keseluruhan  dar
komprehensif.
Proyek yang masu
ke dalam RUPT
badan usaha haru
proyek matang
yang sudah siaj
kajian dan
pendanaan yang
jelas sehinggal
sudah siap dilelan
dan dibangun.

2. Pembangkit
berbahan  bakal
gas wajib di
support  dengan
jaminan  pasokar

gasnya.
3. PPA diusulkar
untuk dibatasi

maksimal 3 kal
amandemen atau §
tahun karena
diduga jika lebih
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dari itu harus
diterminasi kareng
proyek sidah tidak
feasibledan rugi /
mangkrak.
Penyusunan RUP
PLN lebih realisti
dan mengukur
kemampuan
keuangan PLN.
Melaksanakan
digitalisasi
monitoring dan
evaluasi
pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan,
dimulai dengan
Digitalisasi Money
Mercusuar RBTL
PLN
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Pada T.A. 2022, alokasi anggaran ya&gantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalist
berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomc
020.05.1.412565/2022 yang disahkan atas nama Menteri Keuangan oleh Direktur Jenderal Anggaran pada t:
November 2021 di Jakarta, Direktorat nderal Ketenagalistrikan memiliki alokasi anggaran seb
Rp242.397.821.000,00 dengan sumber dana seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Alokasi anggaran ini ¢
untuk menjalankan program/kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Ketenagatjsinkara lain:

1. Program Energi dan Ketenagalistrikan (Kode: JA)
a. Kegiatan Pengelolaan Ketenagalistrikan (Kode: JA.6350)
2. Program Dukungan Manajemen (Kode: WA)
a. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan (Kode: WA.1901)

Namun, @da saat tahun pelaksanaan anggaran, terjadi beberapa kali revisi alokasi anggbag@aimana telal
dijabarkan padd@ab PendahuluanSubbab Sumber Daya Organisasi
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S
AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat JenderalKetenagalistrikan memantau pencapaian kinerja organisasi secara berkala, diukur

triwulanan/semesteraftahunan, dan diperhitungkan sesuai karakteristik indikator kinerja yang dimalksdittator
Kinerja Utama (IKU) Level Eselon | Direktorat Jendetahagalistrikan mengacu pada Keputusan Menteri Energi
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Ling
Kementerian Energi dan Sumber Daya Minégalsaran dan indikator kinerja yang tercantpada Perjanjian Kiner]
(PK) Eselon | dan Eselon II Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sama dasgen dan indikator kinerja yar
tercantum pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana
Kementeian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 222®4 dan Rencana Strategis Direktorat Jend
Ketenagalistrikan Tahun 202024

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan memba
antara targe dan realisasi kinerja tahun inhembandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahu
dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target perencanaan strategis or
membandingkan dengan indikator kinerja sejenis di level nasional ataupun internasiertal, melakukan analisi
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi solusi penyelesaiannya untuk peni
kualitas pengelolaan kinerjggama di lingkungaDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Analisis untuk setiap sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM I: MENINGKATNYA
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN
KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Sasaran program BANB {1 G02NFr G WSYRSNIf YSOGSYFIFEAAGNRLIY |
YSGSyY Il 3l f A& (DdaBajah pfogran lankngeriikikfdua) indikatorkinerja, yaitu:

1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

Kemandirian energi merupakamdikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfa
semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam ne@ESDM, 2020)Kemandirian ketenagalistrikan nasior
merupakan salah faktor yang mempengardbrcapainya kemandirian energi nasional. Dalam rangka meng
terjaminnya ketersediaan energi listrik dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalan
ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan alat ukur penilaian untukcangai sasaran tersebut, yaitu Inde
Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional, yang terdiri dari dua indikator, yaitu:

1. Kemandirian Suplai Energi Listrik; dan
2. Kemandirian Terhadap Teknologi

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional adalah pe
bobot setiap indikator yang digunakan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kernr
Ketenagalistrikan Nasioh@obot yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan N
mengadopsi bobot pada penghitungan Indeks Kemandirian Energi. Bobot untuk smesimy indikator pade
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penghitungan Indeks Kemandirian Energi diperoleh dari survieatiap para pakar / pelaku di bidang energi, Bau
Usaha (BU)stakeholders dan pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM (termasuk salah satunya pimpi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan). Hasil dari survei tersebut diolah menggunakan rdetalyec Hierarchy
ProcesgAHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan (&BS2M, 2020)

Tabel5. Target Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

, Tahun
Indikator / Parameter Bobot 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Indek Kemandiriar
al Indeks = Kemandiriar ;. 0, 69,43 69,88 70,33 70,78 71,23
Ketenagalistrikan Nasional
Ei?r‘ii”d'”a” SR EEG o anen 54,51 54,51 5451 5451 54,51
Kemandirian Terhadap 0 199, 14,91 15,36 15,82 16,27 16,72
Teknologi
Tabel penghitungan dan realisasi Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasionaétlatogir.
Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional
100,00 - 120,00% &
= 90,00 — - 108,00% 2
8 80,00 ~— ¢ ‘ - 96,00% 3
© 70,00 - 84,00% -~
S 60,00 - 72,00% S
2 50,00 - 60,00% S
[% 40,00 L 48,00% O
S 30,00 - 36,000
= 20,00 - 24,00% £
10,00 - 12,00% @
0,00 : . . . 0,00% 5
Triwulan | Triwulan 11 Triwulan Il Triwulan IV o
Target Tahunan 70,33 70,33 70,33 70,33
mmmm Realisasi Kumulatif 70,30 72,09 72,68 73,84
=@ Persentase Capaian Kumulgtif 99,96% 102,51% 103,34% 104,99%
Triwulan

Gambar9. Target, Realisasi, Persentase Capaian IndeksandiriarKetenagalistrikan Nasionahhun 2022

Indeks Kemandirian Ketenagalisrikan Nasional

. 100,00 - 120,00% =
(<) 90,00 e L 108,00%.8
= 80.00 - e e L 06,00 S
ko 70,00 - 84,000 5
g 60,00 L 72,00% o
2 50,00 - 60,00% &£
@ 40,00 L 48,00% £
o] 30,00 - 36,00% ¥
2 20,00 L 24,00% &
- 10,00 L 12,00% O
0,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 71,07 69,43 69,88 70,33 70,78 71,23
s Realisasi 71,01 70,32 69,06 73,84
@ Persentase Capaign 99,91% 101,29% 98,83% 104,99%
Tahun

Gambarl0. Target, Realisasi, Persentase Capaian IndekmidirianKetenagalistrikan Nasional
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Adapun upaya tindak lanjut dari indekemandirianketenagalistrikan nasional dapat dilihat pada setiap indike
penyusun antara lain:

a. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri

Subparameter rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik merupakan perbandingan antara ji
impor komoditas listrik terhadap kebutuhan listrik. Dengan dilakukan perbandingan antara kedua in
tersebut, dapat dihitung seberapa besar ketergantunganameter Kemandirian Sumber Suplai Ene
terhadap suplai energi yang bersumber dari impor.

UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa sale
kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan adalah penetapajuatibeli tenaga listrik linta
negara. Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tens
berdasarkan izin Pemerintah. Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembeli
penjualan tenaga listrik. Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana diatur dalam tisidergg
tersebut dapat dilakukan dengan syarat:

a. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;

b. Hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempa

c. Tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keaman
pembangunan ekonomi;

d. Untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;

e. Tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenagad#&aik negeri; dan

f. Tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Penjualan tenaga listrik negara sebagaimana diatur dalam UAdadgng Nomor 30 Tahun 20(

dapat dilakukan apabila:

a. Kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilaysgkitarnya telah terpenuhi;

b. Harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan

c. Tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

Impor listrik adalah pembelian tenaga listrik lintas negara. Sampai dengan tahun 2022,
transaksi impor listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) yang tercatat oleh Kementerian E

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero)-2aBan
sebagai bagian dari rencana penyediaan tenaga listrik di Prolisiadtan Barat, skema impor de
Sistem Sarawak dilakukan sebagai antisipasi keterlambatan proyek PLTU di Kalimantan Barat
ketersediaan energi di Kalimantan Barat sudah dapat dipenuhi secara mandiri, skema impor dapat
denganenergy exchageyang memanfaatkan perbedaan waktu beban puncak antara Sistem Khatul
di Kalimantan Barat dengan sistem kelistrikan Sarawak. Skema ini memungkinkan sistem ke
Kalimantan Barat untuk mengimpor listrik pada waktu beban puncak dan mengeksplodiistiar waktu
beban puncak. Saat sistem Khatulistiwa memiliki cadangan pembangkit yang cukup guna memas
untuk kebutuhan sendiri dan dengan memanfaatkan perbedaan waktu beban puncak di Sistem Kali
Barat dan Sistem Sarawak, maka skemeengy exchangedapat dilaksanakan. Skema ini day
mengoptimalkan operasi di kedua sistem. Untuk Sistem Khatulistiwa sendiri, skema ini dapat mel
peningkatan indeks kekuatan sistem dan keandalan sistem.

PT PLN (Persero) melakukan pembelian tenaga lgdrikSarawak melalui transmisi interkonel
275 kV Bengkayang (Kalimantan Bagdfjambong (Sarawak). Interkoneksi Kalimantan B&atawak ini
berdampak pada penurunan biaya pokok produksi dengan menggantikan pembangkit BBI
meningkatkan keandalan s&n Khatulistiwva dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik sai
pembangunan proyek pembangkit non BBM di Kalimantan Barat selesai. Suplai daya sebesar 230
Sarawak beroperasi 100 MW pada saat beban dasar dan tambahan 130 MW pada saat beladn
Sebagai antisipasi kekurangan daya jangka pendek telah dibahgjite Power PlanfMPP) 3 x 100 MW
Pontianak. MPP dapat direlokasi jika daya dari pembangkit pada sistem Khatulistiwva sudah mer
PLTU Parit Baru Site Bengkayang-@T&50 MW darPLTU Kalbak 2x100 MW juga turut berkontribus
terhadap perkuatan suplai daya pembangkit di sistem Khatulistiwa.

Pembelian tenaga listrik dari Sarawak dengan daya kontrak pembelian hingga 230 I
amandemen menjadi 170 MW pada tahun 2019 seiring demhgaoperasinya PLTU skala besar di wila
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pengusahaan PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) mengimpor tenaga listrik untuk memenuhi k
energi listrik sebesar 110 MW sampai dengan tahun 2021. Kontrak ini dapat diperpanjang berd:
kesepakatan kedubelah pihak dengan skenmower exchangéeksporimpor). Skemgowerexchange
dimungkinkan jika kedua sistem dalam kondigersupply(kelebihan pasokan daya) pada waktu ye
berbeda sehingga dapat saling mengisi kekurangan pasokan. Oleh karena itu,akedastiketepatan
waktu beroperasinya PLTG/GU 3 x 100 MW Ponfaakedi Sistem Khatulistiva menjadi hal yang san
krusial.Selain itu, upaya penyelesaian proyek terkendala PLTU 1 Kalbar Parit Baty ZET%0 MW dar
PLTU 2 Kalbar Pantai Kifara FTR1) 2 x 27,5 MWuga tetap dilakukan agar secaregional balance
sistem ini semakin handal dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Sistem Khatulistiwa semakin men
sisi penyalurangrossborder interconnectioantara Kalimantan Barat dan Sarawak yandah beroperas
saat ini akan meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi sistem tenaga listrik di Kalimantan Bal

140.000.000 ~ 1.000.000.000
126.000.000 - 900.000.000
112.000.000 - 800.000.000
98.000.000 |—| - 700.000.000
84.000.000 L 600.000.000 &
]
< M g
< 70.000.000 I 500.000.000 S
X '_I =3
56.000.000 J_‘ - 400.000.000 §
4
42.000.000 ‘ - 300.000.000
28.000.000 ' ‘ - 200.000.000
14.000.000 | I 100.000.000
-0
2021 = 2022 2021 (Kumulatif) 2022 (Kumulatif)

Gambarll. Trend Realisasi Impor Tenaga Listrik (kwh) dari SESCO ke Sistem Khatulistiwa Tahun22221 dal

Dari gambar di atas terlihat bahwa trend realisasi impor tenaga listrik dari sistem Sarawak ke
Khatulistiwva semakin menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang mana dapat dikatakan bahwe
Khatulistiwva semakin kuat untukenyediakan energi listriknya untuk kebutuhan daerah yang dilayan

Pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk daerah terpencil di perbatasan antara Kalimantar
dan Sarawak masih terkendala sulitnya penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan seandwotadisi
sistem tenaga listrik di wilayah Sarawak jauh lebih baik. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjang
cukup signifikan. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, PT PLN (Persero) sudah melakukan p
tenaga listrik skala kecil untuk 3 (tjggistemisolateddi daerah perbatasan, yaitu Sistem Sajingan seb
800 kW, Sistem Badau sebesar 400 kW, dan Sistem Entikong sebesar 1.200 kW sampai kond
setempat dapat terpenuhi melalui interkoneksi dengan Sistem Khatulistiwa dan dapat bexpédaita ada
kebijakan lain dari Pemerintah. Ketergantungan ke Sistem Sarawak akan diberhentikan
dibangunnya gardu induggardu induk yang akan mensuplai sistsistem tersebut. Sistem Badau |
depannya akan disuplai dari Gardu Induk (Gl) Badau d&urk Sistem Entikong akan disuplai dari
Sekayam sedangkan untuk Sistem Sajingan akan dilakukan perkuatan jaringan distribusi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik &
sebagai berikut:

YOI OES 0 Qi SYOE® riQ ¢ 6@ & "Qi (‘iOi(I)"ﬁTfBN(ﬂ QQk Q
VO GAWM N EYQE W 00O
Ve ouah &b B of meaveaooan PP

Berdasarkan Rencana Straeg<ementerian ESDM Tahun 2&ZI24 dan Rencana Stratec
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2@P@4, mulanya kebutuhan listrik dalam neg
didefinisikan sebagai penjualan tenaga listrik Indonesia oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan hi
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tanggal 20 April 2021, terdapat penyesuaian definisi kebutuhan listrik dalam negeri menjadi pr
tenaga listrik di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan definisi impc
komposisi energimix pembangkitan yang tercantum paddJRTL PT PLN (Persero). Dalam perhitur
baselineRencana Strategis Tahun 262024 paselinetahun 2019), target Rencana Strategis Tahun 2(
2024, dan pelaporan kinerja tahun 2020, kebutuhan listrik dalam negeri masih didefinisikan s
penjualan tenga listrik sedangkan tahun 2021 dan seterusnya kebutuhan listrik dalam negeri didefir
sebagai produksi tenaga listrik. Namun demikian, perubahan definisi ini tidak mempengaruhi peren
rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam neg&#) (ahun 2022024 secara signifikan.
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Gambarl2. Trend Kebutuhan Listrik Dalam Negeri (GWh)

Dengan rumus dan definisi yang sudah dijabarkan di atas, diperoleh target, realisasi, dan per
capaian dari rasio impdistrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri sebagai berikut:

Tabel6. Realisasi rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik tahun 2022

No Indikator Realisasi Realisasi Rasio
Rasio Kemandirian
1 | Impor listrik 797,5778GWh
2 | Kebutuhan listik | 304.331,500wh | 002@ 99,74
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Gambarl3. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Rasio Impor Listrik Terhadap Kebi
Listrik dalam Negeri

Tabel7. Rasio Impor Listrik Terhadap Kebtuhan Listrik Dalam Negeri Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaiar
Rasio Impor Listrik 0,54% 0,26% 151,64%
Terhadap

Kebutuhan Listrik
Dalam Negeri

Dari gambar di atas, memperlihatkan bahwa indikator kinerja rasio impor listrik terhadap kebu
listrik dalam negeri di tahun 2022 melebihi ekspektasi target yang ditetapkan dengan persentase
kinerja sebesar 151,64%. Apabila dilihat trend dahiun 2019 sampai dengan tahun 2022, persent
capaian kinerja menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah t
dengan mitra kerjanya dalam meningkatkan kemandirian akan suplai energi listrik di dalam negeri t
dencgan memberikanmpactyang positif.

Terkait dengan jual beli tenaga listrik lintas negara yang akan dilakukan oleh PT PLN (Pel
depannya, RUPTL PT PLN (Persero) Tahun22@®ltelah menyebutkan potensi interkoneksi ante
negara seperti ke Malaysiln Singapura. Rencana interkoneksi Sumaléataysia merupakan salah sa
potensi proyek strategis yang dapat meningkatkan keandalan pasokan serta meningkatkan
pembangkit, mengingat terdapat perbedaan Waktu Beban Puncak (WBP) di kedua sistam.
perhitungan neraca daya, interkoneksi tersebut sudah diperhitungkan pada tahun 2030 menggt
sistem HVDC 500 kV. Pemilihan interkoneksi menggunakan DC adalah untuk memperkecil risiko
gangguan stabilitas dari kedua sistem sehingga gangdahititas di sistem Malaysia tidak dirasakan ol
Sistem Sumatera, serta sebaliknya. Interkoneksi ini dikoneksikan langsung dengbagkhone500 kV
Sumatera yang terdekat dengan Malaysia, yaitu SUTET 5@eidwangRantau Prapat atau GITET
Perawangsehingga dari sisi kualitas daya tidak ada kendala. Berdagamkbastudysebelumnya, transmis
yang menghubungkan ke Malaysia adalah menggunakan SUTT HVDXDbdaarine cabledengan
kapasitas 600 MW sergwitching statiordi sisi Indonesia berada dulau Rumpat. Kapasitas interkonel
600 MW tersebut masih dapat ditingkatkan sesuai kesepakatan selanjutnya (denganjaiatsatudy
terbaru) selama mendapatkan nilai keekonomian di kedua belah pihak.

Terdapat juga potensi interkoneksi sistem Sumatersig®m Singapura. Dengan rencana tambal
pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Sistem Sumatera sebesar 52% serta potensi pe
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EBT sampai 10 GW EBT, maka transfer energi ke Singapura dapat diklaim sampai dengan 100¢
memang dibutuhka. Interkoneksi ke Singapura direncanakan menggunakan sistem HVDC 500 k
interkoneksi ini akan berbeda dengan jalur interkoneksi HVDC ke Malaysia sehingga biaya fasiliti
interkoneksi ini dapat lebih terukur (hanyacovery costlanmaintenane costsaja). Diperlukan kepastia
lebih lanjut dengan skema B to B yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkar
geografis interkoneksi yang terdekat antara Sumatera dan Singapura adalah pada jalur SUTE"
PerawangPeranap ataupuGITET Perawang/Peranap.

Selain untuk menjangkau potensi beban di Singapura, jalur ini juga dimungkinkan untuk menj
potensi beban di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan den
B to B yang saling menguntungkdan berbagi risiko beberapa pihak terkait. Selama keekonomial
tercapai dan adanya kesepakatan untskaring recovery investmentang adil maka tidak menutu
kemungkinan juga dibuatation convertedi Sistem Bintan.

Sesuai dengarMasterplan sistem kdistrikan di Pulau KalimantarhackboneKalimantan akar
menggunakan tegangan 500 KV dengan jalur transmisi diusulkan ada 3 (tiga) alternatif, yaitu Jalt
Jalur Selatan, dan Jalur Ring serta terdapat interkoneksi antara Tanjung Redep (Kalimaajageldtgm
Sabah (Malaysia). Sebagai bagian dari rencana pengembangan dan peningkatan penjualan tenag.
Kalimantan Utara, saat ini PT PLN (Persero) sedang melakukan studi bersama dengan TNB ¢
Electricity SDN terkait potensi penjualan teahbgirik ke Sabah (Malaysia) dengan tetap memprioritas
penyediaan pasokan listrik untuk daerah setempat. Dengan adanya potensi penjualan tenaga lis
diharapkan akan meningkatkan rencana pengembangan energi listrik dan memaksimalkan pengen
sumber energi primer yang terdapat di Kalimantan Utara.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat daerah yang berbatasan dengan negara
Timor Leste. Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan listrik pada diperath terluar dan yang
berbatessan langsung dengan Timor Leste, dipertimbangkan penambahan kapasitas pada permr
setempat sesuai kebutuhan. Penambahan kapasitas pembangkit di daerah perbatasan ini sangat
untuk menjaga integritas NKRI. Selain itu, sebagai salah satu upayk mmeningkatkan keandala
pasokan listrik di daerah perbatasan dengan Timor Leste, tengah dilakukan kerja sama antara
(Persero) dengan perusahaan listrik Timor Leste (EDTL). Pada tahap awal, jika memungkinkan
distribusi PT PLN (Persero) gamerada di daerah perbatasan akan disambung dengan jaringan dist
EDTL.

Saat ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM bersama PT PLN (Persero) sedan
sama dengan ASEAN Centre for Energy (ACE) dalam penyusunan studkteiomoi interkoneksi anta
pulau Indonesia maupun antar negara dengan Singapura dan Malayasil outcome project ini
diharapkan dapat memperkuat urgensi kebutulpower exchangantar negara dan menyiapkan langke
langkah lanjutan untuk implementasi interkoneksi antar negara tersebut. Studi interkoneksi Indc
Malaysia akan berfokus padatérkoneksi Sumater&emenanjung Malaysia yang telah dijelaskan p
RUPTL PLN 202030 dan Kalimantan Utas@abah dengan memanfaatkan potensi PLTA yang cukup
di Kalimantan Utara. Sedangkan, Interkoneksi Indor®sigapura akan berfokus pada Intenkeksi
SumateraBatamSingapura.

Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pemt
Pembangkit Tenaga Listrik

Dalam Permen Perindustrian Nomor 54IMD/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Prc
Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib mengguartzarang dan
atau jasa produksi dalam negeri. Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mempertimbi
kualitas barang dan jasa sehingga dapat beroperasi sesuai dengan umum teknis yang direncanaka
tersebut juga harus dipabrikasi see utuh oleh produsen dalam negeri. Hal ini berlaku terhadap se
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usah:
(BUS) atau Koperasi atas biaya APBN / APBD / Hibah / Pinjaman Luar Negeri. TKDNhsekéir
ketenagalistrikan adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan j
suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembg
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infrastruktur ketenagalistrikan yang diatur lden Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/}
IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomer
IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infr:
Ketenagalistrikan, migluti:

@ poooTp

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU);
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
Jaingan Transmisi, Gardu Induk, dan Jaringan Distribusi Listrik
Dalam praktiknya, regulasi dan aturan terkait yang mengatur terkait TKDN untuk sub

ketenagalistrikan, yaitu:

coo oW

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

UU Nomor 3 Tahun 2014 tentaRgrindustrian;

PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

Kepmen ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Baranc
Peralatan, Bahan Baku, daalan Pendukung Lainnya yang Diperoleh di Dalam Negeri Pada :
Energi dan Sumber Daya Mineral;

Permen Perindustrian Nomor 05AWND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pera
Menteri Perindustrian Nomor 54/MND/PER/3/2012 Tentang PedomamBgunaan Produk Dalai
Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

Permen Perindustrian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perinc
Nomor 15/MIND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tomgni$ir&®an
Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infras
Ketenagalistrikan;

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dal:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ISeld&etua Tim Nasional Peningkat
Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim |
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 263/K20/DJL.1/2015 Tahun 2015 test&al
Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal dalam
Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
PMK Nomor 66/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk ataBanapgy Modal
dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listri
Kepentingan Umum;

Permen Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan |
Perindustrian Nomor 19/MND/2/2010 Tentang Dadt Mesin, Barang, dan Bahan Produk Dal
Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Ko

Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 20tEtang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fas
Penanaman Modal.
Ketentuan kewajiban penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri dalam

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus dicantumkan dalam:

a.
b.

Dokumen lelang/penawaran perahgunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Kontrak pelaksanaan.

Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal:

a.
b.
C.

Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum menmarsharatan; dan/atau
Jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Pernyataan ketidakmat
harus dikeluarkan oleh pabrikan/asosiasi.
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Dalam setiap penetapan pemenang lelang oleh pengguna infrastruktur ketenagaistrikan
sedikit harusmemenuhi besaran TKDN barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam F
Perindustrian Nomor 05/MND/PER/2/2017.

Gambaran pemakaian komponen lokal pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
dilihat pada gambar di bawabh ini.
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Gambarl4. Pemakaian Komponen Lokal pada Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM telah melakukan sinkronisasi data capaian TKDN sektor ketenags
bersama PT Surveyor Indonesia, PT SUCOFINDO, dan PT PLN (Regsmdo)l2 Januari 2023. Ha
sinkronisasi tersebut menghasilkan data capaian TKDN subsektor ketenagalistrikan sebagai berikt
a. TKDN pembangkitan tenaga listrik antara 22304 4%, dengan rateata TKDN pembangkitan tenag
listrik sebesar 30,32%;

b. TKDN tansmisi tenaga listrik 17,4387,72%, dengan rateta TKDN transmisi tenaga listrik sebe
62,52%;

c. TKDN gardu induk tenaga listrik 35,13%36%, dengan rateata TKDN gardu induk tenaga ist
sebesar 49,80%;

d. TKDN distribusi tenaga listrik 27, 78%,81% dengan rataata TKDN distribusi tenaga listrik sebe:
60,56%

Sehingga, diperoleh rat@ata TKDN subsektor ketenagalistrikan nasional di tahun 2022 se
42,43%. Rataata TKDN subsektor ketenagalistrikan nasional ini menunjukan realisasi kinerjaajtar
karena melebihi dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu 35%. Jika dibandingkar
target kinerja dan realisasi kinerja TKDN subsektor ketenagalistrikan di tahun 2022, dihasilkan pet
capaian kinerja sebesar 121,23%.

Capaan tahun 2022 meningkat 10,48% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 3

Terjadi peningkatan nilai capaian TKDN Triwulan 1V dibandingkan dengan capaian TKDN Tr
di tahun 2022. Hal ini terjadi karena meningkatnya pembelanjaan dalamringgngan rincian sebagi
berikut:

a. Pada transmisi tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 99,26%

b. Pada gardu induk tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 37,85%

c. Pada distribusi tenaga listrik terjadi peningkatan sebesar 61%

d. Pada pembangkit tenagafiik masih menggunakan data yang sama dengan Triwulan Il Tahun .

Berdasarkan hasil tersebut, walaupun secara-rata TKDN subsektor ketenagalistrikan nasic
sudah melebihi target kinerja tahun 2022, dapat dilihat bahwa nilai TKDN pembangkit tistrédgaebesar
30,32% masih di bawah target tahun 2022 sebesar 35%. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:
a. Terjadi penundaan proyek yang berakibat ikut tertundanya belanja modal dalam negeri.

b. Pertimbangan teknis dari KementeridPerindustrian berupa optimalisasi pembangkit berpote
menurunkan capaian nilai TKDN subsektor ketenagalistrikan.

c. Harga beberapa jenis barang pabrikan lokal lebih mahal dari barang impor karena biaya prot
dalam negeri yang lebih tinggi.
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Tabel8. Realisasi TKDN Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Jenis Realisasi TKDN Tahun 2022
TWI | TWI | TWII | TWIV
Pembangkitan 30,78%| 30,32%| 30,32%| 30,32%
Transmisi 57,78%| 60,23%| 58,63%| 62,52%
Gardu Induk 53,35%| 51,56%| 52,52%| 49,80%
Distribusi 72,41%)| 56,85%| 40,53%)| 60,56%
RataRata TKDN Subsektor Ketenagalistri| 34,55%| 38,52%| 39,86%| 42,43%

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, berikut beberapa usulan upaya yang akan dilakuk

Kementerian ESDM:

a. Melakukanpemberian bimbingan teknis pemenuhan TKDN bagi BUMN, BUMD, Pemerintah L
Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha Lainnya yang melaksanakan pembangunan infr
ketenagalistrikan.

b. Fasilitasi manufaktur dalam negeri dan UMK untuk ikut berpartisipashanek mesin, peralatar
komponen, dan jasa bagi proygkoyek infrastruktur ketenagalistrikan berkoordinasi denc
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM.

38,0% \ - 130%
37,2% - L 117%
36,4% . L 104%
35,6% ] L 91%
34,8% ) ] L 78%
34,0% L 65%
33,2% L 5206
32,4% L 30%
31,6% L 26%
30,8% L 13%
30,0% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0%

== Target 33% 34% 35% 36% 37%

— Realisasi 36,60% 35,01% 31,95% 42,43%

Persentase Capaian 106,09% 93,97% 121,23%

Gambarlb. Target, Realisasi, dan Persentase CapaiarnPdasentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan

Tabel9. Persentase TKDN Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaiar
Persentase TKDN 35% 42,43% 121,23%
Subsektor
Ketenagalistrikan

2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa
energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi padad&egangkau
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka rr
ketahanan energi nasional tersebut, RENSTRA KESDM Tahu?02@2®embuat satu indikator khusus ketahan
energi, yaitu indeks ketalman energi nasional. Indeks ketahanan energi nasional terdiri dari 4 (empat) dimensi
ketersediaan dvailability), aksesibilitas accessibility, keterjangkauan affordability), dan penerimaan masyaraki
(acceptability. Indeks ketahanan ketenagatigan nasional merupakan indeks dari paramegtarameter terkait
subsektor ketenagalistrikan yang menjadi tolok ukur dan sumber data primer untuk perhitungan indeks ket
energi nasional. Ada 2 (dua) dimensi dari indeks ketahanan energi nasional ganilikinparameter terkait subsekto
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ketenagalistrikan, yaitu aksesibilitac€essibilitydan keterjangkauaraffordability) dengan rincian parameter sebac
berikut:

1. Dimensi: aksesibilitas¢cessibility
a. Indikator: kehandalan infrastruktuistrik
i. Parameter:
Rasio elektrifikasi
Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik
Konsumsi listrik per kapita
SAIDI
SAIF
Susut jaringan tenaga listrik
Reserve Margipembangkit
8. Ketersediaan SPKLU
2. Dimensi: keterjangkauamffordability)
a. Indikator: efigensi penggunaan energi
i. Parameter: rataata efisiensi pembangkit listrik fosil
b. Indikator: tarif listrik
i. Parameter: rasi@xpenditurdistrik

NooakowbdpRE

Parameterparameter terkait subsektor ketenagalistrikan tersebutdscading<e seluruh unit Eselon 1l di lingkung.
Ditien Ketenagalistrikan dan menjadi target kinerja pada Perjanjian Kinerja dengan hasil betppa Dengan
mengadopsi cara perhitungan dari indeks ketahanan energi nasiongdut dari kinerja Eselon Il tersebutiolah
sedemikian rupa menjadiutcomedan menjadi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon | Ditjen Ketenagalis

Seperti halnya dengan indeks kemandirian energi nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukai
ketahanan energi nasial, yaitu menentukan bobot setiap dimensi dan indikator yang digunakan, yang mana
sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot aresingg dimens
dan indikator, dilakukan survei terhadap para palaelaku di bidang energi, badan usabtakeholdersdan pimpinan
KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil survei tersebt
menggunakan metode AHP untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal kondestelagnnya. Dar
metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap dimensi dan indikator indeks ketahanan energi nasional sec
pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama / se€teEEsDM, 2020)

Tabell0. Target Ketahanan Ketagalistrikan Nasional

Dimensi / Indikator Bobot Tahun
/ Parameter 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Indeks
Ketahanar.] . 100,00% 85,95 86,99 88,38 89,22 90,19
Ketenagalistrikan
Nasional
Dimensi:
Aksesabilitas 57,76% 82,80 84,59 86,81 88,25 89,75
(Accessability
Dimensi:
Keterjangkauan 42,24% 90,27 90,28 90,53 90,54 90,80

(Affordability)
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1. Dimensi: Aksesabilitag\¢cessability(Bobot: 57,76%)

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka medisimiiusi
energi listrik ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari ko
dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur ketenagalistrikan, yang berkaitan dengan:

a. Akses listrik dan kecukupan pasokan energiHistri

b.

Kualitas energi listrik

Keandalan infrastruktur ketenagalistrikan ini diukur dengan penilaian yang dititik beratkan pada:

Se@ "0 o0 T

Rasio elektrifikasi

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik

Konsumsi listrik per kapita
SAIDI

SAIFI

Susut Jaringan Tenagattiks
Reserve Margin Pembangkit
Ketersediaan SPKLU

Tabelll Target Dimensi Aksesabilitas pada Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Tahun
B]] i / Indikator / P t
menst i indlkator Frarameter 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
DimensiAksesabilitasAccessability(Bobot: 57,76%)
Indikator: Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik (Bobot: 37,50%)
a. Rasio Elektrifikasi (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0 Target Rasio Elektrifikasi (%) 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
b. Penambahan Pembangkit Tenaga Lig
: _ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(Tanpa Potengtreating MarkeEBT) (Rasio)
0 Target Penambahan Pembangkit Ten:
Listrik (Tanpa PotensCreating Marketf| 5.209,48| 6.187,91| 2.949,58| 5.511,69| 5.174,85
EBT) (MW) Tahun Berjalan
c. Rasio Konsumsi Listrik per Kap
Dibandingkan dengan Target RUEN Ta 21,63 25,15 28,90 32,83 36,98
2025 darBaselindRUEN di Tahun 2014 (%)
T tK i Listrik Kapita (kW
0 Target Konsumsi Listrik per Kapita ("W 115 55| 1 203,00| 1.268,00| 1.336,00| 1.408,00
Kapita)
Indikator: Kualitas Energi Listrik (Bobot: 62,50%)
a. Rasio SAIDI Nasional Dibandingkan derf
1 7,12 4
ESMARier5 (%) 85,58 90,38 95,19 97, 99,0
T t SAIDI Nasional (Jam / Pel
° ‘e asional (Jam /'Pelangg - o | 1000 | 500 | 300 | 1,00
Tahun)
b. Rasio SAIFI Nasional Dibandingkan der 93,50 94.87 96.79 98,08 99.36
ESMAHMier5 (%)
T . .
o] arget SAIFI Nasional (Kali / Pelangg 10,00 8,00 5.00 3.00 1,00
Tahun)
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C.

Rasio Reserve Margin Sistem
Ketenagalistrikan Nasional DibandingK
denganReseve Margifdeal sebesar 30%

83,33

86,67

O8RS E

96,67 100,00

0 Target PersentasReserve Margisistem
Ketenagalistrikan Nasional (%)

25,00

26,00

28,00

29,00 30,00

Rasio Susut Jaringan Tendgatrik (ossep
Dibandingkan dengan Nilai Miniminumsses
dari WEC (Kondisi India: 20%) dan N
Maksimum Lossesdari WEC (Kondisi US|
6,2%) (%)

78,26

79,64

80,22

81,30 82,61

0 Target Susut Jaringan Tenaga Listrik (¢

9,20

9,01

8,93

8,78 8,60

Penambahan Jumlah Stasiun Pengig
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Rasio)

100,00

100,00

100,00

100,00 | 100,00

0 Target Penambahan Jumlah SPKLU (U
(Kumulatif) Tahun Berjalan

168,00

390,00

693,00 | 1.030,00| 1.558,00

Tabelpenghitungan dan realisasi Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan untuk terlampir.

Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

100,00 - 120,00%-‘%

90,00 - 108,00%?

<) 80,00 - 96,00% S
o N4
— 70,00 F 84,00% <
© 8
© 60,00 F 72,00% ©
X Q.
0 50,00 - 60,00% 8
i 40,00 - 48,00% @
o <
g 30,00 - 36,00% =
20,00 - 24,00% &

10,00 L 12,00% &

0,00 - - - - 0,00%
Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1 Triwulan IV
Target Tahunan 88,38 88,38 88,38 88,38
mmmmm Realisasi Kumulatif 79,84 82,09 86,04 87,06
e=@=m= Persentase Capaian Kumulgtif 90,34% 92,89% 97,35% 98,51%
Triwulan

Gambarl6. Target, Realisasi, Persentase CaphlideksKetahanan Ketenagalistrikan Nasioflahun 2022
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Indeks Ketahanan Ketenagalisrikan Nasional
100,00 - 120,00%

90,00 L 108,00%
=D 80,00 L 06,00%
o ®©
— 70,00 - 84,00% S
©
T 60,00 L 72,000 ©
X (D)
2 50,00 L 60,00% &
2 40,00 L 48,00% S
0} &
B 30,00 L 36,00% %

20,00 L 24000 &

10,00 L 12,00%

0,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 85,95 86,99 88,38 89,22 90,19
mm Realisasi 85,34 80,86 81,92 87,06
=@ Persentase Capaign 94,08% 94,16% 98,51%
Tahun

Gambarl?. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indet@hanan Ketenagalistrikan Nasional

Adapun alasan tidak tercapai dan upaya tindak lanjut dari indeks ketahanan ketenagalistrikan nasional dap:
pada setiap indikator penyusiantara lain:

a. Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat
b. Konsumsi Listrik per Kapita

Subparameter capaian konsumsi listrik per kapita merupakan indikator untuk mengukur kor
listrik per kapita dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan pengt
indikator tersebut, dapatliketahuiseberapa besar pergerakanatesasi konsumsi listrik per kapita setis
tahunnya.

Konsumsi listrik per kapita dapat didefinisikan sebagai jumlah energi listrik yang dikonsums
setiap orang dalam suatu wilayah tertentu, baik digunakan secara langsung maupun secara tidak |
dalam jangka waktu satu tahun. Pemakaian energi listrik yang secara langsung dapat digunakan
dalam bentuk penerangan kepada masyarakat umum, maupun dalam penggunaan peralatan
tangga. Pemakaian energi listrik yang secara tidak langsung yaisdédtam pemakaian akaiat industri
yang dapat menghasilkan prodpkoduk yang dapat bermanfaat bagi manusia sehingga mencipt
peningkatan ekonomi.

Konsumsi listrik per kapita dihitung dari total energi listrik yang dikonsumsi dibagi dengan j
orang pada wilayah tertentu. Energi listrik yang dikonsumsi ini didapatkan dari energi listrik dari dih:
dari pembangkipembangkit tenaga listrik yang telah sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyare

Untuk konsumsi listrik per kapita nasional, jammlenergi listrik didapatkan dari penjualan ene
listrik pada perusahaaperusahaan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dari PT PLN (F
dan Private Power Utilitf{PPU) lainnya serta energi listrik dari pemakaian sendiri pemegang Izia

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS). Jumlah penduduk Indonesia men
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data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara matematis, konsumsi listrik p

didapatkan dengan perhitungan rumus sebagai berikut

jumlah kWh energi listrik yang digunakan/dimanfaatkan +)

Konsumsi Listrik per Kapita =

Jumlah Penduduk
*) Jumlah kWh energi listrik yang S —
digunakan/dimanfaatkan 2 I Konsumsi listrik PLN | + | Konsumsi listrik NON PLN
Konsumsi Listrik PLN = Penjualan Listrik + Pi kaian Sendiri (p kaian sentral, PSGI, PSSD) + lainnya

atau
Konsumsi Listrik PLN = Produksi Listrik (sewa, beli, terima, produksi sendiri) — Susut Jaringan (susut transmsi & distribusi)

Konsumsi Listrik NON PLN: H
Pada IUPTLU = Penjualan Listrik + Pemakaian Sendiri e e e e e e e e
Pada IUPTLS = Pemakaian Sendiri

Catatan :

* Jumlah Penduduk menggunakan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015-2045
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Singkatan :

+ Khusus konsumsi listrik pada perusahaan pemegang IUPTLS tidak ada = 'UPTLU:PQ'“SEP‘?"’" Pemegang lzin l‘_lsaha Penyediaan
penjualan, energi listrik hanya digunakan untuk kepentingan sendiri Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum }
(pemakaian sendiri) * IUPTLS : Perusahaan Pemegang lzin Usaha Penyediaan

* Konsumsi listrik pada pemakaian sendiri ini seperti pada pompa, Tenaga Listrik untgk Kepentingan Sendiri
compressor, fan, sistem transmisi/distribusi listrik dan lainnya yang + PsGl :Pemaka!an Sendiri Gardu Induk
menggunakan energi listrik sebagai sumber energi. * PSSD  :Pemakaian Sendiri Sistem Distribusi

Gambarl8. Formula Perhitungan Konsumsi Listrik per Kapita
Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional
2.500 r 100%
g 2.250 — 00— - 90%
g 2.000 - 80% %
5 3 1.750 F 70% %
as 1.500 - 60% S
X g — ]
75X 1.250 I 50% %
= <
- . r 0o c
= 1.000 40% £
%) [5]
e 750 - 30% ®
>
2 500 - 20% @&
S 250 L 10%
0 F 0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 0

C—Target 1.200 1.142 1.203 1.268 1.336 1.408

I Realisasi 1.084 1.089 1.123 1.173

mEm Usulan Target Revisi RENSTRA 1.131 1.167 1.206

e Baseline RUEN Tahun 2014 787,4 787,4 787,4 787,4 787,4 787,4

e Target RUEN Tahun 2025 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Target RUEN Tahun 2050 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
==@== Persentase Capaian 90,33% | 95,36% | 93,35% | 92,51%
Tahun

Gambarl9. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Konsumsi Listrik per Kapita Nasional
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Konsumsi Listrik Per Kapita Negara - Negara ASEAN

9.961
10.000 9.390

9.000

8.000

7.000

6.000 5.279

5.000
4.095

4.000 —1
3.673
3.000 2.463 2511

2.000 1173

Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)

951

1.000 435 467
o | ] —1

Indonesia  Malaysia  Singapura  Thailand Filipina Brunei Vietnam Laos Myanmar  Kamboja
Darussalam
Negara
— Target Rata-Rata Konsumsi Listrik per Kapita Negara ASEAN
e— Baseline RUEN Tahun 2014 — T arget RUEN Tahun 2025

e— Target RUEN Tahun 2050

Gambar20. Konsumsi Listrik per Kapita Negétagara ASEAN
Keterangan:

- BaselineRUEN tahun 2014 serta target RUEN tahun 2025 dan 2050 berdasarkan Lampiran | P:
Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
- Data konsumsi listrik per kapita Indonesia sampai dengan prognosis realisast2isedangkar

negara lainnya merupakan data tahun 2021 yang disitashttas://ourworldindata.org/grapher/per

capitaelectricity-generation?tab=tale&region=Asia

Pada tahun 2022, indikator kinerja konsumsi listrik per kapita nasional memiliki target k
sebesar 1.268 kWh/kapita. Berdasarkan perhitungan, realisasi konsumsi listrik per kapita tahu
adalah sbkesar 1.173 kWh/kapita dengan konsumsi listrik nasional sebesar 322.337 GWh dan pe
nasional berdasarkan data proyeksi BPS SUPAS2P@55di tahun 2022 sebesar 274.859.100 Ji
Konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2021 sebesar 1.123 kWh/k&atangkatan konsumsi listr
per kapita nasional dari tahun 2021 ke tahun 2022 seiring dengan adanya pertumbuhan penjualan
listrik kumulatif sekitar sebesar 6,26% (YoY).

Berikut adalah komposisi realisasi konsumsi listrik per kapita nasionaldaekda realisasi tahul
2022.
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Komposisi Per Sektor !

| Q-

O PLN [ NON-PLN Bisnis Rumah Tangga
16% 36%
EOCtO: : A;pfanrrt]emen, Contoh : RT 450
SR VA, RT 900 VA dan
lainnya

Industri  * 2
Publik
e \/G‘V Contoh : Penerangan

o Contoh : industri baja, '3
88,71% industri petrokimia dan Jalan Umum dan

lainnya Gedung Pemerintah

Gambar21. Komposisi Prognosis Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Nasional Tahun 2022

Konsumsi listrik per kapita nasional tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 20
apabila dibandingkan dengan negaragara ASEAN, masih lebih rendah dibandingkan konsumsi listr
kapita ratarata negaranegara ASEAN tersebut. Padablikasi yang dikeluarkan olelBnergy Acces
Targets Working Grouf?016):More Than a Lightbulb: Five Recommendations to Make Modern Ei
Access Meaningful for People and Prosperitgrdasarkan data tahun 2013, tidak ada neg
berpenghasilan tinggi yg mengkonsumsi kurang dari 5.000 kWh/kapita per tahun. Pasternak, A.D. {
pada publikasiny&lobal Energy Futures an Human Development: A Framework for Anadysiatakan
bahwa nilai 0,9 dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan korelashdemgamsi energ
listrik sekitar 4.000 kWh/kapita/tahun. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki nilai IPM sebesar 0,7
nilai konsumsi listrik per kapita nasional saat itu sebesar 1.084 kWh/kapita. IPMataan Developmen
Index (HDI) merupakan gabungadari harapan hidup saat lahir, ratata tahun pendidikan, dai
Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Digunakan sejak tahun 1990, IPM secara luas dir
dalam studi ekonomi sebagai proxy untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia dan rmiegkhki

legitimasi internasional yang tinggi.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target konsumsi listrik per kapita,
lain:
a. Data konsumsi listrik dastakeholderselain PT PLN (Persero) sulit didapat.
b. Tidak adanya pertumbuhan ekononpada suatu lokasi yang menyebabkan tidak tumbuh
kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut.
c. Aktivitas dari sektor bisnis dan industri masih dalam proses pemulihan akibat kondisi-T30d4D
ketidakpastian kondisi perekonomian secara global.
Adapun upga ke depan untuk mencapai target kinerja konsumsi listrik per kapita nasional, ye
a. Meningkatkan koordinasi dengatakeholdemon PLN (IUPTLS dan IUPTLU);

Mendorong percepatan peningkatan konsumsi listrik melalui percepatan perizinan;
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c. Meningkatkan progam konversi BBM ke energi listrik untuk mendorong peningkatan konsumsi |
d. Diperlukan adanya masukan dari pemangku kepentingan ihwal pregragram peningkatar
elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita

Mendorong peningkatan konsumsi listrik migisberbagai program tematik, antara lasang mendorong
peningkatanakses listrikpada masyarakat (seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik/BPBI
program kepada masyarakat dalam mendorong penggunaan ligttikk kegiatan yang produktif da
ramah Ingkungan feperti implementasi kendaraan listritan penggunaan kompor induksitau e-
cooking.

Tabell2 Konsumsi listrik per kapita tahun 2022

Indikator Target Capaian Persentase Capaian

Konsumsi listrik per kapita
(termasukcaptive powey

1.268kWh/kapita

1173
kWh/kapita

92,51%

c. Rasio Elektrifikasi Nasional

Subparameter capaiarRasio Elektrifikasi merupakan indikator untuk mengukur akses Ii
Berdasarkan Peraturaemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tang
Untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan energi, dalam KEN mtkayeldiperiukan
beberapa pencapaian sasaran kebijakan energi nasional salah satu diantaranya, yaitu tercapain
Elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020. F
perhitungan RE adalah sebagai berikut:

YO=0 6 4'aYi a@BYDE "AVHO Qi & QixdA00%RQ
06 aaAYD ADBYwE AN wi Q¢ ¢ wa

RE dihitung oleh Kementerian ESDM setiap triwulan (April, Juli, Oktober, dan Januari)
stakehotler terkait, PT PLN (Persero), Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, Kemenkc
Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunar
Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada perhitungan Rasio Elektrifikagi 2022, rumah tangga nasion
merupakan proyeksi dari Sensus Penduduk tahun 2020 atau kesepakatan antara PT (Persero
dengan Pemerintah Daerah setempat. Rumah tangga berlistrik terdiri dari:

1. Rumah tangga yang dilistriki oleh PT PLN (Persero)

2. Rumah tangga yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero). Rumah tangga ini bisa dilisti
Pemerintah Daerah, koperasi, atau swadaya masyarakat.

3. Rumah tangga yang dilistriki melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
LTSHE merupakaprogram Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk memberikan i
penerangan kepada masyarakat yang berada di wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal dan 1

khususnya masyarakat yang berada di desa yang masih gelap gulita, yang tak pernah men
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akses energi listrik. Program yang dilaksanakan pada tahun-2019 ini diharapkan menjadi sale

satu solusi penerangan dan energi listrik, yang difokuskan bagi perdesaan yang terisolir d

dijangkau PT PLN (Persero).

Berdasarkan Berita Acara penetapRasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) p

Triwulan IV Tahun 2022 yang ditetapkan pada 1 Februari 2023, realisasi Rasio Elektrifikasi Nasic

Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 99,63% dengan rincian data sebagai berikut:

o gk~ w bnhPRE

Rumah Tangp (RT) Berlistrik PLN
Rumah Tangga (RT) Berlistrik Non PLN
Rumah Tangga (RT) Berlistrik LTSHE

Rumah Tangga (RT) Berlistrik
Rumah Tangga (RT) Nasional

RasicElektrifikasi Nasional

78.328.012 RT

1.270.382 RT
339.256 RT

79.937.650 RT
80.230.859 RT

99,63 %

Target Rasio Elektrifikasi Nasional sebesar 100% diharapkan dapat dicapai pada tahun 202«

memprioritaskan penyediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia Timur serta daerah 3T yang

listriknya masih minim dagan mempertimbangkan faktor keamanan. Apabila dilihat secara rinci, be

tabel sebaran Rasio Elektrifikasi per provinsi tahun 2022.

Tabell3. Sebaran Rasio Elektrifikasi per Provinsi pada Triwulan IV Tahun 2022

RE (%)
NO PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
PLN NON PLN LTSHE TOTAL

1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM 99,06 0,p1 0,03 99,
2 | SUMATERA UTARA 99,80 0,p4 0,15 99,
3 | SUMATERA BARAT 98,81 0,05 0,03 99,
4 |RIAU 944 5p1 0,04 99,
5 | KEPULAUAN RIAU 99 16 053 - 99,
6 |JAmBI 95,50 3,05 0,64 99,
7 | BENGKULU 98,b8 0,p5 0,06 99,
8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 99,b9 - - 99,
9 | SUMATERA SELATAN 97,83 2,p7 - 99,
10 | LAMPUNG 90,8 0,06 015 99,
11 | BANTEN 99,b7 0,p2 - 99,
12 | JAWA BARAT 99,58 0,p8 - 99,
13 | DKI JAKARTA 100 - - 1
14 | JAWA TENGAH 99,b9 - - 99,
15 | DI YOGYAKARTA 89,83 10,66 - 99,
16 | JAWA TIMUR 99,p7 012 - 99,
17 | BALI 1o - - 1
18 | NUSA TENGGARA BARAT 99,73 0,09 0,16 99,
19 | NUSA TENGGARA TIMUR 69,06 22p7 1,87 922,
20 | KALIMANTAN BARAT 93.p1 503 0,60 99,
21 | KALIMANTAN TENGAH 94,81 2,p7 0,78 97,
22 | KALIMANTAN SELATAN 99,58 0,p1 0,80 99,
23 | KALIMANTAN TIMUR 94,80 158 0,81 99,
24 | KALIMANTAN UTARA 98,05 0,69 1,05 99,
25 | SULAWESI UTARA 99,53 0,56 - 99,
26 | GORONTALO 99,51 0,p9 0,40 99,
27 | SULAWESI TENGAH 98,83 0,2 0,69 99,
28 | SULAWESI TENGGARA 91,53 6,08 0,83 98,
29 | SULAWESI BARAT 89,18 9,b1 0,87 99,
30 | SULAWESI SELATAN 96,5 319 0,05 99,
31 | MALUKU 91,83 0,1 1,82 93,
32 | MALUKU UTARA 87,12 10,75 1,82 99,
33 | PAPUA BARAT 88,85 7h7 a7 99,
34 | PAPUA BARAT DAYA 87,67 10,66 1,75 99,
35 | PAPUA 89,02 9l9 184 99,
36 | PAPUA TENGAH 47,36 7,82 38,57 93,
37 | PAPUA PEGUNUNGAN 12,p9 245 5718 93,
38 | PAPUA SELATAN 73,54 16,17 807 98,

NASIONAL 97,63 1,58 0,42 99,
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PETA SEBARAN RASIO ELEKTRIFIKASI (RE) TRIWULAN IV 2022

Kaltim

Aceh 99.99% { Triwulan m 2022 | | Triwulan IV 2022 |
90,88, Jami i | 99,63% ‘

i
e Kaltara Gorontalo ! 99,60%
Sumut 9097% 99,99% 99.99% \ ¢ 2
99,99%
Kepri Kalbar Sulut Malut
Riau 99,99% 99,64% Sulteng 99,99% 99,99%
99,99% 99,55% Papua
Pegunungan
Papua Barat 93.32%
Babel
o 99,90%
Sulbar Papua

T 99,77% T 98,75%
l Jakarta T T
Sumbar 100% Jateng

99,99% 99,99% Kalteng Papua BaratDaya
97,36% Kalsel Maluku 99,99%
Bengkulu Same Sulsel suitra 9346%
99,09% 99,99% 98,85%
Sumsel Pap:: él‘ﬁeu;\gah
99,90% ‘ 85%

Jabar
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Gambar22. Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi pada Triwulan IV Tahun 2022

Apabila melihat rincian tabel di atas dapat diketahui bahwa provinsi Papua Tengah dan
Pegunungan memiliki jumlah rumah tangga berlistrik Non PLN da#B_[EBih banyak dibandingkan .
provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan posisi geografis, sebaran penduduk, dan kondisi jaringa
eksisting di provinsi tersebut.

Untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi sebesar 100%, yang berarti tidak ada satumpiin
tangga yang belum berlistrik, Pemerintah bersama demsgakeholdeterkait memiliki strategi pencapaia
sebagai berikut:

1. Perluasan jaringarg(id extensiohuntuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Grid Exter
menjadi pilihan utama untamelistriki dusun belum berlistrik, penggantian LTSHE maupun mel
desa berlistrik non PLN

2. Mini Griddilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi EBT sef
untuk daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PbNnd&yarakatnya bermukim seca
berkelompok (komunal). Contoh untuk daerah Kepulauan.

3. Pembangkit EBT+SPEL+APDAL untuk melistriki desa belum berlistrik yang masyarakatnya
tersebar (scattered) sehingga membangun jaringan listrik tidak dimungkimkamlfutuhkan biays
yang sangat besar). Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Perme
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penye
Listrik Bagi Masyarakat di Daerah Sulit Dijang@ngan Jaringan Tenaga Listrik, Alat Penyalur |
Listrik yang selanjutnya disebut APDAL adalah peranti penyaluran daya listrik berbasis batel

dapat diisi ulang pada SPEL. Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) adalah pembangkit tel
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yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan setempat sebagai sarana pengisian energi list
APDAL. Penyediaan SPEL, paket APDAL, dan cadangan APDAL diperuntukkan bagi masy:
berada di daerah sulit dijangkau dengan jaringan tenaga listrikrabasulit dijangkau tersebu
ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri.
APDAL terdiri dari APDAL dan Instalasi Rumah Arus Searah (IRAS). IRAS merupakan inst
searah yang memperoleh pasokanrlistdari APDAL dan dipasang pada rumah pengguna paket A
termasuk bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. Dalam implementasi Permen
Nomor 22 Tahun 2021 ini, PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan pet
pendistribusian,dan pemasangan SPEL. Biaya pengadaan, pendistribusian, dan pemasang
dibebankan pada anggaran PT PLN (Persero). Pengadaan, pendistribusian, dan pemasanc
APDAL dan Cadangan APDAL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaralate
mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundariangan. Pengadaal
pendistribusian, dan pemasangan Paket APDAL dan Cadangan APDAL dilakukan oleh Mente
Direktorat Jenderal EBTKE sesuai dengan ketentuan peraturan perunddaggan Berdasarkar
data Direktorat Jenderal EBTKE yang disampaikan pada acara penetapan Rasio Elektrifikasi -
Desa Berlistrik periode Triwulan 1V 2022 (1 Februari 2023), tahun 2021 sudah terpasang 1.23:
dan 47 SPEL di 37 Desa, tahun 2022 sudgtasang 11.365 APDAL dan 216 SPEL di 178 Des
direncanakan tahun 2023 terpasang 8.097 APDAL dan 296 SPEL di 90 Desa sehingga total pe
dari tahun 20212023 diharapkan mencapai 20.694 APDAL dan 559 SPEL di 305 Desa. Namun ¢
realisasi pengdiaan SPEL, paket APDAL, dan cadangan APDAL ini dalam perhitungan Rasio E/
dan Rasio Desa Berlistrik Nasional baru akan dilaksanakan rapat sinkronisasi oleh Direktorat
Ketenagalistrikan mengenai data jumlah desa dan Rumah Tangga ijismmdgidnelalui SPEL+APD.
bersamasama dengan Direktorat Jenderal EBTKE, PT PLN (Persero), dan Pemerintah Daerah
Papua dan Papua Barat sebelum penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik T
Tahun 2023.

Data desa berlistriberdasarkan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Lisdes Triwulan 1V 20:

Pemutakhiran Data Desa Berlistrik PLN bersama PLN Direktorat Distribusi sesuai Kepmendagri Nc

145 Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

4
5.
6

Desa Nasional ; 83.467 Desa
Desa Bdistrik PLN 76.048 Desa
Desa Berlistrik Non PLN 4.313 Desa
Desa Berlistrik LTSHE 2.931 Desa
Desa Belum Berlistrik: 175 Desa
Rasio Desa Berlistrik : 99,79 %
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Rasio Desa Berlistrikdalah perbandingan jumlah desa berlistrik dengan jumlah detal.
Perhitungan Rasio Desa Berlistrik tahun 2022 dilaksanakan bersamaan penetapan hasil perhitu
bersama dengan Rasio Elektrifikasi. Forrmula perhitungan Rasio Desa Berlistrik, yaitu:

Vo g{:ﬁgﬂiédﬂi aQi 01 QQ

YOi@io: a Qi e+ 009 —————— pJLTIP
S aaaniomi Q¢ Pd%

Pada perhitungan tahun 2022, desa nasional adalah jumlah desa sesuai dengkemglatndagri
050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Admii

Pemerintahandan Pulau Tahun 202Desa berlistrik terdiri dari:

1. Desa yang dilistriki oleh PT PLN (Persero).

2. Desa yang dilistriki oleh Non PT PLN (Persero). Desa ini bisa dilistriki oleh Pemerintah Daerah,
atau swadaya masyarakat.

3. Desa yang dilistriki melalprogram Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Dalam melistriki desa belum berlistrik, terdapat tantangan pelaksanaan pekerjaan, seperti:

Perencanaan yang belum akurat akibat belum dilakukan survei lokasi

Aksesibilias menuju lokasi kurang kondusif

Keteibatasan mitra kerja yang berkompeten

Beberapa daerah termasuk dalam daerah rawan keamanan sehingga sulit untuk ditembus
Lahan kerja pada beberapa lokasi merupakan tanah bebatuan keras/rawa

Belum tersedia tenaga operator di beberapa lokasi yiaatated

Adanya keterlambatan alokasi/pengiriman detockMaterial Distribusi Utama (MDU) di Gudang

Adanya permasalahan lahan/isu sosial pada beberapa lokasi

© © N o a0 bk~ 0 NP

Kemampuan ekonomi masyarakat rend@rembayaran Biaya Penyambungan dan Biaya Pema

Tenaga Listrik Bulanan)

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang multipihak, seperti:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ESDM, TNI, dan PT PLN (Persel
pendampingan survey dan pemasangan di daerah rawan.

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan membantu
koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyediaan akses jalan/jembatan dalam rangka r
desa di Kaasan Transmigrasi.

3. Permen ESDM No. 22 Tahun 2021 mengatur biaya pemakaian tenaga listrik dan biaya penyar

yang dikenai pada setiap SPEL dengan aturan sebagai berikut:

a. Biaya pemakaian tenaga listrik merupakan biaya pemakaian golongan tarif untukuleep
rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya sampai dengan 450/VR)(Resua
dengan ketentuan peraturan peraturan perundamgdangan mengenai tarif tenaga listr

yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang berlaku untuk tarif tenakgiedbayar.

LAPORAN KINERJ¥®



b. Biaya pemakaian tenaga listrik untuk tahun pertama bersumber dari anggaran pendapat.
belanja negara.
c. Biaya penyambungan untuk setiap SPEL ditetapkan sebesar RpO (nol rupiah).
Adapun secara teknis, kendala penyelesaian pekerjaan besensairg@, dalam melistriki des
belum berlistrik yang sudah dilakukan oleh PT PLN (Persero) di tahun 2022, dapat dilihat pada g:

bawabh ini.

PLTS TERSEBAR

JARINGAN DISTRIBUSI SPEL TERSEBAR

Kendala :

Kendala :

Kendala :

1. Keterlambatan penerbitan SKA|
2. Hilangnya pejabat pengadaan di UP2K
3. Keterlambatan penerbitan alokasi MDU

1. Keterlambatan penyediaan material
2. Performa penyedia yang tidak maksimal
3. Ditemukan kondisi tanah rawa pada

1. Keterlambatan penyediaan material
2. Kendala pengiriman material SPEL di
beberapa lokasi

4. Konfiik sosialfisu keamanan saat pelaksanaan 3. Performa penyedia yang fidak maksimal

Solusi/Alternatif : Penyelesaian : Penyelesaian :

1. Percepatan proses verifikasi usulan 1. Berkoordinasi dengan penyedia untuk 1. Berkoordinasi dengan penyedia untuk
pekerjaan menggunakan altematif merk |ain percepatan pabrikasi

2. Proses pengadaan melalui Kantor Induk | 2. Berkoordinasi untuk penambahan tim 2. Mencari alternatif pengiriman seperti

3. Penggunaan MDU dari bidang/fungsi lapangan helicopter

3. Berkoordinasi untuk penambahan tim
lapangan

3. Melakukan perubahan desain pondasi
untuk kondisi tanah rawa

lain, paralel proses SPB baru
4. Berkoordinasi dengan aparat/ Pemda/
Tetua adat

Gambar23. Kendala Penyelesaian Pekerjaan Melistriki Desa Belum Berlistrik

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana untuk kelompok masyarake
mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembs
tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembanglistik perdesaan. Sebagai upa
dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemenuhan energi listrik bagi rumah tangga tidak
Pemerintah memberikan akses pelayanan penyambungan jaringan tenaga listrik melalui Bantuan
Baru Listrik (BPBL). Parean Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 3
2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, mendefinisikan BPI
bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi sngtalaga listrik dar
biaya pemasangannya, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PT PL!
dan pengisian token listrik perdana. Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang belum
sebagai pelanggan PT PLN (Bersdan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga |
tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan. Selain itu, calon peneri
harus terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelerayjgasaksan
pemerintahan di bidang sosial, berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, dar
berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL. Pembe
secara gratis hanya dilakukan 1 (satu) katukrsetiap penerima BPBL. Penerima BPBL harus meme
dan merawat instalasi tenaga listrik dan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankar

kepada pihak lain.
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Kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL dilaksanakan melalui penugasan kepada
(Persero). Pendanaan kegiatan BPBL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Kementerian ESDM. Pada tahun 2022, telah terealisasi 80.183 rumah tangga di 22 provinsi yang
BPBL. Pada tahun 2023 direncanakan 83.000 rumah tangga di @spnmenerima BPBL. Gambar
umum dari BPBL dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBARAN UMUM

MELISTRIKI

Rumah Tangga'Tidak Mampu

o Bertistri 80.183 Rumah Tangga Rumah Tangga
22 provinsi Provinsi
450 VA

Token Rp 20.000  Token

Instalasi Listrik Rumah Pemerikasaan & Pengujian Penyambungan ke PLN Tarif Token Listrik
3 titik lampu + 1 kotak kontak Instalasi Subsidi Perdana

Sertifikat Laik Operasi (SLO) Biaya Penyambungan (BP)

Gambar24. Gambaran Umum BPBL

REALISASI BPBL TAHUN ANGGARAN 2022 PER PROVINSI

Total : 80.183 RT

ACEH
2.241RT KALTIM

KALTARA
I SUMUT 372 RT 524 RT

3.385 RY KALBAR
5.482 RT
RIAU
980 RT  KEPRI

PABAR Papua
I 631 RT 508 RT 1.412Z RT

BABEL
103 RT

SUMSEL
. 2.412RT
DIy

SULTRA

BENGKULU BZ7RT LS KalseL 1.046 RT MALUKU

450 RT - 1.935RT 1.905 RT
SULSEL

3.861 RT
LAMPUNG

450 RT H I I
BANTEN JABAR JATENG
2.284RT  14.307RT  9.695RT JATIM
18.069 RT N
3.178 RT

Gambar25. Peta Sebaran, Kuota BPBL, Realisasi BPBL Tahun 2022

Dalampelaksanaan BPBL di tahun 2022, tantangan dan kendala yang dihadapi, yaitu:
Lokasi calon penerima BPBL yang tersebar dan berjauhan termasuk ke dalam daerah Terluar, T

dan Terdepan (3T) dan pulau terluar serta kondisi cuaca menyebdistebusi material dan petuga
pemasangan di lapangan terkendala.
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2. Beberapa lokasi tidak tersedia jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan proses BPE
2022 yang seluruhnya menggunakan aplikasi seperti penerbitan Nomor Induk Data Instéli};
penerbitan SLO, dan penyambungan PLN.

3. Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemenuhan kuota 80.000 Rumah Tai
sudah banyak yang menjadi pelanggan PLN saat didatangi sehingga harus digantikan den
cadangan yang tersediatiagga membutuhkan waktu tambahan untuk datang ke lokasi pengt
yang baru.

4. Waktu pelaksanaan BPBL yang terbatas (efektif pelaksanaan di lapangan dimulai dari 1 Se
2022) karena menunggu selesainya proses validasi data usulan calon penerimandatayang
membutuhkan waktu. Untuk pelaksanaan BPBL berikutnya diusulkan agar data calon penerim

diperoleh lebih awal untuk dapat dilakukan proses validasi.

Rasio Elektrifikasi Nasional

100,00% — — — — — 120%

99,85% _| 108%

99,70% 96%  _
9 99,55% 84% 3
X — o
E 99,40% 2% 8
@ 99,25% 60% &
w 8
o 99,10% 48% T
7 &
3 98,95% 6% H

o
98,80% 24%
98,65% 12%
0, 0,
98,50% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0%
== Target 99,90% 100% 100% 100% 100% 100%
C— Realisasi 98,89% 99,20% 99,45% 99,63%
Persentase Capaian| 98,99% 99,20% 99,45% 99,63%
Tahun
Gambar26. Target dan Realisasi Rasio Elektrifikésional
Tabell4. Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2022
Indikator Target Capaian
Rasio Elektrifikasi Nasional 100% 99,630

Rasio Elektrifikasi Nasional tahun 2022 terealisasi sebesar 99,63% tidak mencap&inarggtya
sebesar 100% di tahun 2022, namun tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang
99,45%. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya menja
utama dalam peningkatan nilai Rasio Elektrifikbisisional. Selain karena tantangan, kendala,
hambatan yang dijabarkan sebelumnya, kendala dan tantangan dari pencapaian target Rasio Ele
Nasional, yaitu:

1. Pemerintah daerah tidak mempunyai data rumah tangga belum berlistrik jemgutakhir untuk

daerah 3T.
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2. Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan progra
perdesaan tidak sesuai dengan rencana yang dibutuhkan. Berdasalaniseyang dilakukar
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tangg8l Zanuari 2023, setidaknya dibutuhkan total inves
sebesar Rp30,52Triliun untuk pencapaian Rasio Elektrifikasi Nasional sebesar 100% dan per

Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) 24 jam/hari di tahun 2PQ36.

Tabell5. Kebutuhan Investasi Pencapaian Rasio Elektrifikasi 100% dan Peningkatan TMP 24 Jam / Hari

KEBUTUHAN INVESTASI

KEGIATAN (Rp Triliun)
2023 2024 2025 2026 TOTAL

Pemenuhan Rasio
1 Desa Berlistrik PLN 7,24 14,89 - - 22,13
(RD 100%)

Penyambungan
Listrik PLN untuk
2| Rumah Tangga (RE 1,45 2,43 i ) 3,88

100%)

Peningkatan Pasokar
3 Listrik (Jam Nyala) 24 2,40 1,43 0,47 0,21 4,51
Jam/Hari

JUMLAH 11,09 18,75 0,47 0,21 30,52

d. Penambahan Pembangkit Tenaga Ligff&npa PotensCreating MarkeEBT)

Subparameter capaian penambahan kapasitas pembangkit merupakan indikator untuk mei
penambahan kapasitas pembangkit dengéarget yang sudah direncanakan. Dengan dilaku
penghitungan indikator tersebut, dapatiketahui seberapa besar realisasi penambahan kapas
pembangkit setiap tahunnya.

Berdasarkan target RPJMN tahun 2020 s.d. 2024 total rencana pembangunan pemmaragat
listrik sebesar 27.277 MW. Asumsi yang digunakan pada RPJMN adalah pertumbuhan ekonomi se
sesuai RUPTL PLN 2&2128. Dengan adanya penurundamandlistrik akibat pandemi Covid 19, mal
dilakukan penyesuaian target pembangunan infrastrukimaga listrik melalui RUPTL PLN 20030
dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa pergeseran COD pembangkit, yang berd
kurvaS proyek sudah siap namun disesuaikan-@@ikarena kebijakan manajem®LN untuk mengata:
overcapacitydan faktor kemampuan keuangan PLN terRaike or PaPembangkit.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pembangunan pembangkit tahun 2020 s.d. 2022
9.742,53 MW dan diproyeksikan penambahan pada tahun 26B8sar 4.376 MW dan tahun 2024 sebe
3.536 MW. Dengan demikian capaian pembangunan pembangkit dalam RPJMN 2020 s.(
diproyeksikan maksimal mencapai 17.474,53 MW.
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90 81,2
532 80 65,4 704 e e
%’C»g/ 70 62,3 '
é g 60
g'@ 50
e *
g3 o
g % 20
= 10
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BEBT 9,4 9,8 10,5 10,9 11,5 12,6
BPLTD 4.4 4,6 4.8 4,9 5,0 5,0
OPLTG/GU/MG/MGU 17,7 18,9 19,9 20,8 21,0 21,6
BPLTU 30,8 32,1 35,2 37,1 37,5 42,1
e Total 62,3 65,4 70,4 73,6 75,0 81,2

Gambar27. Kapasitas Pembangkit Terpasang Nasional (GW)

11.000 130%
10.000 117%
S 9.000 104%
sS 8.000 3
8= . 91% T
S 7.000 =3
o= 6.000 8% 0
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k= 5.000 20° 2
£5 4.000 2% g
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c 0 o
8 2.000 26%
1.000 |_| 13%
0,
0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0%
== Target 3.858,00|5.209,48 | 6.187,91 | 5.988,64 | 5.511,69 | 5.174,85
C— Realisasi 4.724,00 | 3.072,05( 1.332,33 | 5.338,10
e Target RUPTL PT PLN (Persero)| 3.858 10.060 8.085 4.919 3.886 2.260
Persentase Capaian 122,45% | 58,97% | 21,53% | 89,14%
Tahun

Gambar28. Target dan Realisasi Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik

Di tahun 202 target penambahan kapasitas pembangg&itbesar 5.988,8MW dan realisasiny:
adalah5.338,1MW (89,14%). Dari tahun2021 realisasipenambahan kapasitas pembangkit mengal:
peningkatanyang signifikan

Dengan tambahan tersebut, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesi
tahun 202 menjadi sekitar79,7 GW. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dinksla
dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan konsumesi listrik yang sangat bergantung pada faktor pertum
ekonomi yang sulit diprediksi

Tabell6. Penambahan kapasitas pembangkit tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaian
Penambahan kapasitas 5.986,6MW | 5.338,1IMW 89,144
pembangkit

Terkait dengan capaian pembangunan pembangkit tenaga listrik di tahud @82 kaitannya
dengan progres pembangunan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan RUPTINKPersero) Tahu
2021-2030, terdapat beberapa hal pentingang mempengaruhi capaian pembangkit tahun 2022
proyeksi penambahan kapasitas pembangkit beberapan ke depapantara lain:
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. Isu Strategi®©vercapacityamali

a. Berdasarkan Neraca Daya hasil Monev Realisasi RUPTEIgtel, Jamali mengalami kond
overcapacitydengan cadangaoperasi diatas 40% sampai dengan tahun 2025;

b. Penyebab terjadinyaovercapacity dikarenakan masuknya pembangliapasitas besar da
terjadinyabottleneckevakuasi daya di sistem tegangan 500 kV ke 150 kV

c. Adanyaovercapacitydi Sistem Jamali menyebabkan PLN melakukan penyesuaian Jadw:
pembangkit nengikuti kebutuhardemand

. IsuStrategis Penyelesaian Negosiasi Amandemen PPA 48 Pembangkit EBT di Sumatera

Di sistem Sumatera terdapat permasalahan penyelesaian Negosisasi Amandemen PPA 48 Pe

EBTdengan total kapasitas 342,91 MW yang mengalamdké negosisasi amandemen PPA (s.d

tahun), yaitu 3 proyek sudah COD (total kapasitas 18,42 MW), 28 proyek konstruksi (total ks

215,89 MW), 12 proyek dalam masa pendanaan (total kapasitas 64,1 MW), 2 proyek PPA Efek

kapasitas 17,5 MWJan 3 proyek proses terminasi/terminasi (27 MW).

Selain itu terdapat 2 proyek sudah SLO, yaitu PLTM Aek Sisira Simande dan PLTM Anggoci

bisa COD karena terkendala Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dari Ken

(total kapasias 13,6 MW).

. Isu Strategis Program Dedieselisasi

a. Keterlambatan program PLTS Dedieselisasi yaitu sampai dengan TW Ill 2022, baru dilak
pengadaan Tahapd Batchl ClusterJamali dan Kalseltengtimra total kapasitas 36 MW (se
dengan PLTS berkapasit45 MWac). Pengadaan tahap | mengalami kendala isu negosiasi
kesepakatan dengan pengembang dan relaksasi TKDN.

b. Pengadaan Dedieselisasi TahgBatch2 (124 MW) daiBatch3 (50 MW) akan dilaksanakan tahi
2023 menunggu kesiapan anggaran dan dgiampengadaan. Adapun pengadaan Dediesel
Tahap |l sebesar 289 MW masih dalam perencanaan. Dengan demikian, proyeksi COD
Dedieselisasi akan mengalami kemunduran

. Isu Strategis Perencanaan Kelistrikan IKN

a. Daftar proyek infrastruktur kelistrikarahap perencanaan untuk memasok kebutuhan Ibuk
Negara (IKN) sesuai RUPTL PLN-203@, meliputi:

1) Jangka pendek dengan pembangunan PLTS kuota tersebar 50 MW target COD 2025,
Bayu (70 MW) Rencana COD 2024/2025 serta pembangunan Gardu Imdialyalh IKN.

2) Jangka menengah dengan pembangunan PLD&h#irapa lokasi di Kalimantan Utara (P
dan IPP) dengan total 910 MW, di antaranya PLTA Kayan, Mentarang (IPP), PLTA T
PLTA Kelai (PLN) dengan rencana COD 2028.

b. Terdapat potensi keterlambatan proyek jika PLTS Kuota tersebar dan PLTBayu tidak seger:
pengadaan dan konstruksinyatdhun 2023.

. Isu Strategis Relokasi PLTG/U Jawa keluar sistem

a. Relokasi PLTG/GU dari Jawa dalam rangka memenuhi kebutuhan daya pelanggan besar d
Kalimantan (684 MW, COD 2023 s.d. 2026) dan regional Sulawesi Maluku Papua Nusa ~
(850 MW, COD@®3 dan 2024) diperkirakan mengalami kemunduran. Hanya relokasi PLT(
(2 x 100 MW) yang berjalan sesuai target.

b. Selain untuk memenuhi kebutuhan daya pelanggan besar, ketepatan waktu COD relokasi
khususnya di Sistem Sulawesi sangat membantu kkgran pasokan daya setelah diputusn
kontrak operasi PLTGU Sengkang sebesar 315 MW.

. Isu Strategis Pembangkit Gas Terkendala

a. Keterlambatan penyelesaian 26 proyek PLTG/MG (583 MW) beserta jaminan ketersediaan |
gas dan infrastruktur gasifikasinya mildnesia timur yang seharusnya COD di 2022 untuk mit
sistem defisit dan penguatan kecukupan pasokan listrik, dikarenakan belum adanya pengar
dan keterlambatan konstruksi.

b. Keterlambatan penyelesaian 8 proyek PLTMG (70 MW) terkendala perforriraktonyang tidak
dapat meneruskan proyek karena masalah kesulitan finansial kontraktor.

c. Dampak keterlambatan proyek ini selain sistem berpotensi defisit juga memperpa
penggunaan dan/atau sewa PLTD dan konsumsi BBM.
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Menanggapi istisu strategis dan permasalahan tersebut di atas, Ditjen Gatrik telah mengirimkan
rekomendasi kepada PLN sesuai surat Nol
B-2673/TL.03/DJL.2/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Detail Tindak Lanjut Monev dan Reko
PercepatarRealisasi RUPTL PLN 20030 Periode TW Ill Tahun 2022, dengan beberapa rekomendasi st
berikut:

1. Manajemen percepatan realisasi pembangkit EBT

a. Agar dalam menyusun RKAP, PLN memperhatikan dan menyesuaikan dengan target dalan
Hal ini agar targetlalam RUPTL dapat sinkron dan mengurangi deviasi realisasi terhadap tarc

b. Dengan adanya keterlambatan proyek pembangkit EBT yang cukup besar, agar PLN
menghitung dengan cermat proyeksi bauran EBT tahun 2025 dan mitigasi untuk pencapaian

c. Mempercepat penyusunan kajian KKP dan KR untuk pembangkit EBT yang masih tahap pere
dan mempercepat pelaksanaan pengadaan Pembangkit EBT. Diharapkan untuk pemban
yang akan COD s.d. 5 tahun kedepan segera disiapkan KKP -tiga E&hingga siap uritu
pengadaanSelain itu perlu mempercepat penyiapan anggaran dan proses pengadaan.

2. Sinkronisasi dan Percepatan Proyek infrastruktur kelistrikan IKN

a. Agar PLN mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan IKN sesuai RUPTL PLN.

b. Agar PLN berkoordinasi l&éhintensif bersama Kementerian ESDM kepada Badan Otkifitantuk
memperoleh legal standing pengelolaan tenaga listrik di IKN, serta mensinkronkan pro
pembangunan infrastruktur kelistrikan IKN.

3. Pengembangan pembangkit gas dan infrastuktur gasiikasi

a. Agar PLN segera menyelesaikan proses terminasi/penunjukan kontraktor baru untuk melar
pekerjaan konstruksi 8 PLTMG terkendala.

b. Agar PLN mempercepat proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan 26 PLTMG di
Timur yang seharusnya sudahz@i tahun 2022.

c. Terhadap proyek PLTMG yang belum mendapatkan jaminan pasokan gas dan infra
pendukungnya agar dibuat pemetaan yang diselesaikan pada tahun P@28agkan PLTMG
tersebut di ataglapat COD di tahun 2024 dan 2025

d. Agar PLN membuat mitigasi sehingga sistem tidak defisit akibat mundurnyBlIOM®Bersebut.

4. Percepatan realisasi program Dedieselisasi

a. Agar PLN segera membuat peta jalaatdmaptarget dan realisasi program Dedieselissatara
lebih detail, lebih terukudan lebih cepat

b. Terhadap kendala negosiasi harga dan relaksasi BERN PVpada program Dedieselisasi ag
penyelesaiannya dilakukan secactustering (berkelompok) bukan secara per proyek denc
bantuan K/L terkait, sehingga penyelesaian permasalahayek lebih cepat.

5. Penyelesaiaiegosiasi AmandemdPPA pada pembangkit EBT

a. Terkait dengan penyelesaimamandemen negosiastPA pada pembangkit EBT, diharapkdiN
berkoordinasi lebih intensif dengan Ditjen Gatrik daitien EBTKE agar daphisesuaikardengan
Perpres EBT

b. Terhadap PLTM Aek Sisira Simande dan PLTM Anggoci yang sudah SLO namun belum me
SIPPA dari Kementerian PUPR sehingga belum dapat dioperasikan, diharhpkaerkoordinas
lebih intensif dengan Ditjen Gatrilkan Kemenkomarves

c. Terhadap proyek yang diterminasi agar PLN melaporkan secara resmi kepada Bapak Mente
kronologi, dampak dan tindaklanjut pengembangan kuota PLT EBT selanjutnya.

6. Percepatan realisasi relokasi pembangkit gas

a. Agar PLN membuat pemetaan relokasi pentdidngas dari Jawa keluar Jawa secara lebih de
lebih terukur dan lebih cepat

b. Agar PLN segera menyelesaikan dokumen kajian KKP dan KR serta penyiapan anggaran
proyek relokasi pembangkit gas tersebut pada tahun 2023.

7. Dalam rangka mitigasivercapacity sistem Jamali, agar PLN juga turut memperhatikan pengu
penyaluran tenaga listrik, terutamaprating dan atau penambahan unit IBT 500/150 kV yang su
overloadpembebanannya.
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8. Dalam rangka gningkatan efektivitas Monev Reslsi RUPTL PLNDitien Gatrik bersama PL
YSy3aSyoly3alilty 'LXAQLFAA S5AIAGIEAAlFIEAA a2yS@
Ketenagalistrikan Nomor 660K/TL.03/DJL.2/2022 tanggal 30 November 2022.

e. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik
f. SAIDban SAIRNasional

Subparameter capaian SAIDI dan SAIFI merupakan indikator untuk mehkghiamdalan sisten
tenaga listrik Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dafdéetahui seberapa besa
pergerakan realisasi SAIDI dan SAIFI settapnya. SAIDI adalah indeksrasigangguan pelayanan listri
dalam satu tahun. Sehingga semakin kdailasigangguan listrik maka semakiaik nilai indeks SAID
tersebut. SAIFI adalah indeks frekuensi gangguan pelayanan listrik dalam satu tahogg&skmakir
kecil frekuensi gangguan listrik maka semddarkindeks SAIFI tersebut.

SAIDI dan SAIFI yang diukur merupakan pemadaman di jaringan distribusi yang dirasak
pelanggan dan termasuk diakibatkan oleh gangguan atau pemeliharaan di sisangitan maupun
transmisi

Selain melihat kecukupan pasokan listrik dari pembangkit tenaga listrik dan andalnya je
transmisi tenaga listrik, untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI tahu?y dd2kukan perbaikar
transformator, switch dancircuit breaker pada penyulangféede) di jaringan distribusi listrik. Panjar
penyulang berbanding lurus dengan potensi terjadinya kegagtdalt)(dalam sistem yang semakin ting
Adanya kegagalan pada penyulang menyebabkan potensi pemadaman pada pelanggatsdistakin
panjangnya saluran juga dapat menyebabkan semakin lamanya penormalan sistem kembali
terjadinya gangguan/kegagalan. Bentuk sistem jaringan distribusi listrik, yaitu siathbat ring/loop,
spinde] danmesh juga mempengaruhi nilai IMldan SAIFI. Sistem radial memiliki keandalan yang
rendah jika dibandingan bentuk sistem jaringan distribusi listrik lainnya karena jika mengalami ga
pada satu titik maka titik yang lain tidak akan teraliri listrik. Namun semakin komplelksdalmya sisterr
jaringan distribusi listrikbiaya investasintuk membangun sistem jaringan listrik semakin mahal.

SAIDI Nasional
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Gambar29. Target dan Realisasi SAIDI Nasional
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Gambar30. Target darRealisasi SAIFI Nasional

Indeks SAIDI dan SAIEhun 2022 pada grafik di atas merupakan akumulasi hingga akhir
(unaudited. Indeksyang ditampilkan pada gambar di atas merupakateksnasional yang berarti SAIl
dan SAIFI pada cakupan sistem ketenagalistrikan setempat (area atau wilayah yang lebih kecil ¢
nasional) mungkin memiliki angka yang lebih baik daripada nilai SAIDI dan SAIFI nasional atau baf
buruk. Untuk ke¢rkaitannya dengan tingkat mutu pelayanan (TMP), Kementerian ESDM memb
rekomendasi kepada PT PLN (Persero), sebagai berikut:
1. Memberikan kompensasi kepada seluruh konsumen yang mengalami gangguan / padam dan m

layanan penyambungan baru dan perubahan daya yang melebihi penetapan TMP;
2. Menambah regu pelayanan teknik yang disesuaikan dengan luas wilayah kerja dan jumtatitaset
3. Memperbaiki penginputan data jam padam dan jam nyala sesuai kondisi riil seluruh pelanggan n
karena data realisasi lama gangguan akan menjadi salah satu pertimbangan penetapan besa
tahun berikutnya; dan
4. Memperbaiki proses pengadaan reaal distribusi tenaga listrik sehingga tidak terjadi kekoson
material.

Target SAlDpada tahun 2022 sebes&jam/tahun dan realisasinya adaldt72jam/tahun, sehingga
capaiannyasebesan5,8%. Dibandingkan dengan tahun 2Q2alisasi SAIDI mengalapenurunandari 6
menjadi7,72jam/pelanggan/tahun.

Tabell7. SAIDI tahun 2022

Indikator Target Capaian Persentase
Capaian
SAIDI 5 7,72 45,6%
jam/pelanggan/tahun| jam/pelanggan/tahun

Pada tahun 2022SAIFI ditargetkasebesars kali/tahun dan realisasinya adald&h62 kali/tahun,
sehinggacapaiansebesal87,6%. Dibandingkan dengan tahun 202alisasi SAIFI mengalapgnurunan
dari4 menjadi5,62kali/pelanggan/tahun.

Tabell8. SAIFI tahun 2022

Indikator Target Capaian Persentase
Capaian
SAIFI 5 kali/pelanggan/tahun 5,62kali/pelanggan/tahun 87,6%
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Secara nasional, nilai SAIDI dan SAIFI memiliki kinerja yang sangat baik. Semakin rendah nile
SAIDI dan SAlRlaka kinerjanya semakin bagus. Namutharaya bencana alam menyebabkan capa
SAIDI dan SAIFI di beberapa sistem ketenagalistrikan tidak mencapai target kinerja yang dibdpaykee
perbaikan transformator,switch dan circuit breakerpada penyulangféeder di jaringan distribus
merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI

Monitoring dan evaluasi terhadap nilai SAIDI PT PLN (Persero) dilaksanakan tiap 3 (tiga) buli
tahunnya.Penyebab Realisasi SAIDI Nasialatas target yang ditetapkan, karena adanya bencana i
dan gangguan yang terjadi di beberapa sistem ketenagalistrikan.

Kendala dan Tantangan yang dihadapi, yaitu perhitungan SAIDI dipengaruhi beberapa faktor
salah satunya adalakrjadinya bencana alam, dengan kondisi alam Indonesia terutama di akhir taht
maka pencapaian nilai SAIDI cenderung melebihi target yang telah ditetapkan. Selain daripz
gangguan padam tidak terencana di Penyulang dan Gangguan Distribusigoganmbang realisasi yan
sangat besar. Tantangan ke depan lebih pada penyampaian laporan yang sesuai dengan kondisi di
dan adanya alat evaluasi pembanding yang dapat menyatakan data tersebut akurat.

Tindak dan upaya yang dilakukan adalah PLN bbeusnencapai target yang telah ditetapk:
dengan mendigitalisasi proses bisnis dari hulu ke hilir, diantaranya pengembangan PLN Mobile,
Optimization, darDigitally Enabled Distribution Excellerdimana Aset Transmisi dan Distribusi dikel
secaradigital untuk mengoptimalkan pemeliharaan berdasarkan waktu dan mempercepat pengar
keputusan. PT PLN juga perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan lebih mendetail.

Dalam perbaikan ke depannya untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI yaamibad SDM Yantel
mengembangkan digitalisasi dalam program transformasi dari sisi Pembangkitan, Transmisi, D
retail dansupporting sepertiUpdatingPLN Mobile, progrargantek optimizationyangreal timemelalui
Virtual Command CentefFitur komwikasi 2 arah antara Unit PLN dengan Petugas Yantek,
Implementasi Enterprise Aset Manageméntengatur aktivitagnd to end assgpemeliharaan aset tepa
waktu.
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Gambar31l. Program Transformasi untuk Meni;]gkatklaeandalan yang Dilakukan PT PLN (Persero)
g. Persentas®keserve Margisistem Ketenagalistrikan Nasional

Subparameter capaiareservemargin pembangkit merupakan indikator untuk mengukeserve
marginpembangkit dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan pengt
indikator tersebut, dapatiiketahuiseberapa besar pergerakan realisgsiervemarginpembangkit setiag

tahunnya.Reservenarginpembangkit merupakan sebuah kelblin (surplus) kapasitas pembangkit ya
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tersedia dalam bentuk cadangan dibandingkan dengan kebutuhan beban p@eakntauan dilakukal
dalam memonitorkondisi sistem kelistrikan di wilayah pengusahaan PT PLN (Persero) berde
cadangan sistem operaset@ap hari. Hasil monitoring ini setiap harinya disampaikan juga ke Pus
KESDM

Reserve margimerupakan cadangan daya pada sistem ketenagalistrikan terhadap beban
sehingga diharapkan pasokan listrik yang tersedia cukup untuk melistriki belak Yiang ada.
Kementerian ESDMhemantau kondisi sistem kelistrikan di wilayah pengusahaan PT PLN (Pe

berdasarkan cadangan sistem operasi setiap hari.

Pada perencanaan sistem, cadangan sistem ketenagalistrikan dalam jangka panjang dijag
nilai kisaranreserve margirsebesar 30% selama nilai keekonomiannya terperiRbgerve margigang
berlebihan dianggap tidak ekonomis secara bisnis ketenagalistrikan dan belum tentu menjamin ke
sistem apabila jaringan sistem ketenagalistrikiglak kuat. Pengukuran kinerja dari indikator persent:
reserve margirsistem ketenagalistrikan nasional dihitung berdasarkan-rata setahun cadangan siste
operasi (MW) dan cadangan sistem terhadap beban puncak berdasarkan kondisi operasi harii

dipantau olelKementerian ESDM.

31% 130%
' | ]
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e Nilai [deal Reserve Margin 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Persentase Capaian 120,40% 115,04% 105,71%
Tahun

Gambar32. Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional

Berdasarkan tabel di atas, hal ini membuktikan bahwa secara nasional pemenuhan peny
tenaga listrik secaraasional terpenuhi. Target kinerja di tahun 2022 persentase reserve margin

ketenagalistrikan nasional adalah sebesar 28,00% dan diperoleh realisasi sebesar 29,60%.
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Perlu diperhatikan juga, persertase reserve margin yang dihitung pada indikatojakiiné|
merupakan nilai nasional yang berarti nilai reserve margin pada cakupan sistem ketenagalistrikan s
(area atau wilayah yang lebih kecil dari skala nasional) mungkin memiliki angka yang lebih baik ¢
nilai nasional atau bahkan lebih burddntuk meningkatkan reserve margin pada sistem ketenagalisti
setempat ke nilai optimalnya baik secara teknis ataupun ekonomi, diperlukan penambahan pembai

pembangkit tenaga listrik pada sistem ketenagalistrikan tersebut.

Pada tahun2022 reserve margin pembangkit ditargetkan sebesaB% dan capaiannya9,60%,
sehingga persentase capaian di tahun 268besarl05,71%sedangkan jikaibandingkarcapaiantahun

2021 sebesar 29,91%eserve margimengalami sedikit penurunasebesaryaitu 0,34

Tabell9. Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2022

Indikator Target Capaian Persentase Capaian

Persentase Reserve Margin Sistem
Ketenagalistrikan Nasional

28%

29,600

105,724

h. Persentase Susuaringan Tenaga Listrik

Subparameter capaiatosses atau susut jaringan merupakan indikator untuk mengukur st
jaringan dengan kesesuaian target yang sudah direncanakan. Dengan dilakukan penghitungan i
tersebut, dapatdiketahui seberapa besar pergerakan realisasi susut jaringan setiap tahunoyat
jaringan dapat terjadi dalam kegiatan distribusi dan transmisi listrik, semakin kecil persentase
jaringan sebuah negara maka semakin bagus sistem jaringan dan distribusi listriknya.

Susut jaringan tenaga listrik merupakan salah satu parametkmmd perhitungan dan penetapa
Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan tenaga listrik dan perhitungan kebutuhan subsidi listi
jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan enel
terjual ke pelaggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sen
penyaluran dan pendistribusian energi listrik, yang teri@tenapermasalahan teknis dan non teknis

Susut jaringan teaga listrik pasti terjadi, yang disebabkan adaayas di jaringan tegangan ting¢
tegangan menengah, dan tegangan rendah (susut tekvis)ipun karena adanya pemakaian listrik sec
tidak sah (susut non teknis). Susut jaringan secara teknis akan bertambah besar seiring dengan per
arus beban akiat adanya peningkatan pemakaian listrik oleh konsumen PT PLN (Persero) di aset j
yang sama. Pada pelaksanaannya PT PLN (Persero) akan memisahkan antara susut teknis dan
teknis dan kemudian melakukan analisis kong@igiat if analysiy selingga dapat menghasilkan skenai
dalam rangka mengendalikan sugatingan

Susut jaringan tegangan tenaga listrik terdiri dari susut jaringan teknis yang merupakan
jaringan yang dipengaruhi oleh sifat material, serta susut jaringarteionis yaiti susut jaringan yang tida
dipengaruhi oleh sifat material

Penurunan dan pengendalian susut jaringan baik untuk susut teknis dan susut non teknis
dilakukan melalui skenario ataworkplanpenurunan susut jaringan tenaga listrik sebelsasarnya dengar
biaya yang tersedia. Untuk dapat menurunkan susut maka PLN diharapkan mewtmkalan dan
realisasi bagi unit induk distribusi/wilayah dan pusat pengaturan beban. Sedangkan untuk penge
pelaksanaan upayapaya penurunan susut jaringaementerian ESDIvhelakukan verifikasi melalt
pembentukan tim verifikasi susut jaringan.

Penetapan susut jaringan tenaga listrik diperlukan dalam penghitungan maupun audit subsid
Dalam penjualn tenaga listrik oleh PT PLN, energi yang terjual ke pelanggan merupakan energi
tanpa tambahan kWh yang timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan. Rekening mi
merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan appéiiggunaan listriknya c
bawah jam nyala terkait tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), sedangka
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perhitungan realisasi susut jaringan adalah energi yang terjual ke pelanggan dalam perhitungan

susut jaringan tenaga liskrimerupakan energi terjual tanpa memperhitungkan rekening minirr

pelanggan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020, susut jaringan tenag
meliputi:

1. Susut jaringan transmisi tegangan tinggi (TT) yang terdiri dari susut gardudad susut jaringal
tegangan tinggi;

2. Susut jaringan distribusi tegangan mengah (TM) yang terdiri dari susut gardu distribusi dan susut
tegangan menengah; dan

3. Susut jaringan distribusi tegangan rendah (TR) yang terdiri dari susut jagggagan rendah dan sust
jaringan rumabh.

Halhal yang menjadi perhatian dalam realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun 2022 ante
adanya pengaruh pemberian stimulus ketenagalistrikan dalam rangka menghadapi pandemil@C
berupa diskon teaga listrik bagi pelanggan prabayar. Pengaruh tersebut berasal dari kWh toker
kemungkinan tetap dibeli oleh pelanggan prabayar, walaupun telah mendapatkan token gratis atau
dari Pemerintah. Hal ini menyebabkan penjualan di PT PLN (Perselojitejgii dari yang sebenarny.
sehingga susut jaringan tenaga listrik yang terhitung akan menjadi rendah.

Untuk peningkatan upaya penurunan susut jaringan tenaga listrik selain melaksamakgran
penurunan susut jaringan tenaga listrik, upay@aya lan yang perlu terus dilakukan antara lain:

1. Penekanan susut jaringan tegangan tinggi meliputi pekerjaan rekonduktoring saluran tralugmpisg
transmisi, perbaikahotspotdancorona serta pemasangan kapasitor untuk perbaikan tegangan.

2. Penekanan susyaringan tegangan menengah meliputi pekerjaan pemecahan beban, pemban
gardu sisipan, serta menaikan tegangan menengah (20 kV) di pangkal gardu induk.

3. Penekanan susut jaringan tegangan rendah meliputi pekerjaan penambahan jurusan Jaringan T
Rerdah (JTR) dan pembenahan sambungan rumah (SR) seri banyak.

4. Penekanan susut non teknis meliputi pekerjaan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik, pen
penggunaan listrik illegal, perbaikarring meter dan penggantian meter periodik.

5. Melakukan peningkatan realisasiorkplan upaya penurunan susut jaringan teraagjstrik terutama
workplan susut non investasi, melalui antara lain penyeimbangan beban di Gardu Distribus
perbaikan PHB di Gardu Distribusi, dan menaikkan tegangan di sisi hulu untuk memperbaiki te
di sisi hilir;

6. Memastikan penyaluran dan peanfaatan kWh token stimulus diskon tarif sampai ke pelanc
prabayar, dimana pelaksanaan stimulus diskon tarif diperpanjang pada tahun 2021;

7. MelakukanOnlineMonitoring Losgs yang merupakan salah satu program TransformasiGteln
LeaninnovativeCusbmer Focusedyang terdiri darionline Monitoring Transaksi kWh Transmi
penyusunanLibrary Meter Transaksi, Integrasi dengan aplikasi A2MRT, dan pemantauan
terintegrasi Pembangkitafiransmisd TMJTRPelanggan.

Susut jaringan tenaga listrik yangeadapkan memiliki keterkaitan erat dengan koreksi besa
subsidi listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tena
PT PLN (Persero) Pasal 16 Ayat 3 menyebutkan bahwa besaran total target susut jaringaristeRe
tahunan digunakan sebagai batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun. Ole
itu, prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dari susut jaringan tenaga listril
sebesar 8,93% sesuai dengan target sjeitigan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Di tahun 2022 target susut jaringan adalah 8,93%mtagnosiscapaiannya adala8,93%, sehingge
persentase capaian sebesHd(%.Hal ini dikarenakan keberhasilan peningkatan penjualan baik pad
jaringan tegagan tinggi (naik dari 5.649 GWh menjadi 5.819 GWh), maupun pada sisi jaringan te:
menengah (naik dari 19.471 GWh menjadi 21.047 GWh). Selain keberhasilan pada peningkatan p
upaya rekonektorisasi jumper/sambungan JTM dan SR yang melelsh jtagg turut serta menurunkatr
angka susut pada tegangan menengah (TM) dan tegangan rendah (TR). Pada sisi non teknis
keberhasilan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada triwulan Il Tahun 20:
hasil sekitar Rp. 587,18.
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Gambar33. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik

Prognosis realisasi tahun 2022 dari persentase susut jaringan tenaga listrik adalah sebesa
Hal ini sesuai dengdperaturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Efisiensi Penyediaan
Listrik PT PLN (Persero) pasal 16 ayat 3 yang menyebutkan bahwa besaran total target susut jaringi
listrik tahunan digunakan sebagai batas atas penetapan realisasijatisgan tenaga listrik tahunan

Di tahun 202 target susut jaringaadalah 8,93% dan capaiannya adalah 8,%g&Hingggersentase
capaian sebesdr00%.

Tabel20. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaian

Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik 8,9 8,93% 100%%

Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

Subparameter capaian ketersediastasiun pengisian kendaraan listrik umugPKLUmerupakan
indikator untuk mengukur ketersediaan SPKLU dengan target yang sudah direncanakan. Dengan «
penghitungan indikator tersebut, dapdiketahuiseberapa besar pergerakan realisasi ketersediaan Sl
setiap tahunnya.

Penerapan kendaraantiitk di sektor transportasi menjadi salah satu prinsip utama yang diupay
pemerintah untuk mencapai targétet Zero Emissiaektor energi. Dalam rangka peningkatan ketahal
energi dan konservasi energi sektor transportasi, terwujudnya energi beesi, lsomitmen Indonesie
menurunkan emisi gas rumah kad&merintah mendorong percepatan program kendaraan bermc
listrik berbasis baterai dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 t
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrib&ss Baterai untuk Transportasi Jalan serta Perati
Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Ke
Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Infrastruktur Pendukung Kendaraan Bermotor Listrik antara lairugee SPKLU dan Stasi
Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang merupakan tempat untuk mengisi di
dan tempat penukarars(vapping baterai bagi kendaraan listrik untuk umum.

Di tahun 2022 ketersediaan SPKLU ditargetkan sebesar 693 unit dan realisasinya adalah 1
sehingga capaiannya sebesar 204,18%. Rincian realisasinya SPKLU tersebut merupakan gabuni
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SPKL%Private Charging Statisebanyak 439 unit dan SPBkKebbanyak 976 unit. SPKLU tersebar di Pt
Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun Papua. Sementar
untuk SPBKLU meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Capaian realisasi SPKLU di
target, sebagenana tabel di bawah ini.

Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
(Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Private Charging Station)
1.600
] 240%
1.440 225%
210%
x o 1.280 195%
c
883 1.120 180%
ECGE 165% ‘g
328 960 150% &
SnEE 135% O
2858 800 120% &
L5662 640 105%
cJd g5 9% ©
8Xg= % O
£8 .3 480 5% o
37 a 60%
320 45%
160 30%
15%
0,
0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0%
=/ Target 168 390 693 1.030 1.558
—Realisasi 50 93 534 1.415
Persentase Capaian 55,36% 136,92% 204,18%

Gambar34. Perkembangan Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, .

Private Charging Station)

Tabel21. JumlahStasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif) (Termasuk SPKLU, SPBKLU, dan Privi

Station) Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaian

Jumlah Stasiun Pengisian 693 1.415 204,18%
Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) (Kumulat{flermasuk
SPKLU, SPBKLU, dan Private
Charging Station)

-

Untuk melaksanakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baigitary electric
vehiclg serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penyediaastmikéur pengisian listrik
untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterselama tahun 2022 telah dilakukan evaluasi dan usi
revisi ataPermen ESDM Nomor 13 tahun 20RBulan perubahaRermen ESDM Nomor 13 tahun 2Q2&h
disahkan pada tanggal 1Banuari 2023 melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peny
Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai devgaepakok
perubahanmantara lain terkaitgnis teknologi, penerapan tarif tenaga listrik unkdndaraan bermotor listrik
berbasis baterai dan pengintegrasian aplikasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik 1
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

BisnisElectric Vehicle Charging Stati&VCS) kedepannya diproyeksikan akan jaagriren baru.
Bahkan saat ini, PT PLN (Perssmaku BUMN penyedia tenaga listrik telah membuka layanan kerja
bisnis penyediaan infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik medakma partnership SPKLU PL
dnvestor Own Investdr LIS NJ (4 S ¢ yahgsudahaduicGrikas melaluebsiteresmi PT PLN (Persert

Persentase Realisasi Ra&igpenditureListrik Sebesar 5%b% dariExpenditureTotal Rumah Tangg
Menengah ke Bawah
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Subparameter capaian harga listrik merupakan indikator untuk mendugtarjangkauan tarif listrik
pada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dengan membaneimggatitureuntuk
penggunaan energi listrik dengaxpendituretotal dari rumahtangga menengah ke bawah. Pengukui
dimensi keterjangkauan tarif listrik pada indikator kinerja indeks ketahanan energi nasional mengac
dokumen yang diterbitkan oleh IEA, IRENA, UNSD, WB, dan WHO tahun 20IBagaing SDG 7: Tt
Energy ProgresReport 2019untuk nilai minimum dan maksimumnya. Pada pengukuran ini, tarif li
yang terjangkau oleh masyarakat ketika realisasi regp@nditurdistrik sebesar 5925% darexpenditure
total rumah tangga menengah ke bawah. Apabila realisasi egenditurelistrik di bawah 5% dar
expendituretotal rumah tangga menengah ke bawah, tarif listrik masih dikategorikan terjangkau
masyarakat namun masih bisa dikatakan tergolong murah dan apabila realisagix@enaliturdistrik di
atas 25% darexpendituretotal rumah tangga menengah ke bawah, tarif listrik dikategorikan ti
terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menyediakan subsidi listrik dalam APBN dan/atau APBN per
untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga dayarbaByarakat, membantu masyarakat miskin, ¢
menjaga ketersediaan pasokan energi. Definisi subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasi
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubaha
bantuan k@ada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan te
terjangkau.

Pada tahun 2022, PT PLN (Persero) telah bekerja sama dengan Pusat Kajian LKTF U
melakukan Kajian Kebutuhan DadBagic Needsdan Kemampuan Bar Pelanggan Listrik Rumah Tang
yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan universitas
Indonesia untuk melakukan survei sesuai dengan lokusnya. Dalam pembahasan kajian ya
melibatkan Direktorat Jenderdletenagalistrikan, diperoleh konsep keterjangkauaffio(dability) listrik
sebagai berikut:

- Per definisi, keterjangkaudaffordability) listrik adalah seberapa besar konsumen mampu memb.
(able to pay tagihan listrik sebagai persentgsengeluarahan energetergy burdehdari pengeluarar
total rumah tangga sebelum pajairé-tax total expenditurg

- Bank Dunia mendefinisikan keterjangkauaffqrdabilityv f A & G NRA | & SE0IkWh &f
electricity that costs nomore than 5% of adbd SK2 f R@&4 AYP2X %l & ¢ NRAY

12+

M All consumers Consumers officially classified poor Q Cost of 30 kWh a month

]
1

(e3]
1

% of monthly household income
o
1
A

e N 4%
Angola
Botswana
Céte d'lvoire
Ethiopia
Ghana
Madagascar
Malawi [ ©
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Niger |[Fmgr=—=
Nigeria |[gfs
Rwanda [ 0
Senegal [T
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South Africa
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Gambar35. Keterjangkauan Tarif Listrik di Afrika

1 Kojima, M. and Trimble, C. (2016) Making power affordable for Africa and viable for its utilities. Africa renewable ethapess
program (AFRE). Available athttps://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25091/108555.pdf?sequence=7
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Berdasarkan survéiasic needdan kemampuan bayar listrik rumah tangga yang masuk dalam
ini pula diketahui rataata kemampuan bayar listrik masyarakat adalah sebesar Rp792,00 s.d. Rp
dengan distribusi kebutuhan dasar listrik sebesar 75,2 kWh/bulan darratgekebutuhan Btrik sedikit
lebih tinggi sebesar 77,1 kWh/bulan. Hasil kajian menunjukkan persentase biaya listrik tel
pengeluaran adalah sebesar 4;898% untuk rumah tangga yang masuk dalam DTKS. Hal ini menun
bahwa tarif listrik di Indonesia masih terjargkoleh masyarakat dan masih memadai urpokver utility
untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan secara sehat.

Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5%-25%
dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah

g S 100% — — — 30,00% = &
13- 90% 27,00% <& _
8:%s 2 T4 24.00% G5
55228 70% 21,00% —E&
£330 822 60% 18,00% £&g
RIS 50% 15,00% 555
£5Ccag 40% 12,00% &5 ¢
288 E~o 30% 9,00% ggg
el g 20% 6,00% 32

553 10% 3,00% €&

= 0% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 O’OO %o

=2 Target Persentase Realisasi Rasio
Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari
Expenditure Total Rumah Tangga
Menengah ke Bawah

100% 100% 100% 100% 100%

C— Capaian Persentase Realisasi Rasio
Expenditure Listrik Sebesar 5%-25% dari
Expenditure Total Rumah Tangga
Menengah ke Bawah

100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

Target Rasio Expenditure Listrik dari
Expenditure Total Rumah Tangga 11,21% | 11,00% | 10,78% | 10,58% | 10,37% | 10,17%
Menengah ke Bawah

e==@u=m Realisasi Rasio Expenditure Listrik dari
Expenditure Total Rumah Tangga 11,21% 11,00% 2,85% 5,30%
Menengah ke Bawah

Acuan Minimum Rasio Expenditure Listrik
dari Expenditure Total Rumah Tangga 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Menengah ke Bawah

Acuan Maksimum Rasio Expenditure
Listrik dari Expenditure Total Rumah 25,00% | 25,00% | 25,00% | 2500% | 2500% | 25,00%
Tangga Menengah ke Bawah

Tahun

Gambar36. Target dan Capaian dari Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sef2&8ardsEXxpenditure Total Rumat
Tangga Menengah ke Bawah

Tabel22. Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesi%%ari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah |
Bawah Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaia

Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listril 5062506
Sebesar 5985% dari Expenditure Total Rumah (100%)
Tangga Menengah ke Bawah

4,6-5,3% 100%

Halkhal pokok kajian, hasil kajian, dan rencana tindak lanjut ke depannya adalah sebagai ber

a. Hasil survei yang dilakukan terhadap 2.000 responden di seluruh wilayah Indonesia menut
kebutuhan dasar listrik masyarakat kelompok DTKSredtasebesar 75,2 kWh/bulan. Seiring denc
bertambahnya kebutuhan peralatan listrik yang digunakan masgérddebutuhan tersebut (75,:
kWh/bulan) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil kajian pada tahun 2014 yang sebe:
kwh/bulan.

b. Peralatan listrik yang masuk kategoaisic needpada kajian ini, dengan kriteria dimiliki oleh lebih d
50% responden, yaitlampu,handphone TV,magic com kipas angin, kulkas, setrika, dan pompa
Dari peralatan tersebut, kulkas yang menjadi tambahan peralatan kebutuhan dasar dari
sebelumnya.
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K.

c. Berdasarkan analisis statistik, mempertimbangkan aspek sosial dan metadtorong produktivitas
masyarakat diusulkan tambahan sebesar 25 kWh/bulan sehingga nilai kebutuhan dasar men;
kWh/bulan.

d. Berdasarkan hasil survei masyarakat kelompok DTKS, kemampuan bayataatbesar Rp792/kW
sampai dengan Rp977/kWh. Subéigtrik masih diperlukan untuk kelompok masyarakat tidak mar
dan lebih baik diberikan secara langsung.

e. Dengan implementasi subsidi langsung berbasis kemampuan bayar sebesar Rp792/kWh
Rp693kWh, dengan asumsi BPP Rp1.485/kWh) kepada kelompokgetayang berhak menerim:
yaitu pelanggan yang masuk kelompok DTKS sampai 100 kWh, ada potensi penghematar
negara sebesar Rp14,87Triliun (semula Rp37,04Triliun menjadi Rp22,17Triliun).

f. Masih diperlukan pendalaman terhadap kajian dan kelengkaptamendukung sebagai bahan usul
reformasi subsidi menjadi subsidi langsung berbbasic needslan kemampuan bayar listrik yar
lebih tepat sasaran.

Tarif ASEAN DESEMBER 2022

Perbandingan Tarif Listrik beberapa Negara-Negara ASEAN

i laysi Thailand ingapore Philippines Vietnam
) (Rp/kwh) (Rp/kwh) (Rp/kWh) (Rp/kWh) (Rp/kwh) (Rp/kwh)
Jenis Pengguna
= a= = o P |
Rumah Tangga 1.445 1.327 1.677 3.444 2.968 1.630
Bisnis menengah-TR 1.445 1.802 1.485 2.582 2.056 2.068
Bisnis besar-TM 1.115 1.274 1.439 2529 2.022 1.902
Industri menengah-TM 1.115 1.101 1.041 2.363 1.985 1.189
Industri besar-TT 997 1.030 1.040 2.293 1.977 1.128
Periode Tarif Dec-22 Dec-22 Dec-22 Dec-22 Dec-22 Dec-22

« Indonesia : menggunakan tarif adjustment penetapan Oktober - Desember 2022.

* Malaysia : menggunakan kenaikan tarif terakhir 1 Januari 2018
* Thailand : menggunakan Effective Tariff of Billing Month of Nov 2015 & Nov 2018

+ Singapore : menggunakan tarif adjustment penetapan Oktober - Desember 2022,
= Philippines : menggunakan tarif adjustment penetapan DESEMBER 2022.
* Vietnam : menggunakan kenaikan tarif terakhir 20 Maret 2019.

Gambar37. Perbandingan tarif listrik di negara ASEAN

Tarif listrik rumah tangga di Indonesia yaitu seharga Rp. 1.445/kWh, tarif listrik ini lebih mura
setelah Malaysia di Rp1.327/kWh. Sedangkan tarif listrik di Thailand adalah Rpl1.677/kWh, Sii
Rp3.444/kWh, Filipina Rp2.968/kWh dan Vietnam Rp1&86. Sedangkan tarif listrik untuk bisnis d
industri, tarif listrik di Indonesia juga tergolong lebih murah daripada negara ASEAN lainnya.
disimpulkan secara umum bahwa tarif listrik per kWh di Indonesia termasuk salah satu yang term
antara negara ASEAN. Pemerintah melalui program penetapan harga listrik telah berhasil
menetapkan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Persentase RatRata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil

Subparameterini merupakancapaian raterata efisiensi pembangkit listrifosil gabungan, yaitt
batubara dan gas, yang dibandingkan dengan target efisiensi pembangkit yang tercantum pada |
Umum Energi Nasional (RUEN). Saat ini, yang diatur tentang efisiensdlipamygnaga listriknya hany
PT PLN (Persero) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM)
Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 nagngmekanisme penetapan target dan realisasi efisie
penyediaan tenaga listrik dan efisiensi jaringan tenaga listrik guna meningkatkan efisiensi dalan
penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada perrdveugk
listrik dilaksanakan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandal:
tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listiet Plant Heat RatéNPHR), dan teknologi pembangkit.
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PLN (Persero) melaksanakan efisiensi pemgadienaga listrik pada pembangkit tenaga listrik berdasal
target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetaj8qacific Fuel Consumptigang selanjutnye
disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembaagkitlistrik
untuk menghasilkan 1 kWh (satu kilowdubur) energi listrik bruto.

Besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 9 Tah
merupakan rerata tertimbang volume bahan bakar yang digunakan terhadap produksulmtriksetiap
jenis pembangkit dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, dihitung berdasarkan rasi
total volume batubara (dalam satuan kilogram) dan total produksi listrik (dalam satuan ttHoos);

b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan
dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satufiion metric british thermal unjt
dan total produksi listrik (dalasatuan kilowatthour);

c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan ra:
total volume gas (dalam satuanillion metric british thermal unjtdan total produksi listrik (dalar
satuan kilowatthour);

d. Pembangkit istrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasi
total volume gas (dalam satuanillion metric british thermal unjitdan total produksi listrik (dalar
satuan kilowatthour);

e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTG) harbdakar minyak, dihitung berdasarkan rasio ant
total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kils
hour);

f.  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan ragiotan
volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kil
hour);

g. PLTG, PLTGU, atau PLTMG berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara tote
bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan totaduksi listrik (dalam satuan kilowattiour).

Dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020, penetapan besaran SFC pembangkit tena
meliputi:

a. Target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap);

b. Target SFC pembangkit tenaga listrik tadmyndan

c. Realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan.

Berdasarkan surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Ketenaga
Nomor B1730/TL.04/DJL.3/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal Penetapan Target SFQdkénienags
Listrik PT PLN (Persero) Tahun 22@25, roadmap SFC pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero)
2021-2025 sebagai berikut:

Tabel23. Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tah262921

Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik
No E:}?nrg: Satuan PT PLN (Persero)
2021 2022 2023 2024 2025
1 Batubara Kg/kWh 0,5670 0,6180 0,6322 0,6344 0,6419
Gas MMBTU/KWh 0,0088 0,0089 0,0087 0,0087 0,0087
BBM Liter/kWh 0,2730 0,2847 0,2878 0,2870 0,2881

Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit

listrik periode 5 (lima) tahunamgadmap dan tahunan dalam hal terdapat perubahan:
Kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional;
Rencanaimum ketenagalistrikan nasional;
Rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero);
Kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik;
Ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau
Kebijakan atau katisi lain terkait ketenagalistrikan.

Berdasarkan surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Ketenaga
Nomor B2793/TL.04/DJL.3/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Penetapan T3pgeific Fue

-0 o0 T
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ConsumptioffSFC) PembangHRienaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022, target SFC pembangki

listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel24. Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022

Target SFC Produksi Listrik
No. | Energi Primer Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2022
PT PLN (Persero) Tahun 2022 (GWh)
1. Batubara 0,6143 Kg/kWh 103.147,60
2. Gas 0,0088 MMBTU/KWh 43.727,37
3. | BBM (+BBN) 0,2757 Liter/kWh 9.963,30

Serta disebutkan bahwa twk menjaga keandalan pembangkit tenaga listrik, maka ta
kebutuhan BBM pada saatart up pembangkit listrik PT PLN (Persero) tahun 2022 dengan volume

sebesar 32.781 kilo liter.

Terdapat perbedaan target tahun 2022 pada tabel di atas dengan teigen 2022 padaoadmap
SFC tahun 2022025, hal ini dikarenakan target tahun 2022 pada tabel di atas ditetapkan de

menimbang usulan target SFC tahun 2022 yang disampaikan PT PLN (Pe
Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan bahvediap tahunnya Direktur Utama PT

rsero). Berdasarkan Peri
PLN (Persero) mengust

target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan yang disusun dengan memperhatikan:

Rencana pola operasi pembebanan;
Metode dan antisipasi keandalan sistem tenaga listrik;
Target dan optimalisasi mupelayanan tenaga listrik;
Optimalisasi NPHR; dan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
Secara umum, nilai efisiensi pembangkit tenaga listrik yang semakin
dengan teknologi yang sama, memiliki tren SFC \smmgakin kecil atau d

S S

baik dari suatu jenis perr
i bawah target yang tel

ditetapkan. Hal ini menunjukkan semakin sedikitnya volume bahan bakar yang diperlukan

menghasilkan 1 (satu) kilowaltiour energi listrik.

0,7000 y =0,0079x + 0,574

R? =0,5904
0,6000 0,6398
g 00088 05069 05588 06053 0,6042 0,6055
© os000 "7
\E’ 0,0087
& 0.4000 y.=-4E05x + 0,0087
g o008 RZ20,2072
© 0,3000
o
fﬁ 0,2730 0,2696 0.2770 0,2705 0,2688 0,2705 02907
5 02000 y =0,0017x + 0,2676
ccg Rz — 0,2169 0,0084 0,0084 0,0084
0,1000
0,0000
SFC Tahun SFC Tahun SFC Tahun SFC Tahun SFC Tahun SFC Tahun SFC Tahun
2021 - Target 2021 - 2022 - Target 2022 - 2022 - 2022 - 2023 - Target
Penetapan Laporan TW | Penetapan Laporan TW
Semester | n
Batubara (kg/kWh) BBM (+BBN) (Liter/kWh)
Gas (MMBTU/kWh) Linear (Batubara (kg/kwh))
Linear (BBM (+BBN) (Liter/kwWh)) Linear (Gas (MMBTU/kWh))

0,0089

0,0088

0,0087

0,0086

Gas

0,0085

0,0084

0,0083

0,0082

Gambar38. Target darRealisasi SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tat22021

Dari grafik di atas pembangkit tenaga listrik yang menggunakan e
efisiensi yang semakin bagus sedangkan yang menggunakan energi pr
cenderung memiliki tren efisiensi yang sama dari tahun 20223.

nergi primer gas memili
imer BBM (+BBN)bdaa

Penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan penetapan realisasi SFC per
tenaga listrik semesteran dan tahunan oleh Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan. T
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pembangkitan tenaga listrik tahunan dan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan
digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsic
Dalam perhitungan Indeks Ketahanan Energitd@al yang menjadi target kinerja Menteri ESI
dalam perjanjian kinerjanya, nilai SFC dikonversi menjadi satuan persen dan dibandingkan denge
RUEN, sehingga menghasilkan realisasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil
(Dibandingkan Acuan RUEN)
85,00% 120%
— 84,00% 108%
£ 2
S _ 83,00% 96%
282 =
e 82,00% 84% &
g5 S
= 9 0
n:‘f’ g ;J 81,00% 2% 8
&= 80,00% — 60% 3
8% 3 o
v D 79,00% 48% g
%] = 2
SES 78,00% 6% o
9 a o
03 77,00% 24%
o ~—
& 76,00% 12%
0, 0,
75,00% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0%
=/ Target 78,88% 78,91% 79,44% 79,47% 80,02%
—=1 Realisasi 79,54% | 78,54% | 77,28% | 78,00%
Persentase Capaian 99,57% 97,93% 98,18%
Tahun

Gambar39. Target dan Realisasi Persentase Redita Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN)

Realisasi tahun 2022 merupakan angka prognosis berdasarkan surat Plh Direktur Utama |
Distribusi dan PIh Direktur Utama Diter Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis P1
(Persero) Nomor 66073/KIT.00.01/F01000000/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Realisasi
Fuel Consumption (SFC) sampai dengan Triwulan Ill Tahun 2022. Penetapan realisasi tah
direncarakan akan dilakukan pada bulan Maret 2023.

Persentase rataata efisiensi pembangkit listrik fosil yang dibandingkan acuan RUEN menunj
kinerja semakin baik apabila semakin mendekati 100%. Dari grafik di atas, terlihat bahwa target tahi
tidak tercapai, namun demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2021, kinerja menunjukkan perl
Salah satu penyebab tidak tercapainya target tahun 2022 adalah penggunaan kalori bahan bakar t
yang rendah untuk menekan harga BPP. Hal ini mengakibatkaSRC batubara menjadi tinggi. Untuk
depannya, sebagai upaya supaya target kinerja dapat tercapai untuk indikator kinerja persentaaéar:
efisiensi pembangkit listrik fosil yang dibandingkan acuan RUEN diperlukan perbaikan pelaksanaan
kerja (work plan dan rencana aksagtion plar) yang mampu meningkatkan efisiensi pembangkit ten
listrik.

Tabel25. Persentase RatRata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (Dibandingkan Acuan RUEN) Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persentase Capaian

Persentase RatRata Efisiensi 79,484 78,00 98,18%
Pembangkit Listrik Fosil
(Dibandingkan Acuan RUEN)

3.

Dasar

Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekondrdlalsaman
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Indeks ini adalah indeks yang mengukur capaian dari indikadikator yang ada di RPJMN dengan agenda mendu
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, namun indikator ini sebelumnya tidak menjadi tanggung jawab
dan masuk kel MESDM. Adapun metode penghitungan indeks ini adalah dengan menggunakan bobot san
total bobot indikator/parameter yang dibandingkan dengan persentase capaian dari nilai absolut setiap indika
parameter penyusun indeks. Apabila nilai perseetaapaian lebih dari 100,00% maka nilai yang menjadi komp
penilaian indeks dianggp hanya 100,00%. Penetapan perhitungan metode pengukuran indeks ini berdasarke
judgement dari pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan, yang dianggap sebagai palindakini mengelola subsekic

ketenagalistrikan.

Tabel penghitungan dan realisasi Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengel

Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala t¥3mpir.

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

Indeks (Skala 100)

Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- 120,00%
- 108,00%
F 96,00%
- 84,00%
- 72,00%
- 60,00%
- 48,00%
- 36,00%
- 24,00%
- 12,00%

Persentase Capaian Kumulatif

0,00

Triwulan |

Triwulan 1l

Triwulan 111

Triwulan IV

0,00%

Target Tahunan

100,00

100,00

100,00

100,00

mmmmm Realisasi Kumulatif

42,01

54,37

64,67

88,64

=@ Persentase Capaian Kumulg

tif

42,01%

54,37%

64,67%

88,64%

Triwulan

Gambar40. Target, Realisasi, Persentase Caphidaks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Daahun 2022
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Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
100,00 - 120,00%
90,00 - 108,00%
g 80,00 L 96,00% S
o 70,00 L 84,00% T
E 60,00 - 72,00%
@ 50,00 - 60,00% &£
2 40,00 L 48,00% &
g 30,00 - 36,00% 2
- 20,00 L 24,00% O
10,00 - 12,00%
0,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
. Realisasi 83,30 83,43 87,34 88,64
=@ Persentase Capaign 83,30% 83,43% 87,34% 88,64%
Tahun

Gambar4l. Target, RealisadPersentase Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukur

TOSITATTSIQ@QT0OQA0TY

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penambahan Transmisi Tenaga Listrik

Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik

Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jafiingasmisi dan Gardu Induk
Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik

Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi
Pengembanga®mart Grid

Produksi Tenaga Listrik

Jumlah Blanggan Listrik

Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik llegal

Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik
Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listri

. Jumlah Rekoendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik

Penurunan Emisi G@embangkit

Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Ru
Sektor Energi

4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

Sesuai pasal 44 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan pasal 42 Peraturan F
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, ketentuan keselamatan keterrag
bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

a. Andal dan aman bagi instalasi

b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya

c. Ramabh lingkungan

Lingkup ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:
a. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenag|i
b. Pengamanan instalasi tenaga listrik
c. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik
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Penerapan Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indongsia |
2. Setiap tenaga Teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenage

Ketenagalistrikan (SKTTK)

3. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasi

kualifikasinya

4. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)
5. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam pe

perundangundangan di bidang Lingkungan Hidup.

Latar belakang Ireks keselamatan ketenagalistrikan adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian El

Sumber Daya Mineral.

Tujuan pengukuratindeks keselamatan ketenagalistrikan adalah untuk mendorong peningkatan penerapan ri
keselamatan ketenagalistrikan, sehingga dapat meningkatkan kondisi keselamatan ketenagalistrikan sesua

Undang Undang.

Untuk mengukur indeks keselamatan kesgalistrikan, digunakan indikator dari setiap bidang dan aspek, dan dilal
pengukuran kriteria, selanjutnya dikalikan sesuai dengan bobot yang telah ditentukan untuk setiap indikator.

Terdapat enam bidang dalam penghitungan indeks keselanat@magalistrikan, yaitu:

Tabel26. Enam Bidang dalam Penghitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

No Bidang Bobot

1 | Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik 17%

2 | Pengamanan instalagenyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik 17%

3 | Pemenuhan jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik yang berwaw 17 %
lingkungan

4 | Pemenuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang memenuhi kete 17 %
Keselamatan Ketenagalistrikan

5 | Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang men 16 %
ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan

6 | Indeks Efektivitas Inspeksi Ketenagalistrikan 16 %

Aspek dari setiap bidang tersebut adalah sebagai berikut:

l. Pemenuhan standardisgséralatan dan pemanfaat tenaga listrik
Peraturan dan Kebijakan Publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

Penerapan

Sistem Informasi

Inovasi

mmoow»

Il. Pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
Peraturan dan Kebijakan Publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

Penerapan

Penanganan Keluhan dan Penegakan Regulasi

moow»
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VI.

F.
G.

Sistem Informasi
Inovasi

Pemenuhan jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan

A.

B.

Kualitas Pelayanan

1. Sisteminformasi

Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan
1. Pembinaan dan Pengawasan

Pemenuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikar

mmoow>

Peraturan dan Kebijakan Publik
Profesionalisme Sumber Daya Manusia
Sarana dan Prasarana

Penerapan

Sistem Informasi

Inovasi

Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenaga

A.

Kualitas Pelayanan Pemberian Izin, Akreditasi, Penunjukan dan Sertifikasi Usaha Penunjang
KetersediaarKebijakan Pelayanan

Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

Sistem Informasi Pelayanan

Konsultasi dan Pengaduan

Inovasi

ook wbhpE

Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Ketersediaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan
Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sarana dan Prasarana

Sistem Informasi Pengawasan

Konsultasi dan Pengaduan

Inovasi

ok wnE

Indeks Efektivitas Inspeksi Ketenagalistrikan

moow»

Regulasi dan Manajemen Inspeksi (Organisasi Tatakelola Inspeksi)
Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Inspeksi

Sarana dan Prasarana Penunjang Inspeksi

Sistem Informasi.

Dalam setiap aspek terdapat indikator/sub indikator, yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah diukur dari
sampai dengan 5, dan @ setiap indikator/sub indikator juga memiliki masing masing bobot/sub bobot.
Setelah dilakukan pengukuran nilai indikator, selanjutnya menentukan nilai aspek, nilai bidang, maka dapat dit
nilai Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan.

Perhitungarnindeks Keselamatan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

Tabel27. Penghitungan Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

LAPORAN KINERJBV



Kontribusi Bobot K|  Nilai Sub |Sub Bobo| Nilai
Aspek/indikator K (%) Indeks (@) | Kriteria
A=Bxd B |C=Dx[ESx4] D
1 peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
[A_[Peraturan dan Kebijakan Publik 20%
B Sumber Daya Manusia 15%
C |Sarana dan Prasarana [BxC] 17% [DxE] 15% [0s.d5]
D p: 25%
E _|Sistem Informasi 15%
F_|Inovasi 10%
i instalasi dan tenaga listrik
A _|Peraturan dan Kebijakan Publik 14%
B Sumber Daya Manusia 12%
C [Sarana dan Prasarana 12%
D_[Penerapan (Bxcl| 17% [DxE] [ _33% |[0sd5)
E Keluhan dan Penegakan Regulasi 12%
F__|Sistem Informasi 9%
G _|Inovasi 8%
11l [Pemenuhan jumlah instalasi tenaga listrik yang lingklingan
A [Kualitas Pelayanan
1[Sistem Informasi 50%
B_|Efektivitas Pembinaan dan [exci| 17% [DXE] [0s.d5]
1[Pembinaan dan Pengawasan 50%
v Tenaga Teknik yang memenuhi ketentuan
A_Peraturan dan Kebijakan Publik
B Sumber Daya Manusia
C_|Sarana dan Prasarana x| 1% [oxE] ©sds)
D_|Penerapan
E_|Sistem Informasi
F_[inovasi
V. [Pemenuhan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memenuhi ketentu
A" [Kualitas Pelayanan Pemberian Izin, Akreditasi, Penunjukan dan Sertfikas|
Penunjang
Kebijakan Pelayanan 15%
Sumber Daya Manusia 6.50%
3|Sarana dan Prasarana 7.50% [0s.d5]
4[Sistem Informasi Pelayanan 12%
[ | s|Konsultasi dan Pengaduan 6%
6{Inovasi 3%
B_|Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penunjang Tenaga Listrik [Bx C]| 16% [DXE]
L1 1K Kebijakan Pembinaan dan 11%
| Sumber Daya Manusia 6%
3|Sarana dan Prasarana 3%
A{S\slem Informasi To% | 0599
[T s|konsultasi dan Pengaduan 16%
6[inovasi 4%
VI [Indeks Efektivitas Inspeksi
A_|Regulasi dan Inspeksi (Organisasi Tatakelola Inspeksi) 20%
B Sumber Daya Manusia 10%
c Inspeksi [Bxc]| 16% [DxE] [ 50% |[0sd5]
D_|Sarana dan Prasarana Penunjang Inspeksi 10%
E_[Sistem Informasi 10%

Realisasi indeks keselamatan ketenagalistrikan tahur2 88Besar 2,8. Realisasi ini melebihi target yang ditetapk
sebesar,30 . Adapun secara triwulan, capaian TW I: 2, TW II: 2,1, TW IlI: 2,2, TW IV: 2,31.

Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan
4,00 - 120,00% %
3,60 L 108,00% 2
g 3,20 * 96,00% s
% 5 ' — === — DSOS
£ X 2,80 -~ - 84,00% ¢
< B 2,40 L 72,00% ©
g w &
9 2,00 - 60,00% O
235 1,60 F 4800% g
° g 1,20 - 36,00% =
= 0,80 L 24,00% 8
0,40 - 12,00% &
0,00 - - - - 0,00%
Triwulan | Triwulan 11 Triwulan 111 Triwulan IV
Target Tahunan 2,30 2,30 2,30 2,30
mmmmm Realisasi Kumulatif 2,00 2,10 2,20 2,31
=@ Persentase Capaian Kumulgtif 86,96% 91,30% 95,65% 100,43%
Triwulan

Gambar42. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalishiln 2022
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Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

4,00 120,00%
- 3,60 O 108,00% -
ch % 3,20 96,00% .%
£ = 2,80 84,00% %
> B 2.40 72,00% ©
ks S 2,00 60,00% &
[ E 1,60 48,00% é
§ 2 1,20 36,00% E
= 0,80 24,00%

0,40 12,00%

0,00 2020 2021 2022 2023 2024 0.00%

Target 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
mmmm Realisasi 2,30 2,21 2,31
=@ Persentase Capaign 109,52% 100,45% 100,43%
Tahun

Gambar43. Target, Realisasi, Persentase Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja dari indeks keselamatan ini adalah sumber daya ya
belum memadai, bi&k dari segi sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini dikarenakan cakupan yang diakom
indeks keselamatan ketenagalistrikan yang luas dan meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

SASARAN PROGRAM IlI: OPTIMALISASI
KONTRIBUSI SUBSEKTB®ETENAGALISTRIKAN
YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN
BERKELANJUTAN

Sasaran program B A NB {1 G2 N> & WSYRSNJI f

SGSylr3artAadNr1ly I RI
@ry3 . SNIFy3I3dzy3d WFgl o S

f atuy iBdikaitdr Kinerid, yditl: & I NJ-
1. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Dalam UndangJndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa
usaha penyediaan tenaga listrik, Badan Usaha Milik Negara (Bdiix)prioritas pertama untuk melakuka
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk wilayah yang belum menda
pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kese
kepada Badan Usaha MiDaerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggar
penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada BUMD, badan usaha swasta, atau koper
dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wagibugasi BUMN untuk menyediak:
tenaga listrik.

Pada dasarnya pembangunan subsektor ketenagalistrikan di Indonesia masih sangat bergantu
upaya pemerintah dalam penyediaan aspek pendanaan. Berbagai kebijakan penting telah ditemp
Pemerintah yag mencakup kebijakan yang secara langsung untuk merespon pelemahan |
perekonomian. Kebijakan pendanaan tersebut merupakan langkah lebih lanjut dari keputusan
melakukan investasi pembangunan. Sementara itu, di sisi lain, kemampuan pemerinikimantgalokasikar
dana pembangunan sektor ketenagalistrikan juga masih sangat terbatas sehingga langkah pendanaa
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat sulit diharapkan. Bahkan pendanaan yang sec
proses juga akan mengalami begaa macam kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah
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melaksanakan upayapaya untuk mendapatkan dana pembangunan yang diharapkan, baik bersumbe
dalam negeri maupun pinjaman luar negeri sehingga dapat mendukung peningkatan kapasistgikitir
penyediaan tenaga listrik dalam rangka memperluas aksesibilitas listrik ke masyarakat.

BUMN subsektor ketenagalistrikan, yaitu PT PLN (Persero), berdasarkan RUPTL PT PLN (Pers
2021-2030, dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan, merperkirddedutuhan investasi PLN dan swasta #iatta
adalah sebesar Rp128,7 Triliun per tahun. Investasi ini terdiri dari investasi swasta sebesar Rp56,3 T
tahun dan PLN Rp72,4 Triliun per tahun. Investasi PLN meliputi pembangkit sebesar Rp28petdhum,
transmisi dan Gardu Induk (GI) Rp21,3 Triliun per tahun, distribusi Rp17,6 Triliun per tahun serta lain
Triliun per tahun. Kebutuhan investasi tersebut hanya memperhitungkan kebutuhan infrastruktur bari
namun tidak mempertimbangkakebutuhan investasi untuk pemeliharaan sekitar Rp22,5 Triliun per ta
Kebutuhan investasi yang sangat besar tahun 22225 disebabkan karena banyaknya program 35 GW '
sudah committed dan on going serta masifnya pengembangan EBT untuk mencapaidargetenergi dar
EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, kebutuhan investasi mulai tahun 2026 akan menurun kat
diperlukan penambahan pembangkit baru yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Keb
investasi PT PLN (Persero) akgeduhi dari berbagai sumber pendanaan, yaitu dana internal, pinjaman
Penyertaan Modal Negara (PMN/ekuitas). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembalmfrasaruktur
Ketenagalistrikan, sesuai dengan pasal 6 bahwa Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada Pl
ketersediaan pendanaan melalui PMN, penerusan pinjaman dari pinjaman pemerintah yang berasal (
negeri dan/atau dalam negeri, pinjan PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan, pemberian kemu
dalam bentuk insentif, dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peruntanggan, dan
atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perungiag@ngan.

Terdapat leberapa hal terkait kebijakan investasi di subsektor ketenagalistrikan, yaitu:

1 Mendorong dan meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi swas
bisnis sektor ketenagalistrikan
1 Meningkatkan kemampuan PT P{Ersero) untuk berinvestasi di bidang infrastruktur penyediaan ter
listrik
1 Mendorong investasi swasta dan badan usaha lainnya, khususnya di sisi pembangkitan melalui me
Independent Power Producer (IPP) termasuk melalui Kerja Sama Pemerintam d@adan Usaha (KPB
atau Public Private Partnership (PPP)
Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan
Pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan
dan pengembangan energi hadan terbarukan
Investasi subsektor ketenagalistrikan menjadi salah satu indikator kinerja yang diampt
Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Mulanya, investasi subsektor ketenagi
ditargetkan sebesar 7,55 Miliar USDatiun 2022, namun terjadi perubahan informasi target kinerja di tal
berjalan menjadi 5 Miliar USD, dengan mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja (
berjalan sebagai berikut:
9 Pada bulan Juli 2022 realisasi investasi subsektor kesdintitkan hanya sebesar 32% dari target kine
tahunan atau sebesar 2,387 Miliar USD dari target 7,55 Miliar USD.
1 Adanya rescheduling jadwal COD dari beberapa proyek pembangkit tenaga listrik guna n
keseimbangan supply dan demand listrik dengaai kieekonomian serta finansial proyek.
9 Proyek infrastruktur ketenagalistrikan ada yang mengalami kendala, seperti
a. Keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) sehingga pendanaan proyek menjadi lebi
b. Pembatasan masuknya Tenaga Kerja Asigh)YTdan peralatan/komponen material utama akit
kondisi pandemi COVAL®.
c. Kontraktor proyek mengalami kesulitan finansial.
d. Permasalahan perizinan dan pembebasan lahan.
e. Terhambatnya suplai Material Transmisi Utama (MTU) dan Material Distribusi Utama @WiDak)
pengaruh perang Ruslakraina.
f. Beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan PT PLN (Persero) masih dalam fase pengadaal

Rincian perubahan dari target dan realisasi dari indikator kinerja investasi subsektor ketenagal

tahun 2022 dalam dhiat pada grafik di bawah ini:

= =
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Investasi Subsektor
Ketenagalistrikan
(Miliar USD)

7,55

5,00

Target Kinerja Awal

Revisi Target Kinerja

Realisasi Kinerja

BPPU & IO/IUPTLS 0,01 0,07 0,06
oIPP 3,14 2,20 2,13
OPT PLN (Persero) - Pembangkit 0,20 0,80 1,14
BPT PLN (Persero) - Transmisi 1,48 0,64 0,75
BPT PLN (Persero) - Gardu Induk 1,00 0,27 0,34
BPT PLN (Persero) - Distribusi 1,72 1,03 1,33

Total 7,55 5,00 5,75

Gambard4. Target dan Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Keterangan:
- PPU : Private Power Utility
- 10 . Izin Operasi

- IUPTLSIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik UKepentingan Sendiri
- IPP : Independent Power Producer

Realisasi investasi subsektor ketenagalistrikan tahun 2022 sebesar 5,75 Miliar USD lebih be
target kinerja yang telah direvisi sebesar 5 Miliar USD dengan persentase capaian sebesar 115%.

Talel 28. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2022

Indikator Target Realisasi Persen_tase
Capaian
Investasi Subsektor 5,00 Miliar USD 5,75 Miliar USD 115%
Ketenagalistrikan

Namun, capaian kinerja tahun 2022 ini lekécil dari tahun 2021, hal ini disebabkan karena:
a. Penurunandemand akibat COVIEL9 sehingga beberapa proyek pembangkit mengaleeacheduling

jadwal COD.

b. Pembatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) sehingga pendanaan proyek mergatbhkéhih
c. Pandemi COVHD9 juga menyebabkan pembatasan masuknya Tenaga Kerja Asing
peralatan/komponen material utama dan juga beberapa kontraktor mengalami kesulitan finansial.

d. Permasalahan perizinan dan pembebasan lahan.

e. Terhambatnya suplai MatetiaTransmisi Utama (MTU) dan Material Distribusi Utama(MDU) al
pengaruh perang Ruslakraina.
f. Beberapa proyek PT PLN (Persero) masih dalam fase pengadaan.
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Investasi Subsektor
Ketenagalistrikan (Miliar USD)

O Fr W b O N © ©

120%
108%
96%
84%
2%
60%
48%
36%
24%
12%
0%

Persentase Capaian

2019 2020

2021 2022 2023 2024

=== Target 12,04 11,95

9,91 5,00 6,64 3,10

[ Realisasi 12,07 7,61

6,71 5,75

Persentase Capaian| 100,25% | 63,68%

67,71% | 115,00%

Tahun

Gambar45. Perkembangan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Sebagaupaya dalam mencapai target kinerja investasi subsektor ketenagalistrikan berikut si
investasi subsektor ketenagalistrikan, baik yang sudah dijalankan ataupun akan dijalankan ke de
dalam menghadapi setiap tantangan dan kendala, antara lain:

Tabel29. Strategi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

No |

Tantangan/Kendala

Strategi

Proyek PT PLN (Persero)

Tahap Perencanaan dan Pengadaan

Perubahan asumsi pertumbuhan listrik

Total tambahan pembangkit dalam RUPTLPEN
(Persero) Tahun 2022030 turun sebesar 15,9 GV
dibandingkan dengan RUPTL PT PLN (Per
Tahun 20122028 yang semula 56,4 GW menjq
40,5 GW.

Monitoring dan evaluasi RUPTL PT PLN (Persero) T
2021-2030 dengan memperhatikan perubahan asut
terkini.
Pergeseran Pembangkit pada RUPTL PT PLN (P€
Tahun 20122028 terdiri dari Pembangkit EBT 16.7
(29,7%) dan Fosil sebesar 39.631 (70,3%) menjadi
RUPTL PT PLN (Persero) Tahun -2020 Pembangki
EBT 20.923 (51,6%) dan Fosil 19.652 (48,4%)

Perencanaan tidak sesuai kond
lapangan

Butuh waktu untuk koordinasi kegiatan kare
menyesuaikan kondisi lapangan. Contoh: Bel
pastinya lokasi traksi Halim yang merupakan sc
PT KCIC untuk Proy8KTT 150 kV HalinBekasi I

dan SKTT 150 i®alim- Poncol Baru ll

dengan

Pembahasan di Menko/Setwapres/Kantor Staf Presi
dengan melibatkan K/L terkait agar penyeles
pekerjaan sesuai dengan jadwal COD vyang t
ditetapkan.

Persyaratan TKDN
Kendala pemenuhan tresshold TKDN o
pengembang untukroyek pengembangan PLTS]

Sosialisasi regulasi kepada pengembang, lemf
pemberi pinjaman, kontrakrktor EPC terkait atur
kepatuhan pemenuhan penggunaan Kompor
Dalam Negeri.

b. Monitoringterhadap pemenuhan TKDN.

Keterbatasan kemampuanInvestasi PT PLI
(Persero) sehingga pendanaan proyek menjd

lebih selektif

Peningkatan kemampuan pendanaan PT PLN (Per
melalui pemberian kompensasi tarif dan peningka
pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Tahap Konstruksi
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a | Perizinan

Penerbitan perizinan membutuhkan proses d
waktu, mengakibatkan keterlambatan pelaksane
proyek. Contoh:

A Proses Perizinan pemanfaatan lahan trz
jalan tol proyek 275kV Gumawang
Lampung 1 dari PT Hutama Karya (
Kementerian PUPR belum terbit.
Kendalgpembebasan lahan dan ROW pa
lokasi padat penduduk pada Proyek SU
500 kV BekasiMuara Tawar.

Koordinasi Intensif dengan melibatkan KL terkait y
dikoordinasikan oleh Menko/Setwapres/Kantor S
Presiden untuk mempercepat proses perizinan

b. | Pembéasan Lahan
Penyelesaian pembebasan lahan membutuhl
proses dan waktu mengakibatkan keterlambat
pelaksanaan proyek. Contoh:
A Proyek SUTET 500 kV Mandirang;
Indramayu dan SUTET 500 kV Indramg

Cibatu.
A Proyek SUTET 500 kV JoBali
Connection

a. Telah diasilitasi penyelesaiannya melibatkan Kem
PUPR, DJKN dan Kemenkeu;

b. Telah diselesaikan dengan melibatkan Pemda
Kejaksaan untuk membantu mediasi dan negosias

c. Monitoring pelaksanaan di lapangan.

Proyekindependent Power ProducdiPP)

1 | Akibat Pandemi COVHD9

a. Demand listrik berkurang sehingga ate
kesepakatan dengan PLN beberapa
mengalami kemunduran COD. Contc
PLTU USC JawdFTP 2) Ekspar{gix 660
MW) danPLTU Sulbagut(2 x 50 MVY;

b. Pembatasan masuknya TKA Afllantoh:
proyek PLTU Sumsel 8 (2 x 6]
MW);

c. Menyebabkan partner lokal kekurang:
modal untuk memenuhi kewajiban sett
modal. Contoh:PLTU Meulaboh (Nage
Raya #3 dan #42 x 200 MW)

a. Menciptakan demand listrik baru atau peningkat
demand listrik existig di Kawasan Ekonomi Khus
(KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Pariw
Startegis Nasional (KSPN), Sentra Kelautar
Perikanan Terpadu (SKPT) dan Smelter.

b. Pemberian kemudahan masuknya tenaga kerja a
dan peralatan dari luar dengan menerbitkan Sy
Keterangan Proyek Strategis Nasional untuk prey
proyek infrastruktur  Ketenagalistrikan  yar
membutuhkan.

c. Surat Edaran ke IPP terkait perubahan kepemili
saham mengacu pada Permen ESDM No. 48 tg
2017.

2 | Permasalahan Lahan Koordinasi  lintas  sektor untuk  penyelesai
Tumpang tindih lahandengan pertambangarn permasalahaspermasalahan pembebasan lahg
Contoh: PLTU Sumsel 8 (2 x 620,4 MW) perizinan dan sosial.

3 | Proses Pembayaran Proyek o

Memfasilitasi pertemuan pengembang ag

Butuh waktu untukeassessmerkhusus dari pihal
bank. Corwh: Proyek transmisi Aur DuiMuara

Enim (panjang 45 kipdari PLTU Sumsel 8.

berkomunikasi intensif dengan pihak Otoritas Keuan
(Bank, Kementerian Keuangan, OJK)

a. Investasi Subsektdfetenagalistrikan

=

Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik

c. Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Li

Proses Sambung Baru Listrik

SASARAN PROGRAM

[ IPPEMBINAAN,

PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SWKHE®R

KETENAGALISTRIKAN

YANG EFEKTIF
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1. IndeksEfektivitasPembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan

Merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan me
Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL) dan Badan Us&®muagag Tenaga Listrik (BUJPTL). Pengam
data dan informasi untuk pengukuran indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalis
tahun 2022 dilakukan melalui survei daring yang disampaikan ke badan usaha melalui surat SdBnetkiorat
Jenderal Ketenagalistrikan Nomo2B59/TL.04/SDL.1/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Permohonan Pei
Kuesioner Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan. Survei daring dilaksanaki
dengan 10 Januari 2028engan surat permohonan survei dikirimkan ke:

1. BUPTL, yang terdiri dari:

a. 57 Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha

b. 240 Badan Usaha Independent Power Producer (IPP)

c. 21 Badan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
2. BUJPTL sebanyak 60 Badan Usaha

Klasifikasi badan usaha subsektor ketenagalistrikan yang disurvei mengacu berdasarkan Peraturan Pemerint:
25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

Pasal 26 ayat (1)2), dan (3):

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, meliputi jenis usaha:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik
b. Transmisi Tenaga Listrik
c. Distribusi Tenaga Listrian/atau
d. Penjualan Tenaga Listrik
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingawnu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakt
secara integrasi.
3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aye
mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 27 ayat (1):

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga lis
dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1(satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib mend
izin Usal Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 31 ayat (1) dan (2):

1. Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
pemeriksaan dan pengujidnstalasi Tenaga Listrik;
pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;

pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;

penelitian dan pengembangan;

pendidikan dan pelatihan;

laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
sertifikasi peralatan dan peméamat tenaga listrik;

sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

T TST@mooooTy
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k. sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
I. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
2. Usaha jasa lain yang secara langsun@fditan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pad:

(1) huruf I paling sedikit berupa:

pemeriksanaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang Ketenagalistrikan;
pemeriksaan dan penilaian penerapat sistem manajekeselamatan Ketenagalistrikan;

pengelolaan lingkungan Ketenagalistrikan;

pengendalian emisi gas rumah kaca Ketenagalistrikan; dan

pemeriksanaan dan penilaian Kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di

P20 To

ruang bebas jaringan Transmiginiga Listrik.

Apabila ditinjau dari aspek turunan regulasinya, berikut matriks identifikasi pembinaan dan pengawasan berd

pelaksanaan regulasi subsektor ketenagalistrikan.

Tabel30. Matriks Pembinaan dan Pengawasan BerdemaPelaksanaan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan

Regulasi

Dasar Hukum Pembinaan/Pengawasan

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Pasal 46 ayat (1)

Kerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam
hal:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga
listrik;

b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,
multimedia, dan informatika;

c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

d. pemenuhan persyaratan keteknikan;

e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

f.  pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

g. pengunaan tenaga kerja asing;

h.  pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;

i.  pemenuhan persyaratan perizinan

j.  penerapan tarif tenaga listrik; dan

k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga
listrik.

Pasal 46 ayat (2)

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di
bidang ketenagalistrikan; dan

d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan
Perizinan Berusaha.

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 tahun Catatan

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan
Perizinan Berbasis Risiko sebagai Peraturan Pemerntah Bersama

Sektor ESDM diatur di dapam Pasal 262 sd Pasal 268

Khusus Sektor Ketenagalistrikan di atur di dalam Pasal 264 ayat (1) dan (2)
Pasal 264 ayat (1)

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsector ketenagalistrikan
dilakukan o;eh Menteri tang menyelengarakan urusan pemerinyahan
dibidang energi dan sumber daya mineral, gubernur administrator KEK atau
kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264 ayat (2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektur
ketenagalistrikan.

Daya Mineral

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber

Pasal 54 ayat (1)

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap:

a. penyediaan an pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga
listrik;

b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,
multimedia, dan informatika;

c. pemenuhan kecukupanpasokan tenaga listrik;

d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
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pemenuhan aspek perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;

pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

pengunaan tenaga kerja asing;

pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;

pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;

penerapan tarif tenaga listrik; dan

pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga

listrik.

Pasal 54 ayat (2)

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat

Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dapat:

a. melakukan inspeksi di lapangan;

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di
bidang Ketenagalistrikan; dan

d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan
Perizinan Berusaha

Pasal 54 ayat (3)

Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud ayat

(1), Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dibantu oleh Inspektur

ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pewagawai Negeri Sipil.

Pasal 54 ayat (3)

Dalam melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelengaraan usaha

ketenagalistrikan yang dilukan oleh Pemerintah Daerah.

mT T sa~o

pada (1),

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Catatan

Terkait pengaturan Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan atas standar
kegiatan usaha dan produk pada Penyelengaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, khususnya sub sektor ketenagalistrikan di atur dalam:

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada
penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ESDM sebagai
berikut:

sub sektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran [;

sub sektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran II;

sub sektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran Ill; dan

sub sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tercantum
dalam Lampiran IV.

oo

Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2021 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan

Pasal 61 ayat (1)

Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap:

a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) dan badn usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya; dan

b. Badan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 61 ayat (2)

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan

terhadap:

a. penerapan SKTTK;

b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi terhadap Tenaga Teknik, Asesor
Kompetensi, dan Asesor badan usaha;

c. pemenuhan skema Sertifikasi Kompetensi;

d. kesesuaian tempat uji KOmpetensi; dan/atau

e. pemenuhan standar mutu pelayanan.

Pasal 61 ayat (3)

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan:

a. penyuluhan dan bimbingan teknis;

b. pemeriksaan lapangan terkait kegiatan Sertifikasi Kompetensi;

c. pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan SKTTK pada badan
usaha ketenagalistrikan dan Harmonisasi SKTTK; dan

d. pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan SKTTK pada
Pendidikan vokasi/keterampilan atyau pelatihan dalam rangka sertifikasi
vokasional.

Pasal 61 ayat (4)

Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 tentang
Standardisasi Bidang Ketenagalistrikan Dan Pembubuhan
Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda
Keselamatan

Pasal 10 ayat (1)

Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap:

Pelaksanaan standardisasi dibidang ketenagalistrikan dan pemenuhan
pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan

Pasal 10 ayat (2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. sosialisasi, dialog, dan/atau focus grup discussion;

b. pendidikan dan pelatihan teknis;
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c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pemberlakuan wajib
SNI dibidang ketenagalistrikan; dan/atau

d. pemantauan evaluasi atas pemberlakuan wajib SNI dibidang
ketenagalistrikan.

Pasal 10 ayat (3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas pemenuhan

ketentuan pemberlakuan wajib SNI pada sistem instalasi tenaga listrik,

produk Peralatan Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat tenaga Listrik.

Pasal 10 ayat (4)

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur

Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagaian atau seluruh system

instalasi tenaga listrik, produk Perlatn Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat

Tenaga Listrik.

Pasal 10 ayat (5)

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

dilaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan Kementerian,

Lembaga pemerintahan non kementerian atau pihak lain.

7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata | Tidak ada Pengaturan untuk pembinaan dan pengawasan
Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang | Pasal 45 ayat (1)
Keselamatan Ketenagalistrikan Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
Keselamatan Ketenagalistrikan.
Pasal 45 ayat (2)
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dapat melakukan:
a. penyuluhan atau bimbingan;
b. pengawasan langsung; dan/atau
c. pengawaan tidak langsung.
Pasal 45 ayat (3)
Pengawasan langsung sebagaimana dimakud pada ayat (2) huruf b dilakukan
melalui Inspeksi ke Instalasi Tenaga Listrik atau memerintahkan audit
penerapan SMK2.
Pasal 45 ayat (4) Hasil pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disusun dalam risalah atau berita acara pengawasan.
Pasal 45 ayat (5) pengawasan tidal langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan laporan tahunan pelaksanaan
audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
Pasal 46 ayat (1)
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan
ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai
dengan kewenangannya dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau
penyidik pegawai negeri sipil.
Pasal 46 ayat (2)
Dalam hal terdapat potensi atau kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya,
kegagalan operasi, ganguan yang berdampak pada masyarakat dan/atau
untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Ketnagalistrikan, Menteri
melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangnnya dapat
mebentuk tim untuk melakukan investigasi.
9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021 tentang | Pasal 102 ayat (1)
Pelaksanan Usaha Ketenagalistrikan Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan terhadap penyelengaraan pelaksanaan
Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
Pasal 102 ayat (2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. sosialisasi, dialog, dan/atau focus grup discussion;
b. pendidikan dan pelatihan teknis;
c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pemberlakuan wajib
SNI dibidang ketenagalistrikan; dan/atau
d. pemantauan evaluasi atas pemberlakuan wajib SNI dibidang
ketenagalistrikan.
Pasal 102 ayat (3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaku
usaha dan dinas teknis di Pemerintah Daerah provinsi.
Pasal 102 ayat (4)
Menteri melalui Direktur  Jenderal atau gubernur  sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap
pemenuhan  kewajiban emegang perizinan Berusaha bidang
ketenagalistrikan.
Pasal 102 ayat (5)
Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi.
10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2021 tentang | Pasal 81 ayat (1)

Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Akreditasi Bidang
Ketenagalistrikan

Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap Lembaga sertifikasi ketenagailsitrikan sebagaimmana dimaksud
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pada Pasal 13 ayat (1) dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 81 ayat (2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. pemenuhan persyratan keyeknikan;

b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;

C. pengunaan tenaga kerja;
d. pemenuhan kewajiban Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau
e. pemenuhan standar pelayanan.
Pasal 81 ayat (3)

Dalam melakukan pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:

a. penyuluhan, bimbingan teknis, dan pelatihan;

b. pemeriksaan dilapangan; dan
c. Penilaian Kinerja Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2021 tentang | Pasal 20 ayat (1)

Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

sipil.

Kompensasi

Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan | Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan

Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, | Kompensasi

Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah | Pasal 20 ayat (2)

Pembinaan sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. sosialisasi, dialog dan/atau focus grup discussion;

b. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau

c. pembantuan dalam penyelesaian

atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada
dibawah Ruang Bebas Jaringan TransmisiTenaga Listrik.

d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan Inspekstur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri

hambatan atas pelaksanaan

Berdasarkan hasil pengolahan data survei yang dilaksanakan tanggal 11 Januari 2023, dari 21 badan usat
BUPTL dan 24 badan usaha kategori BUJPTL, diperoleh realisasi feftéitkakE Pembinaan dan Pengawas

Subsektor Ketenagalistrikan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel31. Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan

Realisasi (Persentase Capaian)
Komponen Target Indeks Indeks Indeks Efektivitas
. Pembinaan dan
Pembinaan Pengawasan
Pengawasan
88,54
1) BUJPTL ’ 0 0
) BUJ 83,23 (106%) 85,76 (103%) 87,15 (105%)
2) BUPTL 83,23 | 79,91 (96%) 78,36 (94%) 79,14 (95%)
Subsektor 84,23 0 0
Ketenagalistrikan 83,23 (101%) 82,06 (99%) 83,14 (99,90%)
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Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor
Ketenagalistrikan
c
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C—Target 78,16 80,70 83,23 85,77 88,31
N Realisasi 76,33 78,16 83,44 83,14
==@== Persentase Capaian 100,00% | 103,40% | 99,90%
Tahun

Gambar46. Target, Realisasi, dan Persentase Realisasi Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Keten

Target tahun 2022 dari Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan sebe
namun realisasi menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah, yaitu 83,14. Komponen indeks pembini
pengawasan dari BUJPTL melebihi 100% p&asercapaian kinerjanya sedangkan komponen dari BUPTL mga
bawah target tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dari Indeks Efektivitas Pel
dan Pengawasan Sektor ESDM sebesar 77,50, indeks efektivitas pembinaan damvapangaubsektol
ketenagalistrikan dan komponen penyusun indeksnya sudah melebihi t&8geara umum, badan usaha penye
tenaga listrik setuju atas pokepokok pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Je
Ketenagalistrikan dapat méngkatkan kinerja pengusahaan tenaga listrik. Namun demikian, terdapat sebagial
materi pembinaan dan pengawasan yang dinilai oleh badan usaha masih terdapat kekurangan, antara lai
dengan permintaan data atau pelaporan yang dirasa masikukitm oleh banyak pihak dengan format yang berbe
Hal ini menjadi beban tersendiri bagi badan usaha karena membutuhkan waktu dan tambahan pekerjaan.

Terdapat masukan dari badan usaha agar kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan s&eaiada
badan usaha, sehingga badan usaha dapat menerima update informasi terkait usaha penyediaan tenaga list
dapat membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh badan usaha.

SASARAN PROGRAM IV: PERUMUSAN KEBIJA
DAN REGULASSUBSEKTOR KETENAGALISTHI
YANG BERKUALITAS

{FAFNIY LINBPINIY Lz S5ANBlG2NI G WSYRSNIE YSGSyl 3l
Ketenagalistrika@ I y3 . SNJ dzl ft AGlF d¢€d { & NI Y LINRPINIY Lz AYA

1. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan

Kebijakan peningkatan tata kelola ketenagalistrikan memiliki keterkaitan erat dengan jumlah peraturan peru
undangan yang mengatur subsektor ketenagalistrikan di Indon&geumusan kebijgan dan regulasi subsekic
ketenagalistrikan yang berkualitas periode 2020 s.d. 2024 ditargetkan dapat menerbitkan 3 regulasi. Ada
tersebut disesuaikan dengan kebutuhan regulasi yang sebelumnya telah direncanakan dalam program prioritas
dan regulasi yang setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM. Pada tahun 2022 berdasarkan us
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tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 257.K/HK.02/MEM.S/2022, 3 capaian kinerja penerbitan regul.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikamtaralain:

1.

2.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tan
Mampu;

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik dan P
harga Jual dan/atau Sewa Jaanglenaga Listrik;

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonom
Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola
Ketenagalistrikan

© = 20 - 400,00%
_2 § 18 - 360,00% S
§¥g 2 16 - 320,00%'
S, % fg = 14 - 280,00% ©
2ER2L 12 L 240,00%
=8 §§ 10 200,00%
S8 =D 8 - 160,00%
EDLS 6 L 120,00% @
nEX g 4 L 80,00% &

a & 2 . . L 40,00%

0 0,00%
2020 2021 2022 2023 2024
Target 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
mmm Realisasi 3,00 11,00 3,00
=@ Persentase Capaign 100,00% 366,67% 100,00%

Tahun

Gambar47. Target, Realisasi, dan Persentase Caphiariah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan
(Regulasi/Rekomendasi)

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

1.

2.
3.

Konsultasi publik dipersyaratkan sebagai media unmnasyarakat menyampaikan masukan disetiap taha
pembentukan PUU.

Kepastian arah kebijakan yang dijadikan dasar penyusunan legislasi dan regulasi.

Pengulangan pembahasan, baik saat rapat harmonisasi oleh Kemenkumham maupun rapat klarifikas
persetjuan presiden oleh Setkab.

Tindaklanjut yangdiperlukan antara lain:

1.
2.
3.

Publik/pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan regulasi sejak awal.
Memastikan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.
Dilakukan koordinasi dan konsolidasi untekih selaras dengan Kemenkumham dan Setkab.

Upaya yang akan dilakukan antara lain:

Akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar proses penyusunan legislasi dan regulasi merdgadu
yang dipersyaratkan sehingga menghasilgeoduk regulasi yang berkualitas dan efisien.

Kebutuhan yang diperlukan antara lain:
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Dibutuhkan pedoman penyusunan peraturan di lingkungan Kementerian ESDM sebagai acuan untuk n
kepastian tahapan penyusunan legislasi maupun regulasi serta péalungan pimpinan dan dari Biro Hukum.

Usulan solusi tambahan yang diperlukan untuk mencapai target:

Optimalisasi fungsi JFT Analis Kebijakan dalam merumuskan Policy Paper termasuk pelaksanaan Publik Hear
tujuan untuk menerima masukan dari paBtakeholders, sebagai landasan penyusunan Kebijakan yang
dituangkan menjadi suatu Rancangan Regulasi atau Rancangan Keputusan.

Berdasarkan data per 24 Januari 202%trumen Hukum yang masih diperlukan pasca terbitnya Peraturan Me
ESDM Nomiol6 Tahun 2022:

1. Rancangan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi GRK (PTBAE)
2. Rancangan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi GRK Pelaku UsaPd)PTBAE
3. Peta Jalan Perdagangan Karbon Subsektor pembangkiyadistrik.

serta mncanganperaturan yang diusulkan ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Program P
Penyusunan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2023:

1. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penlyddiattaktur Pengisiar
Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis.

2. RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan

yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrék(Regsero).

RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik.

RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Su

Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.

5. RPM tentang Baoan Penanak Nasi Listrik Bagi Rumah Tangga.

Hw

a. Jumlah Penyusunan Peraturan Perundadgdangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subst
Ketenagalistrikan

SASARAN PROGRAM V: PEMBINAAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INTERN
DITIEN KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTI

{F&aE N}y LINPINIY + S5ANBLG2NI G WSYRSNIt YSGSyl 3lta
YSGSY I tAAGNALlIY &Fy3 9FS|GATESD {F&FNIY LINRINIY

1. Tingkat Maturitas SPIP Ditj&®tenagalistrikan
Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebaga

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
untuk mencapai pegelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pirr
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan r
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaiamanjpenyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelapc
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan peruaddaggan

2. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pel
Intern Pemeintah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di mana Direktorat Je
Ketenagalistrikan sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyele
SPIP

LAPORAN KINERJKO1



Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengarutuj:

1. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Ketenag

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIPpuglkomponen sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;

2. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) subunsur penilaian;
3. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, mefiguti 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebe

subunsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan pada periode
mulai dari Juli 2020 sampai dengan Juni 2021.

Penihian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan dengan per
kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu

Tabel32. Pendekatan Kuantitatif pada 3 (Tiga) Komponextuvitas Penyelenggaraan SPIP

- Jumlah Bobot
No. Komponen Penilaian
Fokus |Komponen
1. |Penetapan Tujuan 2 40%
a. Kualitas Sasaran Strategis 1
b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 1
(Program dan Kegiatan)
2. |Struktur dan Proses 25 20%
a. Lingkunngan Pengendalian 8
b. Penilaian Resiko 2
c. Kegiatan Pengendalian 11
d. Informasi dan Komunikasi 2
e. Pemantauan 2
3. |Pencapaian Tujuan SPIP 7 30%
a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisas 2
b. Keandalan Pelaporan Keuangan 1
c. Pengamanan atas Aset Negara 3
d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan 1
100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas
rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola w@ankur (nilai 4), dan optimum (nilai 5
Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masiaging karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Respon
menjadi rujukarpengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
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Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor Iealritas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk mas
masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tabel33. Skor Level Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas Klasifikasi Nilai | Interval Nilai
Rintisan 1 1,0 KNilai < 2,0
Berkembang 2 2,0>K\ilai < 3,0
Terdefinisi 3 3,0 KNilai < 4,0
Terkelola dan Terukur 4 4,0 4ilai < 4,5
Optimum 5 X4,5

Dari hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraBiPDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020/2
disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memenu
LI RF GAYy31lFd aGSNYSt2fl RFEY GSNHzZ dzZNE RSy3ly ail2N

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan
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2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 3,99 3,99 4,00 4,00 4,01
. Realisasi 3,99 3,99 4,14 4,47
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Gambar48. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan
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disarankan agar:

1. Untuk meningkatkarkualitas struktur dan proses, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan harus melakukan e
secara berkala dan berkelanjutan terhadap 5 (lima) unsur dalam komponen struktur dan proses, yaitu ling
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendaliaformasi dan komunikasi, dan pemantauan.

2. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Direktorat Jenderal Ketenag
harus melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk unsur pengamanan atas aset aige
keamanan fisik aset negara agar lebih diperhatikan dengan dikelola dengan baik.

2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sek
yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcc
upaya untuk mendapatkanhagill y3 £ S6AK oF Al ® {! YLt RASX¥aNSYS smagng
instansi, ini berarti secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau Kiner;ji
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melaporkannnya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan slstegan mekanisme semacam itu, memerluk
evaluasi dari pihak yang lebih independent agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akur
dan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementeriate &8k untuk
di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerie
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Salah satu yang menjadi latar belakang perlunya
evaluasi ats implementasi SAKIP pada unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM yaitu untuk mendoron
peningkatan kinerja Kementerian ESDM untuk secara konsisten dalam meningkatkan implementasy&AldiF
mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansirsgsuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan J
Menengah (RPJMN).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan de
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nisgafeformasi Birokrasi Nomor ¢
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Energi dan Sum
Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabibt:
Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Peraturan Inspektui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 533.K/74/IJN/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petun]
Pelaksanaan Evaluasi atas lempentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemet
Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Kelestalgan (Ditjien Ketenagalistrikan) Kementeri
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal
53.Pr/PW.03/1JN.1/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinew, meliputi Perencanaan Kinerj
Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan rincian sebagai be

Tabel34. Komponen Manajemen Kinerja dan Bobotnya

Komponen Bobot
Perencanaan Kinerja 30
Pengukuran Kinerja 30

Pelaporan Kinerja 15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100

Adapun kategori yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg&efatamasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

Tabel35. Kategori Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasakan Permen PANRB Nomor 88 T

No Angka Kategori Predikat

1 >90 s.d 100 AA Sangat Memuaskan
2 >80 s.d 90 A Memuaskan

3 >70s.d 80 BB Sangat Baik

4 >60s.d 70 B Baik

5 >50 s.d 60 CcC Cukup

6 >30 s.d 50 C Kurang

7 >0s.d 30 D Sangat Kurang

Dari hasil evaluasi at@mplementasi SAKIP, akan diberikan nilai yang biasanya juga disebut nilai SAKIP. Nilai SA
Ketenagalistrikan menjadi salah satu indikator kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Ta202202(k
itu di Kementerian ESDM dan Ditjen Kedgalistrikan.
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Target Kinerja Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan

83,05 83,25 83,45 83,65 83,85

Nilai SAKIP

2020 2021 2022 2023 2024
Tahun

Gambar9. Target Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun-2020 dalam Rencana Strategis Tahun 22@p4

Nilai yang diperoleiDitien Ketenagalistrikad S6 S& 1 NJ yo=cp F &Gl dz YIFIGS3I2NR !

merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingktjage
Ketenagalistrikandengan rincian sebagai berikut:

Tabel36. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerir

2021
Komponen Bobot Nilai Evaluasi
Perencanaan Kinerja 30 24,00
Pengukuran Kinerja 30 25,20
Pelaporan Kinerja 15 13,20
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 83,65

Terhadap rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 sesuai LF
240.Lap/PW.02/IR.I/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebagian tedahrditindaklanjuti. Adapun rekomendasi ha
Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 yang belum ditindaklanjuti adalah perbaikan pade

pengumpulan dan evaluasi data karena sampai dengan saat ini belum ada SOP mengenai perbaipersgaduic
pengumpulan dan evaluasi data.
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Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan
Dokumen Laporan Hasil Evaluasi

82,61 82,85 84,34 84,76 83,65

Nilai SAKIP

2017 2018 2019 2020 2021
Tahun

Gambar50. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mg¢enagalistrikan Tahun 2021 mengals
penurunan jika dibandingkan dengan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2
9@ fdzr &aA FGlF&a LYLXSYSydGlraa {! YLt ¢FKdzy HnuHA®EI Ald

Penurunan atas nilai Evaluasi AKIP Ditjen Ketenagalistrikan disebabkan oleh belum disusunnya manual
perbedaan sistem penilaian seiring dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

Berikut ini adalah rincian hasil evaluasi ABitien Ketenagalistrikan Tahun 2021 sesuai Permenpan RB Nomor 88
2021.

Tabel37. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 Berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Ta
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Komponen/Sub Komponen/Kriteria
1 | PERENCANAAN KINERJA
1a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
[ 10| Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang |
baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang
SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap
level secara logis, serta memperhatikan kinena bidang lain
(crosscutting) |
" 1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan '
hasil yang berkesinambungan ‘
| 2 [ PENGUKURAN KINERJA
"2.a  Pengukuran Kinena telah dilakukan
[2b] Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam [
mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
2¢ ‘ Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pembenan '

Reward dan Purishment, serta penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja yang efektif dan efisien

3 | PELAPORAN KINERJA

3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar |
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja sena upaya
perbakan/penyempurnaannya
3¢ Pelaporan Kinena telah memberikan dampak yang besar '
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
benkutnya
4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
"4a | Evaluasi Akuntabilitas K nerja Internal telah dilaksanakan
"4b Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah dilaksanakan |
secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
4c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi '
Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan
yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja

30,00 24,00
6.00 4,80
.00 7.20
15,00 12,00
" fao:pod 2520
6,00 3.60
9.00 8.10
15,00 13,50
15,00 13,20
3.00 2.40
4,50 4,05
7.50 8,75
25,00 | 21,25
5,00 4,50
7.50 8.75
12,50 10,00

Seluruh tindak lanjubasil evduasi AKIP yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan dik

Bab Tindak Lanjut Rekomendasi

oo ow

Ketenagalistrikan

Dokumen MonEyv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan

Dokumen MonEyv dan Risk Register Kinerja TriwulanamXgéenagalistrikan

Dokumen MonEyv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalis
Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengt

e. Dokumen MonEv dan Risk Register §m&riwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistr

SASARAN PROGRAM VI: TERWUJUDNYA
BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN
BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA UNTU
SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

{FaFrNIy LINRINIY L S5ANBTO2NI G
SNENASY Gl aA LIRFE [F&FYyLFY tNRARYF
kinerja, yaitu:

WSYRSNI £ Y

dzy G dz]
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{ dzo & &atu) AdKator
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1. IndeksReformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka memastikan pelaksar
berkesinambungan dari program dan kegiatan strategis Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM aBbs
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi BirokZG322!
yang menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia.

Reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai pextargkualitas pelayanan publik yang lebih be
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya
pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai sasandersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menydned MafReformasi Birokras
Tahun 2020- 2024 sebagai pedoman dan arah bagi para pengambil kebijakan/keputusan, program dan k
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnyataketlolder
sektor Ketenagaliskan serta meningkatkan kualitas kebijakan dan peneragand governancedi lingkungan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang
dalam program/kegiatan 8 (delapan) area perubahan

t SYOF LI ALY {l&aFNIYy &0NrdS3Iraa a¢SNBdz2zdzRyel . ANR{ NI
{dz0aS1 02N YSGSYIAIfAEAGNRA]TIYE &Fy3d RAdzl dzNJ RSy 3l y
berasal dari dari Pemilan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Birokrasi (PMPRB). Berdasarkan hasil penilaian ofeHP&nilai Internal Pusat Kementerian ESDM, capaian Pen
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahqr2@221sebagaimana dala
tabel di bawah ini:

Tabel38. CapaiarPenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

2021 2022
TARGET] CAPAIAN TARGET] CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan (Skala 100) Nilai 79,5 94,66 80,5 96,30

Capaian PMPRB Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun tahun 2021 hasil nilai Komponen Pemenuhan ac
dari nilai maksimum 14.60 atau sekitar 98.63%. Sedangkan nilai Komponen Reform adalah 19.96 dari nilai ir
21.70 atau ekitar 91.98%. Total keseluruhan nilai indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenaga
Tahun Anggaran 2021 adalah 34.36 dari nilai maksimum 36.30 atau sekitar 94.66%, sedangkan Hasil Reviu
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforniisokrasi (PMPRB) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Anggaran 2022 menghasilkan nilai Komponen Pemenuhan adalah 13,83 dari nilai maksimum 14,60 atau sekital
Sedangkan nilai Komponen Reform adalah 21,13 dari nilai maks2h ity atau sekitar 97,37%. Total keseluruhan r
indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2022 adalah 34,96
maksimum 36,30 atau sekitar 96,30%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel39. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Penilaian Bobot Nilai %
Pengungkit 36.30 34.96 96.30
I Pemenuhan 14.60 13.83 94.72
1 Manajemen Perubahan 2.00 1.85 92.50
2 Deregulasi Kebijakan 1.00 0.75 75.00
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 2.00 2.00 100.00
4 Penataan Tatalaksana 1.00 0.83 83.00
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5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1.40 1.20 85.71
6 Penguatan Akuntabilitas 2.50 2.50 100.00
7 Penguatan Pengawasan 2.20 2.20 100.00
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.50 2.50 100.00
Il Reform 21.70 21.13 97.37
Manajemen Perubahan 3.00 3.00 100.00

Deregulasi Kebijakan 2.00 2.00 100.00

Penataan dan Penguatan Organisasi 1.50 1.50 100.00
Penataan Tatalaksana 3.75 3.75 100.00

Penataan Sistem Manajemen SDM 2.00 1.65 82.50

Penguatan Akuntabilitas 3.75 3.53 94.13

Penguatan Pengawasan 1.95 1.95 100.00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.75 3.75 100.00

Ket : @rat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM nom663/PW.09/1JN.1/2022 tanggal 6 Juli 2022 hal Penga
Hasil Reviu PMPRB dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBMiregstat Jendera
Ketenagalistrikan

Perkembangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 8 (dela
perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Tim Penilai Internal KESDM Tahun 2021 s.d 2022 rexitap:
nilai 1.70%,berikut grafik target dan capaian reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawat

TARGET DAN CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

s TARGET CAPAIAN Linear (CAPAIAN)
94,66 96,3
79,5 80,5

2021 2022
Gambars1. Target dan Capaian Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
MANAJEMENBERUBAHAN

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reforma
Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta minds
pikir) dan cultureset (carierja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, berinte
sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin me
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

1. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai instansi pemerintah dalam melak
reformasi birokrasi

2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah yang semakin meningkat, khususnya dalam n
perkembangan zaman

3. Menurunnya resistensi terhadap perubahan
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4. Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap instansi pemerintah

Atas dasar hahal tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan Road Map Reformasi B
Direktorat Jenderal @lam SK Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 290.K/OT.04/DJL.1/2021 tentang Ro
Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun @@2@4 yang dijabarkan dalam Rencana K
Tahunan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kefainstrikan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja inst
pemerintah didukung oleh peran Agen Perubahan dalam melakukan inovasi kegiatan manajemen perubahe
rangka implementasi Core Values ASN BerAKHLAK. Hal tersebut dilakukan salah satunygedakgmmaan
pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam level individu dan level unit kerja sebaga
penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja dan sikap keteladanan dalam penerapan Core Values ASN, di
ditetapkannya KeputusaDirektur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral N
OTNOA®YKhECDANKSEW ®MKHAHH ¢Sydly3a tSR2YlLy tSy3akKlNBI
Ketenagalistrikan.

Setiap tahunnya, Direktorat Jendet&btenagalistrikan menyertakan pelatihan budaya kerja kepada perwakilar
Eselon Il secara bertahap. Pada tahun 2022, PPSDM Aparatur Kementerian ESDM telah menyelenggarakatr
Learning (OSL) ASN Gaya Baru untuk menginternalisasikan pemahamadrCemdafalues ASN BerAKHLAK. Terd
236 (dua ratus tiga puluh enam) pegawai atau sekitar 83% dari total keseluruhan pegawai Direktorat .
Ketenagalistrikan yang mengikuti pelatihan dimaksud. Terdapat 203 (dua ratus tiga) pegawai yang memparc
knowledge check pemahaman Core Values ASN dengan nilai antgrd(X) dimana hal ini menunjukkan bahv
mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengetahui Core Values ASN BerAKHLAK da
menjabarkan Indikator Perilakunya. Kegiataindilakukan oleh Kementerian ESDM sebagai persiapan kepada st
pegawai sebelum dilakukan Survey Budaya Kerja oleh Kementerian PAN dan RB pada bulan November 2022

JUMLAH PARTISPAN OS- ASN BERAKHLAK
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Mengikuti O, J—
236, 83% )

Tidak
Mengikuti O3,
50, 17%

Gambars2. Jumlah Partisipan OSL ASN-BIEHLAK Direktorat deeral Ketenagalistrikan

Capaian Skor Knowledge Check
OSL ASN BERAKHLAK

203

50
8 6 15

<55 56- 70 71- 85 86 - 100
Gambars3. Capaian Skd¢nowledge Ched®RSL ASN B&KHLAK
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DEREGULASI KEBIJAKAN

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang
menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, instansi pemerintah diharapkan dapat menir
efektivitas pengelolaan peraturan perundangdangan yang dikeluarkan. Target yang ingin dicapai melalui dere:
kebijakan antara lain:

1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundamgdangan yang dikeluarkan oleh instai
pemerintah;

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan pgéuran perundangindangan instansi pemerintah;

3. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

Hasil antara Reformasi Birokrasi pada aspek Deregulasi Kebijakan adalah Indeks Kualitas Kebijakan, yanc
pengukuran pada tingkat Kementerian. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diselenggarakan oleh
Administrasi Negara (PUSAKAN).Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan uji ku
kebijakan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturai
ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian SubsidiehagaTListrik untuk Rumah Tangga denq
nilai 83,88.

Adapun perbandingan hasil Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022 adal:
berikut:

Tabel40. Perbandingan Hasil Indeks Kualitas Kebijakiumdkungan Kementerian ESDM Tahun 2022

Aspek Penilaian Nilai
. : . .| Indeks
No Nama Kebijakan Agenda| Formulasi| Implementasi| Evaluasi .
Setting | Kebijakan  Kebijakan | Kebijakan | Joas
etting | Kebijaka ebijaka ebijaka Kebijakan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun
1. | 2019 tentangPengelolaan dan Pemanfaata; 13,57 18,79 25,23 22,45 80,03
Data Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun
2. 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan| 14,99 19,87 22,15 27,50 84,50

Pengeboran Eksplorasi Air Tanah
Peraturan Menteri ESDMomor 17 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahui 17,06 22,34 17,50 26,98 83,88
2016 tentang Mekanisme Pemberian Subs|
Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tanggg
Total Nilai IKK (rateata IKK seluruh sampel) 82,81

Sumber: Surat Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara nomor 7740/D.1.2
tanggal 22 Desember 2022 hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan 2022

Berdasarkan nilai rateata IKK seluruh sampel, didapat nilai IK¥ansi Kementerian ESDM Tahun 2022 sebesar €
dan termasuk dalam kategori penilaian Sangat Baik.

Adapun catatan hasil penilaian IKK Kementerian ESDM Tahun 2022 yang perlu ditindaklanjuti pada setiag
penyusunan kebijakan, antara lain:

1. Pada talapan agenda setting penyusunan kebijakan perlu terpenuhinya naskah analisis kebijakan, dok
rekomendasi kebijakamuick surveyerhadap suatu isu, dan dokumentasi lainnya terkait hasil pertemuan/ disl
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rapat/ FGD yang menjelaskan proses interalesigan stakeholdersebelum diterbitkannya kebijakan deng:
membuktikan mendesaknya diterbitkan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah

2. Pada tahapan formulasi kebijakan, penyusunan kebijakan perlu menerapkan regulatory impact anal
dan lajian yang menitikberatkan pada penerapavidence based polid¥EBP) serta menyiapkan kajian mani
maupun mempelajari opini atau kajian ilmiah yang terdapat pada media massa atau jurnal ilmiah
mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan

3. Padatahapan implementasi kebijakan penyusunan kebijakan perlu menerapkan uji coba (piloting) se
diterbitkan, komunikasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang variatif menjadi hal yang penting
kebijakan terbit

4. Pada tahapan evaluasi kebijakaeylp menjelaskan bagaimana proses penerimaan dampak dan kebermant
baik dari efektifitas dan efisiensi setelah kebijakan terbit, disertai dengan tindak lanjut perubahan ke depan

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Penataan dan penguatan organisasi bgran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi ins
pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas -masing sehingga tercipt
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatanisasi juga diarahkan unt
menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkar
berkurangnya jenjang organisasi.

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Menurunnya tumpangindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah

Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Terciptanya desain organisasi instansi pemerintah yang mendukung kinerja

Bekurangnya jenjang organisasi instansi penteh dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja

PN

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan evaluasi kelembagaan dan menyampaikan lapora
Kementerian ESDM c.q. Sekretariat Jenderal melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan |
2687/0T.01/SDL.4/2021 tanggab@sember 2021 tentang Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagall
Tahun 2021.

Tindaklanjut dari hasil evaluasi kelembagaan tersebut antara lain:
Sekretariat Direktorat Jeleral Ketenagalistrikan

1. Sesuai Kepmen ESDM nomor 2038 K/07/MEM&Q&ntang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sls
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM serta sesuai dengan usulan dari In
Jenderal, maka fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal dilaksanakan oleh-masing unit Edon | dan
berkedudukan pada Sekretariat Unit Utama

2. Sesuai dengan masukan dari unit pengelola data dan informasi pada maasigg Ditjen bahwa Unit Eselor
melaksanakan pengelolaan pengembangan aplikasi dan sistem informasi dengan persetujuan dani, Puesica
rapat menyepakati untuk mengusulkan fungsi pelaksanaan layanan teknologi informasi dan menyiapk
dukung untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB

3. Untuk menegaskan peran Pokja keuangan sebagai mitra pengawas dan auditor, maka fusagsikeuangar
didetailkan dengan penambahan frase pengelolaan hasil pengawasan (oleh auditor internal) dan pemerikse
auditor eksternal)

4. Fungsi urusan hukum sesuai dengan pembahasan terakhir dengan Kementerian PAN dan RB, yang t
penyusuna rancangan peraturan perundamugndangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbang
hukum dan penelaahan hukum, informasi hukum, dan advokasi hukum. Pelaksanaan advokasi hukum |
pada Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advdkagkdngan Kementerian Energi d
Sumber Daya Mineral
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5. Penambahan frase koordinasi pelaksanaan kerja sama yang melekat pada fungsi pelaksanaan hubungan n
dan pelayanan informasi publik disepakati oleh seluruh unit dan telah sesuai dengan amlanatRiapres 7¢
Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM Pasal 9 dan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Org:
Tata Kerja Kementerian ESDM Pasal 7 bahwa unit kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan ad
terkait kerja sama

6. Biro Orgarsasi dan Tata Laksana mengusulkan pemisahan fungsi pengelolaan kepegawaian, organis
laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fungsi pengelolaan urusan ketatausahaan, k
perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, sertaempsanaan pengadaan barang/jasa, deng
pertimbangan luasnya ruang lingkup dan kompetensi yang berbeda yang dibutuhkan untuk melaksanakai
fungsi tersebut. Oleh karena itu, maka pada RPermen ESDM dimaksud, jabatan struktural Bagian Umum h
mengelola urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, keprotokolan
perencanaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan
birokrasi akan dilaksanakan oleh jabatan fungsional

7. Bagiam Umum membawahi jabatan struktural Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sert
fungsional yang terkait kearsipan, tenaga Kesehatan, dan pengadaan barang/jasa

Direktorat Teknis

1. Cdzy3&A GLISyeAl LIy LISt | al y poinfpaddSighRusggi Rirekidrat) gihapub, dend
LISNIAYoly3aly YSYSyt!b RIYy w. o0FKgl adzRRIFK GSNXYI
1So0A2F 11y LISYoOAYIlIlIYSYS LISyYy3aSyRItAlIYyS RIEy LISy3alsgla

2. YSYSyt! b RFEY w. YSyeSidzdey | WSy FdyNadzak: vy TSyt Tiamesiand
Direktorat teknis

PENATAAN TATALAKSANA

Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur ke
masingmasing instansi pemerintah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pem:
Berbasis Elektronik (SPBENg akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplika
keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi infoasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintaha
instansi pemerintah

2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisi
infrastruktur, dan aplikasi secara nasional

3. Meningkatnya efektiitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan

4. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah

Untuk mewujudkan hahal tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan prose:
dan prosedur kerja di instansi pemerintah. Direktio Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun peta proses bis
lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang ditetap dalam Surat Keputusan Direktur .
Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.92/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Blilgktoeral Ketenagalistrikan.

Dalam hal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Kementerian ESDM telah menerbitkan Kepmen ESD
1927K/03/MEM/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komu
Lingkungan Kemeatian ESDM, dan untuk melakukan percepatan digitalisasi, Kementerian ESDM telah men:
Kepmen ESDM nomor 780.K/HK.02/SJN.D/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Digitalisasi Kementer
Digitalisasi di lingkungan Kementerian ESDM diarahkan padagproanajemen internal, percepatan pelaporan d
dan informasi dengan prinsip single source of truth (SSOT), secara peningkatan kualitas pelayanan publik. P
manajemen internal, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menggunakan aplikasTRRA$DM yang berisi s
aplikasi persuratan dinas, pelatihan, sppd online, peminjaman ruang rapat online, dan sedang dikembangkan-
kinerja organisasi dan individual yang teringrasi. Pada aspek pelayanan publik, dari 26 (dua puluh enam) p
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publik di lingkungan Kementerian ESDM, terdapat 22 (dua puluh dua) layanan publik yang memiliki kanal pt
secara digital dan 4 (empat) layanan publik yang mash manual sedang dilakukan percepatan untuk dapat ¢
secara online.

MANAJEMEN SDM

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatt
masingmasing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kom|
transparan, serta memperoleh gaji dan bekjaminan kesejahteraan yang sepadan.

Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada massmg instansi pemerintah
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada m@singy instansi pemerintat
Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masimgsing instansi pemerintah

Meningkatnya efektivitas manajemen sdm aparatur pada masiaging instasi pemerintah

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masiaging instansi pemerintah

aorwONPE

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekruitmen dan promosi .
berbasis kompetensi, Direktorat Jenderal Ketenatyiden telah melakukan assessment kompetensi kepada
(serratus empat puluh empat) pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Hasil as
tersebut telah dijadikan dasar promosi dan mutasi pegawai di lingkungan DireB&srderal Ketenagalistrikan.

Selain itu, sesuai dengan amanat Menteri PAN dan RB dalam surat nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 1t
2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, Direktorat Jenderal Ketenagalistri
melaksaakan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional, antara lain jabatan fungsional Analis SDM A
Penerjemah, Analis Kebijakan, dan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan.

Untuk memastikan aparatur sipil negara yang berkualitas, Direktorat Jenderal al§atistrikan melaksanaka
pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan capaian tahun 2022&&lidsdau kategori tinggi,
capaian IP ASN Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IP ASN di Tahun 2021 sebesar 84
penurunannya tidak terlalu signifikan yan?22%, berikut gambar Capaian IP ASN Tahun-2022 Direktorat Jendere
Ketenagalistrikan di bawah ini:

Indeks Profesionalitas (IP) ASN
Ditjen Ketenagalistrikan
90,00 - 120,00%
88,00 o\./o - 108,00% &
86,00 L 96,00% ‘T
3 84,00 L 84,00% §
< 82,00 - 72,00% o
2 80,00 L 60,00% &
IS 78,00 L 48,00% ‘g
z 76,00 L 36,00% ©
74,00 L 24,00% &
72,00 . L 12,00%
70,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 74,00 85,00 76,00 77,00 78,00
s Realisasi 73,04 81,11 84,36 83,14
=@ Persentase Capaign 109,61% 99,25% 109,39%
Tahun

Gambarb4. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jendetahagalistrikan
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Kedala dalam pengukuran IP ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 yakni pada Dimensi K
yang indikatornya Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, dimana terdapat beberapa pega
belummengikuti diklat tersebut.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan penilaian kinerja individu sesuai dengan Permen ESDM
Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENGUATAN AKUNTIABAS

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerj.
Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini antara lain:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadaprjandibandingkan sekedar kerja rutinite
semata

2. Meningkatnya kemampuan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja organisasi

3. Meningkatnya kemampuan instansi pemerintah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai
organisasi

4. Meningkatnya efetivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan Rencana Strategis Tahuig 2028 dengan peran da
keterlibatan pimpinan serta menetapkan Perjanjian Kinerja tiap tahun beserta RiskteReg. Telah dilakuka
evaluasi atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahun yang dituangkan dalam ¢
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Telah dilakukan pengembangan kompetensi pejabat ft
Perercana dalam bentuk tugas belajar, pelatihan SAKIP dan pelatihan teknis jabatan fungsional Perencal
sertifikasi ahli manajemen risiko. Telah dilakukan pemberian penghargaan kepada unit kerja Eselon 1l dengau
kinerja terbaik melalui penghargga ¢ DI G NRA 1 ! 6 NRE @

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan be
pada masingnasing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnyakepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh mraasigg instans
pemerintah

2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masiaging instansi pemerintah

3. Meningkatkan sistem integritas di instansi pemerintah dalam upayeegahan KKN

Dalam rangka peningkatan pengawasan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah membentuk tim Unit Peng
Gratifikasi (UPG) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Keputusan Direktur .
Ketenagalistrikan noor 589.K/PW.09/DJL.1/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Je
Ketenagalistrikan Nomor 399.K/TL.01/DJL.1/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat <
Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan dan pelapatifikasi, UPG Direktorat Jendel
Ketenagalistrikan berpedoman pada SOP Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Direktorat
Ketenagalistrikan dan SOP Laporan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalist
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara berkala melaksanakan monev atas kepatuhan anti gratifikasi di lir
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. UPG Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah melaksanakan ¢
Anti Gratifikasi, Bemran Kepentingan, dan Whistle Blowing System pada tanggal 25 April 2022 kepada seluruh
dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan identifikasi peteénsn kepentingar
terhadap 11 (sebelas) jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu:
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Pimpinan Tinggi Mady@Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Pimpinan Tinggi PratanggSesditjen Ketenagalistrikan

Pimpinan Tinggiratamac Dirpro Ketenagalistrikan

Pimpinan Tinggi PratanggDirbinus Ketenagalistrikan

Pimpinan Tinggi PratangDirtek Ketenagalistrikan

Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator Keuangan

Analis Kebijakan Ahli Madya selaku KoordinagreRcanaan Transmisi

Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan
. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya selaku Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan
10. PPNS Ketenagalistrikan

11. PPK Setditjen Ketenagatikan

CoNoOhrWDE

Identifikasi benturan kepentingan tersebut diikuti dengan pelaksanaan Sosialisasi Identifikasi Benturan Kepen
lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat
Ketenagalisikan. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan a
dari Inspektur Jenderal Ketenagalistrikan melalui surat nordk2 I6/PW.04/1IN.V/2022 tanggal 9 Desember 2022
Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepiegan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Terdapat 2 (dua) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah mendapat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu Direktorat Pembinaan Pengusahaan Keteikagadan Direktorat Teknik da
Lingkungan Ketenagalistrikan. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan predikat WBK te
(dua) unit tersebut oleh Tim Penilai Instansi (TPI) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan didapahivaskedua
unit tersebut masih layak mendapatkan predikat WBK, sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat .
Ketenagalistrikan nomor-B496/PW.04/SDL.4/2022 tanggal 29 November 2022 hal Penyampaian Berita Acar
Evaluasi Tim Penilai Internalldan rangka Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Predikat WBK Unit Kerja di Ling
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan penguatan pengawasan dalam mewujudkan organisasi yang bersih d
KKN,dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara, efektivitas keuangan Neg
mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penyampaian Laporan Harta k
Penyelenggara Negara (LHKPN) 100% vyang telah menyampaik@rg terdiri dari Pejaba
Pengguna/Pengelola/Pengeluaran anggaran. Juga dalam meningkatkat kualitas pengawasan terkait pe
masyarakat, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan upaya berbagi informasi secara produkti
melakukan sosialisakepada masyarakat melalui website, media sosial, dan berbagai webinar untuk memz
masyarakat bisa melakukan pengaduan pelayanan ketenagalistrikan.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk menitkgkakualitas pelayanan publik pada masingsing
instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui pr
antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih atda@nlebih mudah dijangkau) pac
instansi pemerintah

2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada
pemerintah

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik siefpnmaging
instansi pemerintah

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, Direktorat
Ketenaglistrikan terus berupaya meningkatan serta melakukan perbaikan layanan di Direktorat J
Ketenagalisikan, baik berupa perbaikan sarana dan prasaran layanan maupun digitalisasi layanan. Pada tah
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memperbaharui Maklumat Pelayanan. Selain itu, dalam rangk.
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pengendalian mutu pelayanan publik agar pelagn diberikan sesuai dengan standar pelayanan, maka ditetapki
Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 492.K/OT.04/DJL.1/2022 tentang Kebijakan Pe
Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Direktyedt Kistedagalistrikan
Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Penerima
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM serta sesuai dengan hasil evaluasi standar pelayana
lingkungan Dektorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Ketenagal
Nomor 412 .K/KP.07/DJL.1/2021 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenag
maka ditetapkanlah Keputusan Direktunderal Ketenagalistrikan nomor 681.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peruk
atas Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2021 tentang Standar pelayan
di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2022Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan beberapa penghargaan di bidang pel:
publik, antara lain turut serta dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja F
Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2022 yang rdjgal@akan oleh Kementerian Investasi/BKPM, sehir
Kementerian ESDM mendapatkan penghargaan dengan Kategori Kementerian/Lembaga Terbaik Kedua
Layanan Investasi Tahun 2022. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga mendapatkan penghargaamild!
Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP) pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 1
Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evalt
Penyelenggaraan Pelayanan Rkibi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Direktorat Je
Ketenagalistrikan menduduki peringkat 8 Terbaik dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,56 dengan k
Dalam penilaian yang sama, Direktorat Jenderal Ketenagalistjilgan mendapatkan penghargaan sebagai
t SyeStSy3a3aIr Ny tStrelyly tdzofA]l YIFGSIA2NR at Stl ety
standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementeric
mendapatkan peringkat 5 Terbaik dengan perolehan skor sebesar 91,01 dan masuk kategori Zona Hijau (Bai
Kementerian dan 14 Lembaga yang dilakukan penilaian.

Pengelolaan pengaduan secara Cepat, Cermat dan Produktif telah dibuktikan dengan bexpaigai pelaksanaa
pengaduan sesuai dengan Service Level Guarantee (SLG), adapun maklumat dalam pelayanan pengaduan |
5ANB1G2NI G WSYRSNIt YSGSylFr3artAraagNAR]lry &aSol3aFA o685
berkelanjutan sesualengan rencana aksi yang telah kami susun sehingga kami dapat lebih meningkatkan pent
pengaduan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan menjadi bahan perbaikan pelayanal
YIEal @Fy3 1ty REGEY3ED

SASARAN PROGRAM VIOC(RGANISASI DITJEN
KETENAGALISTRIKAN YANG FIT DAN SDM
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1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedom:
Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Peméitingddsudkan untuk dijadikan landas:
bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan strul
proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi F
mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kele
dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahi
Direktorat Jenderal Ketenagdtikan telah melaksanakan 2 (dua) kali Evaluasi Kelembagaan dan telah menyan
Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan pada tahun 2018 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketena
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nomor 2344/08/SDL.4/2018 tanggal 26 September 2018, dahEaaluasi Kelembagaan pada tahun 2021 melalui <
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan NoB@R687/0T.0¥SDL.42021 tanggal 6 Desember 2021.

Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 75,22 termasuk pada peringkat kompogitiP mencerminkan
bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang a
mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika peri
lingkungan eksteral organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan min
dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Hasil penilaian mandiri evaluasi kelembagaan Direktdeaderal Ketenagalistrikan pada tahun 2019 dan tahun
mengacu kepada nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Direktorat
Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metodeapdagsioner dar
Focus Group Discussion yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit di lingkungan Direktorat .
Ketenagalistrikan.

a. Pengisian kuesioner on desk
Kuesioner penilaian evaluasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Penyiape
isian kuesioner dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Omgsirisin Tata Laksana di lingkunc
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan memperhatikan bukti kegiatan, dokumen, dal
dukung lainnya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

b. Focus Group Discussion
Finalisasi pembahasan dilalark melalui Focus Group Discussion dengan seluruh unit di lingkt
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh pejabat fungsional Koordinator dari+r
masing unit guna mendapatkan masukan, pandangan, informasi, dan data dukung tambéadagin
pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikiattikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu dime
struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dishgnoses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi se
berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisas
ketiga dimensi tersebut diufkan di bawabh ini.

a. Sub Dimensi Kompleksitas
Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (di
labor). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beray
tugas dan fugsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan
tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan kc
kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unitit yang ada sehingga apimpinan bisa memastika
bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahantuggs merujuk pada 3 (tige
hal, yaitu:
i. Diferensiasi horizontal
Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugagms dalam struktuinorizontal antar uni
unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pend
keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipi
diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pasau daerah, urusan Pemerintahe
yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas org
Sejalan dengan visi dan misi Presiden RI tentang penyederhanaan birokrasi, Kementeria
telah menerbitkan Peraturan Menteri BS! Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Kerja Kementerian ESDM. Dalam Peraturan dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenaga
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terdiri dari 4 (empat) unit Eselon I, 1 (satu) jabatan Administrator, dan 1 (satu) ja
Pengawas. Artinya, apadildibandingkan dengan ketentuan organisasi dalam Perat
sebelumnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan penyederhaan org
dengan memangkas 18 (delapan belas) jabatan Administrator dan 41 (empat puluh
jabatan Pengawas. Untukemastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh jab
fungsional, maka Kementerian ESDM menerbitkan Kepmen ESDM nomor 241.K/73/ME!
tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator untuk Melaksanakan Tugas dan
Organisasi di Lingkuag Kementerian ESDM dan Kepmen ESDM nomor 241.K/73/MEM,
tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Kementerian [
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menindaklanjuti amanat dimaksud de
melakukan penataan organisasirdpengaturan tugas jabatan fungsional dengan menetag
Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 381.K/OT.01/DJL.1/2022 te
Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Ling
Direktorat Jenderal Ketenaligtrikan.
ii. Diferensiasi vertikal
Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hier
dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi ¢
komunikasi darmanajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan ser
besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali
seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit orgaaigpdi
atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan
pengawasan.Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, Kemer
ESDM telah melakukan penyederhanaan organisasi menjadi 2 level dengan nieme
beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian
yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi di
Kerja Kementerian ESDBka dikaitkan dengan diferensiasi vertikal, kisghierarki organisas
pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tidak tinggi sehingga kompleksitasnya pun |
namun semakin besar rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.
iii. Diferensiasi spasial
Diferensiasi spasial merujuk pada tempat keckahy fasilitas, dan penyebaran unit organis
secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilita
penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas or
tersebut. Diferensiasi spasial emupakan pertimbangan penting dalam penyelenggar:
Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerin
ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang ter
Diferensiasi spasial ganisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan rendah karena selurul
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkedudukan di ibukota negara.
b. Sub Dimensi Formalisasi
Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana ateafuran, prosedur, instruksi, dan komikasi
dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan
yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsis
seragam serta mengurangi kesalaHasalahan yang tidagerlu terjadi. Selain itu, formalisasi ak:
mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk ata
Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melaki
aturan, prosedurinstruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Pembentukan organisasi Dire
Jenderal Ketenagalistrikan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021
Kementerian ESDM. Adapun struktur organisasi dan tugas fungsi yang lebih diti#i dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeria
Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan org
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Norb6 Tahun 2020 tentang Rencana Strate
Kementerian ESDM Tahun 202R024. Untuk memastikan bahwa kegiatan dan tugas fungsi orgar
dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka telah ditetapkan Keputusan [
Jenderal Ketenagatitkan nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Dire
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Jenderal Ketenagalistrikan, yang merangkum proses inti, proses lainnya, dan proses per
menjadi satu kesatuan proses dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain ituppetal@vel n
dapat menjadi acuan penyusunan program/kegiatan tahunan organisasi Direktorat Je
Ketenagalistrikan. Dalam  rangka pelayanan kepada  masyarakat, badan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya, Direktorat aéi
Ketenagalistrikan telah menetapkan Standar Pelayanan Publik terhadap 26 (dua puluh enam)
dalam Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2021 tentang
Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketéstai@n dan Keputusan Direktur Jende
Ketenagalistrikan Nomor 681.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Perubahan atas Keputusan [
Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 412.K/KP.07/DJL.1/2022 tentang Standar Pelayanan P
Lingkungan Direktorat Jenderalteagalistrikan.

c. Sub Dimensi Sentralisasi
Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keplamansan
organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tir
pengkonsentrasian kelasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksits
menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin ge
dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sehtrddipat
mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sen
adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit orc
tingkat bawah yang berada dekat dengan masyardRetentralisasi menciptakan banyak spesiali:
atau kekhususarstruktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagali
pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan k
berada pala JPT Pratamdalam hal pengambilan keputusan, setiap tingkatan manajemen s
memiliki porsi masingmasing. namun dalam kondisi tertentu dapat dimungkinkan untuk menga
alih kewenangan manajemen yang lebih tinggi, antara lain Keputusan yang thestsiftegis
ditetapkan/diatur oleh Menteri ESDM, seperti Permen ESDM bidang Ketenagalistrikan, Permet
terkait OTK dan Renstra, dan lain sebagainya. Keputusan yang bersifat taktis dan manajerial ¢
ketenagalistrikan ditetapkan oleh Pimpinan niyladya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, sep
Penunjukkan Koordinator dan Sub Koordinator, Standar Pelayanan, Pembentukkan Tim k
lingkup Ditjen Ketenagalistrikan, dan lain sebagainya. Pimpinan Tinggi Pratama menanda
dokumen kebijakaryang bersifat teknis operasional, antara lain Standar Operasional Prosedur
Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja Pegawai, dan swrat kedinasan. Untuk pendelegasi
wewenang di bidang Kepegawaian, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berpedkepada
Keputusan Menteri ESDM Nomor 6169 K/70/MEM/2016 tentang Pendelegasian Wewenar
Mandat di Bidang Kepegawaian.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (alignment), tafgdwelotance)
dan kepatuhan (compliance), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.
kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Keselarasan (Alignment)
Keselarasan (alignment) antasérategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. St
organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses orgar
dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan prosesasil
dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesua
visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis orga
dalam implementasinya proses organisasi juga haresiiliki keselarasan dengan struktur organisi
Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 682.K/OT.02/DJL
tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta pembagian tugas
fungsional yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nc
381.K/OT.01/DJL.1/2022 tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator .
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Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dapat dikatakan bahwa
cascading kegiatan, pembagian tugas, serta penyusunan sasaran kinerja pegawai telah selar:
dengan sasaran strategis organisasi.
Sub Dimensi Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance)
Tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliancayydimaksudkan untuk memastikan apak
seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan perar
dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh penge
dan pelaksanaan kepusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (goverr
yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian)
kewajaran (fairness). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidakdgagahkan
dengan aspek kepatuhan (compliance), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersi
dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketent
regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun ekatelPenyusunan organisasi dan tata kerjs
lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 20
Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Direktorat
KetenagalistrikanKementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai perant
masing unsur organisasi, peran masimgsing unsur, adalah sebagai berikut:
i. Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementeriar
ii. Direktorat Jenderal sebaf) unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggar
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
iii. Lebih lanjut, peran dan tugas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dijabarkan ke dalan
dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perpres 97 Tabaa tentang Kementerian ESC
serta Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kem
ESDM.
Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses
Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam pé&iap:
proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perul
lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan.
kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evalw®si inovasi secara berkelanjute
terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan
untuk menciptakan rangkaian nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan orgabaasi.
memenuhi Subdimensi Perbaik®noses, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanak:
i. Menindaklanjuti perubahan kebijakan Nasional terkait penyederhanaan Birokrasi, d¢
memangkas jumlah jabatan Administrasi serta menerbitkan Permen ESDM Nomor 15
2021 tentang Organisadan Tata Kerja Kementerian ESDM
ii. Evaluasi Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan mengacu
Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementeria
Tahun 202Q@; 2024 serta Keputusan Menteri ESINmor 201.K/HK.1/MEM.S/2021 tentar
Peta Proses Bisnis Level 0 dan 1 Kementerian ESDM
iii. Evaluasi Standar Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Noi
Tahun 2022 tentang Jenis dan tarif PNBP di Lingkungan Kementerian ESDM
iv. Evaluasi RUR. dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang selaras dengan RUKN
Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Penetapan RUPTL
(Persero)
v. Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada sebagian unit kerja, antara lain Pokja kil
Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sub Dimensi Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas
dan diikuti oleh penerapan sumber daya yaegkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalke
memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntul
Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian
organisasiDalam memenuhi sadimensi manajemen risiko ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistr
berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2018
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Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Min
Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyeleng:
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KESDM. Dalam penilaian maturitas SF
2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh nilai 4,00 dettgéin& 3 2 NJ&A  Bélanl
itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun risk register atas program/kegiatan |
Dalam dokumen risk register tersebut, Risiko utama organisasi telah diidentifikasi, dipetakan,
dan disusun mitigasigiko. Pelaporan keuangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah diler
dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Dari sisi pengembangan sumber daya r
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyertakan pelatihan dan seritdikiasanajemen risikc
CRMO sebanyak 46 (empat puluh enam) PNS dan siap untuk diberdayakan sebagai Tim Se
Kelola Internal, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagal
Reformasi Birokrasi telah berjalan agkbaik, khususnya dalam penerapan zona integritas sek
miniatur Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dari 3 (tiga)
Kerja yang menangani pelayanan publik, terdapat 2 (dua) Satuan Kerja yang mendapatkan |
Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam mer
pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan te
informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, mem
adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integras
interoperabilitas. Kementerian ESDM telah menetapkan tata kelola teknafogiriasi dalam Kepme!
ESDM Nomor 1927K/03/MEM/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Te
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian EEIxgktorat Jenderal Ketenagalistrike
telah menggunakan teknologi informasi antara lairdpaata persuratan dinas (aplikasi NADIN
pelayanan publik (aplikasi SI UJANG GATRIK, AMPERE GATRIK, Perpus Gatrik, Perizinan ES
BKPM), serta website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Berdasarkan konsensus hasil pembahasan kuesievaluasi kelembagaan, target dan realisasi indikator nilai eva
kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagaimana dalam tabel di bawabh ini.

Tabel41. Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jend€esdénagalistrikan

Indikator Kinerja Satuan Capaian 2022 Persentase
: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Target| Capaian Capaian
Nilai Evaluasi Kelembagaan Nilai 75,22 75,22 75,22 79,22 | 79,00 79,22 10028

Pada tahun 2021 Direktorat Jendekatenagalistrikan kembali melakukan evaluasi mandiri pada tingkat unit Es
sesuai dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai Permen PANRB tersebut, Direktorat
Ketenagalistrikan melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai dasar dalam nadéknpenenyesuaikan, da
menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang adaptif dan sesuai dengan lingkungan strategisnya. Has
kelembagaan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam melakukan penataan organisa
penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, serta penguatan struktur organisasi.

Sesuai Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi F
menyebutkan bahwa penilaian evaluasi kelembagaan minimal dilak@kaahun sekali. Sehingga hasil evalt
kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022 masih menggunakan hasil evaluasi kelembag:
2021 sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Non
2687/0T01/SDL.4/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan Direktors
Ketenagalistrikan. Dalam surat tersebut, diperoleh hasil evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenag
dengan nilai 79,22 dan Peringkat Kaosit P4.

Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sebelum
tahun 2020 dengan nilai 75,22 menjadi 79,22. Kenaikan nilai evaluasi kelembagaan tersebut berada pada |
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Komposit P4 yangmencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi Direktorat Jenderal Ketenagal
dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada saat ini dinilai mampu mengakomodir kel
internal organisasi dan mampu beradaptasih@dap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Ne
struktur dan proses organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan masih memiliki beberapa kelemahan mi
dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakagpangjrbersifat marjinal.

Adapun rincian peningkatan penilaian evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tat
dibanding hasil penilaian tahun 2018 antara lain:

Tabeld2. Peningkatan Penilaian Evaluasidfhbagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022 Dibandingkan H

Penilaian Tahun 2018

No Dimensi/Subdimensi Uraian Pe.rbaikan Penataan Organisasi
Evaluasi Kelembagaan Tahun 2021
1. Struktur/Kompleksitas | Dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi da
Terdapat indikasi bahwg Kerja Kementerian ESDM, terdapat tumpang tindih antara bebe
desain organisasi yang, Subdirektorat di lingkungan Ditpro Ketenagalistrikan dengan Be
ada bersifat kompleks | Rencana dan lp@ran Setditien Ketenagalistrikan. Terkait hal tersek
telah dilakukan penyempurnaan tugas fungsi dalam Permen ESDM N
15 Tahun 2021, dimana fungsi data dan informasi ketenagalist
dilakukan oleh masinrgasing unit. Pokja Rencana dan Laporan rsyai
mengkoordinasikan data dan informasi kinerja. Tim kerja Data
Informasi Ketenagalistrikan di lingkungan Ditpro Ketenagalistr
berubah menjadi Tim Kerja Evaluasi Pembangunan Infrastr
Penyediaan Tenaga Listrik, mengingat amanat Direktorat elah
Ketenagalistrikan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 te
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Pera
Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pera
Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemuizan
Infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Struktur/Kompleksitas | Dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi da
Terdapat indikasi adany{ Kerja Kementerian ESDMugas dan fungsi di Direktorat Jendel
tingkatan unit organisasi| Ketenagalistrikan telah disusun secara spesifik, sesuai dengan spes
yang ada tugas dan | masingmasing unsur organisasi, yang terdiri dari perencan:
fungsinya bersifat spesifi pengusahaan, keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan. Dalan
penyederfanaan birokrasi, pelaksanaan tugas fungsi utama tersi
dilakukan oleh Jabatan Fungsional yang spesifik, yaitu Perencana,
Kebijakan, dan Inspektur Ketenagalistrikan.
3. Struktur/Kompleksitas | Telah dilaksanakan rekomendasi evaluasi kelembagaan tahun
Nomenklatur unit dimana diperlukan unit/tim kerja yang menangani masa
organisasi yang ada sag keorganisasian. Selain itu perlunya pembentukan Subbagian Tata |
ini perlu dissuaikan | pada masingnasing Direktorat teh ditindaklanjuti dengan usula
dengan tugas dan pembentukkan Subbagian TU Direktorat melalui surat Sekre
fungsinya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan nomorlB/8/OT.01/SDL.4/202
tanggal 25 Juli 2022.
Selain itu, sejalan dengan filosofi penyederhanaan birokrasi me
spesialisasi tugas fungsi dan profesionalitas, maka dilakukan pengi
terhadap fungsi kehumasan, pengendalian internal, dan manaje
risiko.
4, Struktur/Formalisasi | Tugas dan fungsi Ditjen Ketenagalistrikan dalam Perpres Nomor 97 -
Tugas dan fungsi unit | 2021 tentang Kementerian ESDM dan Permen ESDM Nomor 15 °
organisasi yang ada sag 2021 tentang OTK Kementerian ESDM, serta Uralagsi JPT telah sest
ini perlu dirumuskan | dengan Renstra dan IKU Ditjen Ketenagalistrikan
secara jelas sesuai
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dengan strategi
organisasi dalam
peraturan tentang
organisasi dan tata kerja
5. Proses/Keselarasan | Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalist
Seluruh sasaran strategi homor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direl
organisasi, dari tingkatar| Jenderal Ketenagalistrikan, maka proses dan kegiatan dalam orga
manajemen tertinggi | telah seluruhnya mempunyai keterkaitan dengan vési thisi organisasi
sampai menengah ke | Selain itu, sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 6
bawah mempunyai | 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai, maka seluruh sg
keterkaitan dengan visi | kinerja dari JPT hingga jabatan pelaksana telah seluruhnya selaras ¢
dan misi organisasi | rencana strategis orgarasi
6. | Proses/Manajemen Risik Pada evaluasi kelembagaan sebelumnya, Kementerian ESDM
Organisasi telah memilik memiliki ketentuan terkait manajemen risiko. Penerapan sisl
kebijakan manajemen | pengendalian internal juga belum madai. Pada tahun 2022, terdap
risiko yang memadai | pedoman sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian E
dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan peme
risiko organisasi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan,
penilaian maitiritas SPIP

Penilaian evaluasi kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disupervisid an dilaporkan kepada S
Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM untuk dilakukan pemeriksaan dan val
menjadi dukunga terhadap evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM. Dalam Permen PAN dan RB Nomor
2018 juga dijelaskan bahwa untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakt
instansi pemerintah dilakukan verifikasi. Kegiatan ikex#i dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan
disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian PAN dan RB. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut men
akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintahdflakgkan instansi pemerintah. Dept
yang membidangi kelembagaan pada Kementerian PAN dan RB melakukan monitoring dan verifikasi -
pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

2. Indeks Profesionalitas ASN Ditj¢atenagalistrikan

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka disusun k
kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenac
Indikabor kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Si
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas rd&dhrken kesesuaia
kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya
Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikar
pelayanpublik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Kekopgnamen
Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi kualifikasi
Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai ¢mgjeéartinggi sampa
jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.

2. Dimensi kompetensi

Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu
kepemimpinan, fungsionakeknis, dan seminar. Pengukuran dimensi kompetensi dihitung melalui kegiatan pend
dan pelatihan, meliputi (i) diklat kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bag
struktural sesuai dengan jenjang jabatannya; (Kjadifungsional bagi pejabat fungsional, seperti diklat pembentu
bagi pegawai yang baru diangkat ke dalam jabatan fungsional, diklat fungsional penjenjangan dan uji kor
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sebagai dasar kenaikan jenjang pejabat fungsional; (iii) pemenuhan dik{du2@uluh) jam pelajaran bagi selur
pegawai sesuai dengan bidang tugasnya pada tahun berjalan, serta (iv) mengikutsertakan pegawai pada
seminar sesuai bidang keahliannya yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir.

3. Dimensi kinerja
Merupakan indiator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran
pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.

Dalam dimensi kinerja, masih banyak pekerjaan rumah yang hdrsslesaikan olehDirektorat Jendera
Ketenagalistrikandiantaranya masih dikembangkannya aplikasi kinerja individu pada platform Ngantor, yang ni
akan terintegrasi dengan kinerja organisasi dan SIPEG KESDM, serta penilaian kinerja indivitlunyamenipedi dasau
pemberian tunjangan kinerja pegawai.

4. Dimensi disiplin

Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Apabila pegawai
hukuman disiplin, akan dihitung selama 5 (lima) tahun terakhir. Bobot rdimdisiplin adalah 5% dari 100% n
profesionalitas.

Adapun target dan realisasi indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai berikut:

Indeks Profesionalitas (IP) ASN
Ditjen Ketenagalistrikan

90,00 - 120,00% &
85,00 - 108,00% g
80,00 o= - 96,00% 2
75,00 L 84,00% <
3 70,00 - 72,00% S
< 65,00 - 60,00% £
o 60,00 L 48,000 ©
55,00 L 36,00% §
50,00 L 24,00% £
45,00 ] - 12,00%
40,00 : . . _ 0,00 2
Triwulan | Triwulan 11 Triwulan Il Triwulan IV o

Target Tahunan 76,00 76,00 76,00 76,00

mmmmm Realisasi Kumulatif 72,72 76,45 46,48 83,14

=@ Persentase Capaian Kumulgtif 95,68% 100,59% 61,16% 109,39%
Triwulan

Gambarbsh. Target, Realisasi, dan Persentase Capaideks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022
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Indeks Profesionalitas (IP) ASN
Ditjen Ketenagalistrikan
90,00 - 120,00%
88,00 .\./. - 108,00% £
86,00 - 96,00% ‘S
84,00 L 84,00%
z 82,00 L 72,00% §
< 80,00 - 60,00% £
& 78,00 - 48,00% G
76,00 - 36,000 9
74,00 L 24,00% &
72,00 . - 12,00%
70,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 74,00 85,00 76,00 77,00 78,00
. Realisasi 73,04 81,11 84,36 83,14
=@ Persentase Capaign 109,61% 99,25% 109,39%
Tahun

Gambars6. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan

Pada tahun 2022, terdapat perubahan metode pengukuran dari IP ASN di lingkungan Kementerian ESDM,
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikarang sebelumnya menggunakan pengukuran manual, lalu pada tahun
pengukuran dilakukan melalui validasi dg@da modul SIPEG pada Platform NGANTOR B&Eibihi menyebabkatr
terdapat penurunan pada pencapaian nilai IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan baik secara triwulan ataupun tahur

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka targeget pengembangan SDM yang kliu melaluilP ASN Ditjer
Ketenagalistrikamdalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar

2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, melipuliefidatimpinan bag
pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi
pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada semimar sesuai bidan
keahliannya

3. Peningkatarkinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Ni

4. Peningkatan disiplin pegawai

Apabila dibandingan dengan unit kerja Eselon | lainnya di lingkungan Kementerian ESDM, IP AS
Ketenagalistrikaiahun 2022 sudah di atas nilai IP ASN Kementerian ESDM dan masih masuk dalam kategoil
Perhatikan gambar di bawah ini.

Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM Tahun 2022

’ Jumlah " 1 o Nilai IP .

No Unit Pogawal Kualifikasi|Kompetensi| Kinerja | Disiplin ASN Kategori
1|Sekretariat Jenderal 655 14.61 35.26 26.29 5.00 81.17 Tinggi
2|Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 644 15.39 34.35 26.37 4,97 81.08 Tinggi
3|Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 266 15.38 37.47 25.38 4,91 83.14 Tinggi
4|Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 1172 15.20 36.98 23.80 4.99 80.97 | Sedang
5|Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konsery 354 15.94 36.49 25.20 5.00 82.62 Tinggi
6|Inspektorat Jenderal 178 15.33 36.49 26.91 5.00 83.74 Tinggi
7|Badan Geologi 954 12.83 37.68 25.06 4,94 80.52 | Sedang
8|Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energidan| 619 14.80 37.29 26.11 4.89 83.09 Tinggi
9|Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 90 16.06 38.50 24.56 5.00 84.11 Tinggi
10(Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) 173 15.99 38.09 25.98 5.00 85.06 Tinggi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5105 14.77 36.66 25.32 4.97 81.71 Tinggi
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Gambars7. Realisasi IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2022

Dari pengukuran tersebut di atas, dapdilihat bahwa dimensi kompetensi memegang peranan penting de
peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN, dengan faktor pengungkit terbesar berasal dari pemenuhan dikle
puluh) jam pelajaran.

Pada tahun 2022, sebagian besar pegawai telah emerni diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan semismiama
kondisipandemiCOVIBEL9 pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetbasyak dilakukasecara daring sehingg
memudahkan pegawai dalam mengikuti pembelajaran secara efektif dan efisien.

Di sampng itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai nilai Indeks Profesionalit&xtj@s!
Ketenagalistrikali tahun 2023yaitu:

1. Perlu mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan yang diselenggarakan LANesesure
jenjang jabatannya;

2. Perlunya koordinasi dengan K/L Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dalam hal penyertaan pejabat fi

pada diklat teknis fungsional, serta keikutsertaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang sudah me

persyaratarkenaikan jenjang;

Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017), khususnya bagi Pegawai Golon

Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun); dan

Membuka kesempatan yang luas bagi pegawaikimelanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan f

dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegasaskaipdi BPSDI

ESDM.

o0k w

Persentase Pegawai Setditien Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin

Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP

Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketésigzigan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disig

Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Targe

SKP

e. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi |
DisipIn

f. Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencap
Kinerja SKP

g. Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi F
Disiplin

h. Persentase Pegawai Direktorat Tekadi Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target K

SKP

coop

SASARAN PROGRAM VIII: PENGELOLAAN SIS
ANGGARAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN YA
OPTIMAL

{F&FENIyYy LNBAINIY £LLL S5ANB13G2NI G WSy RSNIAhggardrS Difey
YSGSyYy I 3t Aad NRASasassn pogrghdVIlhniddemivki 1f (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan
Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lemjaagalebih berkualitas, lebih bagpending bettey,
dan sesuai dengan tata kelola yang baj&od governancge Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Men

Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentamdonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bel&ihja serta
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menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukut
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaa
pelaksanaan anggaran, efektast pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan te
regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA yang dilaksanakan mulai tahun 2018, namun adanya perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran,
penilaian IKPA juga menyesken. Penilaian IKPA pada tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Je
Perbendaharaan nomor 5 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan /
Belanja Kementeriahlegara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 3 asgak dituangkan dalam 8 indikator yang berbe
dalamcut offwaktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

Tabeld3. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian IKPA

No Aspek/Indikator Bobot (%)
Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran
1 Revisi DIPA 10%
2 Deviasi Halaman Ill DIPA 10%
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

3 Penyerapan Anggaran 20%

4 Belanja Kontraktual 10%

5 Penyelesaian Tagihan 10%

6 Pengelolaan Uangersediaan dan Tambahan Uang Persediz 10%

(UP dan TUP)
7 Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPN 5%
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

8 Capaian Output 25%

100%

Direktorat Jenderal Ketenagalistriké#lah menetapkan IKPA sebagai salah $adlikator Kinerja Utamantuk tahun
2020-2024. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikairlah melaksanakan monev capaian |IKB#&ektorat Jendera
Ketenagalistrikaruntuk periode tiwulanan, namun capaian IKPA pada triwulan | s.d. Il bukan merupakan cer
dari capaian akhitahun anggarakarena penilaian dilakukan secara kumulatif hingga @khuin anggaran.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Ditjen Ketenagalistrikan
100,00 - 120,00% ©
98,00 - 108,00% 2
96,00 — ———= — r 96.00% 2
< 94,00 L 84,00% <
~ 92,00 L 72,00% S
= 90,00 - 60,00% &
= 88,00 L 48,00% S.i
86,00 - 36,00% o
84,00 L 24,00% €
82,00 . - 12,00% &
80,00 . . , _ 0,000 2
Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV o
Target Tahunan 94,00 94,00 94,00 94,00
mmmm Realisasi Kumulatif 94,77 84,46 88,21 90,76
e=@mm= Persentase Capaian Kumulgtif 100,82% 89,85% 93,84% 96,55%
Triwulan

Gambar58. Target, Realisasi, d&ersentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagi
Tahun 2022
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Target nilai IKPA Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2022 tidak terdapkim rangka pencapaian nilai IKPA yang optil
Direktorat Jenderal Ketenaggitrikan telah secara intensif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan te
seperti setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementeria
KPPNDirektorat Sistem Informasi dan Teknologilb®rdaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementekianangan, bail
dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi

Adapun beberapa kendala yang terjadi pagancapaian target kinerja tahun 2022 dari nilai IKBAjen

Ketenagalistrikan antara lain:

1. Terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022, yaitu pengurangan indikator penilaian sebagai berikut:

Tabel44. Reformulasi Penghitungan IKPA

IKPA 2021 IKPA 2022

Aspek

NN

Anggaran (15%)

N

(28%)

Kesesuaian Perencanaan  dengan Pelaksanaan | 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran | 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%)
Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)

3 Aspek

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)

3 Indikator Kinerja:
Revisi DIPA (5%)

Pagu Minus (5%)
Data Kontrak (10%)

LPJ Bendahara (5%)
Dispensasi SPM (5%)

CONDUPWNEEA®

Capaian Output (17%)

11. Retur SP2D (5%)
12. Pengembalian SPM (5%)
13. Perencanaan Kas (5%)

Deviasi Halaman Il DIPA (5%)

Pengelolaan UP dan TUP (8%)

Penyerapan Anggaran (15%)

10. Penyelesaian Tagihan (10%)

8 Indikator Kinerja:

Revisi DIPA (10%)

Deviasi Halaman Ill DIPA (10%)
Data Kontrak (10%)
Penyelesaian Tagihan (10%)
Pengelolaan UP dan TUP (10%)
Dispensasi SPM (5%)
Penyerapan Anggaran (20%)
Capaian Output (25%)

N~ WNE

2. Pada tahun 2021, indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase realisasi anggat
terhadap target realisasi triwulanan (1586%60%90%). Namun, sebagaimanarfPB/2022, indikator realisas
anggaran dihitung dan di cut off untuk masimgsing triwulan serta memperhatikan capaian realisasi mas
masing jenis belanjanyadal ini akan cukup menjadi kendala pada satker infrastruktur, dimana memiliki
anggaranyang besar dan sebagian besar anggarannya dilakukan dengan lelang, digunakan untuk kesej
masyarakat dengan pemangku kepentingan yang beragam, membuat jangka waktu penyelesaian pekerja
panjang.Selain itu, adanya tambahan pagu yang bdrdaa 1zin Penggunaan PNBP yang baru diterima pada
triwulan 111 dan belum direalisasikan hingga akhir triwulan 11l, membuat capaian triwulan Il cukup Bedkiit
adalah capaian realisasi anggaran minimal tiap triwulannya yang harus dicagaimenuperoleh nilai optimal:

Twl Twll Twlill TwlIV

B. Pegawai

B. Modal 10% 40% Bi T

: 20% | 50% Qi L

Gambars9. Capaian Realisasi Anggaran Minimal Tiap Triwulan yang Harus Dicapai
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3. Deviasi Halaman IIl DIPA dihitung pada masiaging jenis belanja, sehingga menghindari deviasi belanja
saling mengkompensasi, walaupun Ditetapkan ambang batas atas dan bawahtsatkeviasi bulanan sebes:
5,0% untuk dapat memperoleh nilai maksim#falaupun telah diberikan dispensasi berupa ambang batas, ne
adanya penggunaan COA 16 segmen mulai t&@22, menyebabkan tingginya revisi POK di level KPA tern
update halaman Il DIPA walaupun secara sistem penilaian sudah dikunci pada awal triwulan yang berken

4. Terdapat perubahan kebijakan perhitungan pada indikator pengelolaan UP/TUP, yaitu &atepaktu
pertanggungjawaban (50%), serta tingkat akurasi pertanggungjawaban berupa % GUP disebulankan (25
Setoran TUP (25%). Hal ini memerlukan kecermatan yang lebih bagi Bendahara Pengeluaran, terutama un
yang memiliki Bendahara Pengelaa Pembantu lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini karena makin kecil % juml.
yang dipertanggungjawabkan oleh masimgsing Bendahara Pengeluaran Pembantu terhadap total UP,
membuat nilai IKPA tidak optimal.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Ditjen Ketenagalistrika
100,00 r 120,00%
98,00 - 108,00% S
96,00 - 96,00% 'g
< 94,00 L 84,00% ©
5 92,00 L 72,00%
.C__G 90,00 - 60,00% E
E 88,00 - 48,00% %
86,00  36,00% @£
84,00 L 24,00% &
82,00 - 12,00%
80,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 91,00 92,00 94,00 95,00 95,50
. Realisasi 98,08 99,71 98,98 90,76
=@ Persentase Capaign 109,57% 107,59% 96,55%
Tahun

Gambar60. Taget, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Keten:

Apabila dilihat dari gambar di atas, tregaalisasi kinerja dan persentase capaian kinerja dari nilai IKPA Dire
Jenderal Ketenagalidtan terus menurun. Hal ini disebabkamanya perubahan dan semakin kompleksi
penghitungan IKPdari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022eh karena itu, apabila dimungkinkan perlu dilakul
perubahan informasi kinerja untuk target kinerja tahun 202& dahun 2024supayaachievabledan sesuai dengal
metode penghitungan terbaru.

Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan

Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Persentase Realisasnggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

aoop

SASARAN PROGRAM IX: LAYANAN SUBSEKT(
KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL

Sasaran program IX Direktorat Jendétatenagalistrikg I RF € K a[ F &t yly {dzoaSii?2
Sasaran program IX ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan
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Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentaRglayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
tentang Pelaksanaan Undangdang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyele
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimgrapangun sisterr
penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi
seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Adanya pelibatan masyarakat juga dapat me
kebijakan penyelenggaan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012, telah disusun Peratura
PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (B&hEeléniggar:
Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan me
dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian m¢
atas penyelenggaragmelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur, termasuk di antaranya be
dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikgaissilah satu penyed
layanan publik pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka perlu diselenggarakan s
jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berf
pada Peratran Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan ma:
Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elabora
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatifia pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang ¢
dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan pt
terusmenerus melakukan perbaikan sehingga kualjatayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercape
pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atashhkknereka sebagai warga negara dapat terpen

Secara rinci, dasar pelaksanaan SKM, yaitu:

1. Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentaRglayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undizstegng Nomor 25 Tahun 2009 tental
Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masye
Penyelenggaradbtayanan Publik

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh ¢
pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh D
Jenderal Ketenagalistrikan

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelay:

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3. Mendorongpenyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pele
publik

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masimgsing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara per

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diadam upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas h
Survei Kepuasan Masyarakat
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4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan pul
lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Memacu persaingan positif, aat unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
upaya peningkatan kinerja pelayanan

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Direlemaeral KetenagalistrikaPelaksanaan SKi
tahun 2022 menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan secara langsung/tatap muki
secara daring melalui Google Form dengan link bit.ly/IKMGATRIK2022. Kuesioner terdiri atas 9 per&susi:
dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan F
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Peny
Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yanggiakan dalam kuesioner SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistréituin

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayal
persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Bedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan pen
pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluru
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaydtarif: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus de
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayand@roduk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberik:
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dar
spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Untuk layanan online, kompetensi pelaksana diganti
ketersediaan informasi dalam sistem onliyeng mendukung jenis layanan.

7. Perilaku pelaksana: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Untuk layan
perilaku pelaksana diganti menjadi kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis lay

8. Penan@gnan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai n
tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu pros
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasaral
benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengumpun data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan dan dilakukan juga secara darinc
email/media sosial. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan
langsung terinput pada Google Driveerigan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri
himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun dan dibagi per
yakni JanuasMaret, ApritJuni, JulSeptember, dan Oktobdbesember.

Hingga akhir 2022, jumlah responden yang mengisi SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ada seba
respondenBerdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang dipeitlé380 orang
responden yang sebagian besar berasal dari badan usaha subsektor ketenagalistrikan serta masyarakat pada |

Dari hasil pengolahan data SKM, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau dalam Perjanjian |

lingkungan Kemeerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ditulis sebagai Indeks Kepuasan
Subsektor Ketenagalistrikan
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Pengolahan data SKM menggunalexcel templateolah data SKM Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2022 dan diper
hasil sebagai berikut

Tabeld5. Hasil Pengolahan Data SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022

Aspek Kode Performance | Importance | Gap Score
1 Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan j 01 3.58 3.65 007
pelayanannya.
2. | Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. Q2 3,58 3,66 -0,07
3. | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayana Q3 3,56 3,68 -0,12
4. | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Q4 3,66 3,67 -0,01
Kesesuaian produk pelayanan antara Yz
5. | tercantum dalamstandar pelayanan dengan ha] Q5 3,58 3,64 -0,05
yang diberikan
a.Kompetensi/ kemampuan petugas dalg
pelayanan. (layanan tatap muk
6. b.Ketersediaan informasi dalam sistem online yx Q6 3,56 3,66 011
mendukung jenis layanan. (layanan online)
a.Perilaku petugas dalam pelayanan terk
kesopanan dan keramahan (layanan tatap mu
£ b.Kemudahan dan kejelasan fitur sistem onl Q7 3,57 3,66 0,09
yang mendukung jenis layanan. (layanan online
8. | Kualitas sarana dan prasarana Q8 3,55 3,63 -0,08
9. | Penanganan pengaduan pengguna layanan Q9 3,52 3,62 -0,10
RataRata 3,57 3,65 -0,08

Nilai Indeks Kepuasan Layan&uabsektor Ketenagalistrikaadalah 3,39 pada Triwulan 1/2022 (117 responden), @
pada Triwulan 11/2022 (401 responden), 3,56 pada Triwulan 111/2022 (521 responden), dan 3,57 pada Triwulan
(580 responden). Nilai IKM Triwulan 1V/2022 mencapai tagaédks Kepuasan Layan@mbsektor Ketenagalistrikal
2022 sebesar 3,5Perhatikan gambar di bawah ini.

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor
Ketenagalistrikan Tahun 2022
5 Es 4,00 - 120,00% &
§% 3,60 - 108,00% 2
83 3,20 - 96,00% 3
c 2 2,80 L 84,00% <
85 2,40 - 72,00% -
s g 2,00 L 60,00% &
2 1,60 L 48,00% g
o < 1,20 - 36,00% O
T2 0,80 L 24,00% =
25 0,40 L 12,00% &
s 0,00 Triwulan | Triwulan Il Triwulan 11l Triwulan IV 0,00% &
Target Tahunan 3,57 3,57 3,57 3,57
mmm Realisasi Kumulatif 3,39 3,55 3,56 3,57
=@ Persentase Capaian Kumulgtif 94,96% 99,44% 99,72% 100,00%
Triwulan

Gambar6l. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor KetenaigdiistriRa2

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat ke
masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Has
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survei dipergunakan untuk melakukanadwasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai
pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah d
penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggbaganan publik. Tren tingkat kepuasan peneri
layanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor
Ketenagalistrikan
S _cics 4,00 - 120,00%
§'§ 3,60 - 108,00%
T2 3,20 - 96,00% ‘G
c 2 2,80 - 84,00% &
a5 2,40 - 72,00% o
= E 2,00 - 60,00% @
e 1,60 - 48,00% &
o S 1,20 L 36,00% ©
3 0,80 L 24,00 &
25 0,40 L 12,00%
o 0,00 0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Target 3,51 3,54 3,57 3,60 3,64
mmmm Realisasi 3,49 3,62 3,40 3,57
e=@== Persentase Capaign 100,28% 96,05% 100,00%
Tahun

Gambar62. Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan

Pada tahun 2021, aspek yang mendapatkan sorotan dan nilai rendah adalah terkait sarana dan prasaran kart
saat itu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sedang melakukan renovasi gedung. Niledekd Kepuasan Layan:
Subsektor Ketenagalistrikameningkat pada 2022 seiring dengan perbaikan sarana prasana dan kualitas layana

Pada tahun 2022 tah dilakukan pula penghitungan nilai IKM per unit eselon Il yang memiliki layanan publik ¢
nilai tertinggi olehSekretariat Direktorat Jenderal Keterdigtrikan sebesaiB,74 (111 responden), diikuti ole
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan seb8st (330 responden), dabirektorat Pembinaar
Pengusahaan Ketenagalistrikan sebeéka6 (139 respondenPerhatikan gambar berikut ini.

Setditjen 111 responden) Dittek (330 responden)

Ditbinus (139 responden)

Gambar63. Indeks Kepuasan Masyarakat dari Layanan Publik per Unit Kerja Eselon Il di Lingkungan Direktorat Jenc
Ketenagalistrikan Tahun 2022

Apabila dilihat per jenis layanan publik yang ada di lingkungan Direktorat Jelderahgalistrikan, berikut rincian nil
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2022:

Tabel46. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Layanan Publik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 202,
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No

Namalayanan

Nilai IKM

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan U

1 (IUPTLU) 3.47(dari 54 responden)

5 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan S 3.20(dari 33 responden)
(IUPTLS)

3 Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3.37(daii 8 responden)

4 Penej[a_pan Wilayah U_saha Penyediaan Tenaga Listrik S 3.50(dari 2 responden)
Pengisian Kendaraan Listrik Umum

5 Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara 4.00(dari 1 responden)

6 Izin Pembelian Tenaga Listkintas Negara 0.00 (dari 0 responden)

7 Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara 3.00(dari 1 responden)
Registrasi Nomor ldentitas Stasiun Pengisian Kendaraan | .

8 Umum 3.00(dari 1 responden)

9 R’_egi_strasi Nomor ldentitas Stasi@®nukaran Baterai Kendaraz 0.00 (dari 0 responden)
Listrik Umum

10 | Layanan Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Tepat Sasarz 3.27 (dari 16 responden)

11 Layanan Pengaduan Konsumen Listrik 3.24 (dari 23 responden)
Persetujuan dan Penandasahan Rermacdmpor Barang Mode

12 Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan In 3.84 (dari 4 responden)
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

13 Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan 3.85 (dari 102 responden)
RegistrasiSertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Inst

14 | Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Teg 3.37 (dari 24 responden)
Tinggi dan Tegangan Menegah)
Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (In .

15 Pergnanaatan Tegangan RenF()jah) ° ( 3.52 (dari 19 responden)
Penunjukan Lembaga Penilai Kompensasi Atas Tanah, Ban

16 | dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Tr 3.85 (dari 3 responden)
Tenaga Listrik
Penetapan Besaran Kompensa$anah, Bangunan dan/atg

17 | Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Tra 4.00 (dari 2 responden)
Tenaga Listrik
Perhitungan dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dari .

18 Pembangkit Tenaga Lisrt)rik 2.33 (dari 1 responden)

19 Registrasi Seftkat Kompetensi dan/atau Penerbitan Sertifik 3.66 (dari 32 responden)
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan '

20 | Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan 3.73 (dari 9 responden)

21 | Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tdrisigik 3.51 (dari 18 responden)

22 Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Lis 3.39 (dari 10 responden)

23 Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 3.45 (dari 105 responden)
Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringamaga Listrik Untu

24 | Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informai 4.00 (dari 1 responden)
(Telematika)

25 Layanan Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 3.76 (dari 74 responden)

26 Layanan Pengelolaan Permintaan Informasi PublRIOJP dan 3.70 (dari 37 responden)

Pengaduan Publik

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut evaluasi SKM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022:
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Aspekaspek yang membutuhkan perhatian lebih untuk pengukuran IKM pada Triw@82Hdalah penanganai
pengaduan, kecepatan waktu dalam memberikan layanan, kompetensi petugas, dan ketersediaan in
Berdasarkan hasil IKM Triwulan2®22, nilai keempat aspek tersebut mengalami peningkatan sebagai berikt

Tabeld7. Peningkatan Aspek Pengukuran IKM Triwulan Il ke Triwulan IV Tahun 2022

Aspek Triwulan 111/2022 Triwulan 1V/2022
Penanganan pengaduan 3,50 3,52
Kecepatan waktu dalam memberikan layan 3,55 3,56
Kompetensi petugas 3,54 3,56
Ketersediaan informasi 3,54 3,56

2. Beberapa rekomendasgionitoringdan evaluasi survei IKM Triwulan 111 2022 yang telah ditindakanjuti antara
a. Pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan melalui Sosialisdsod#s) Group Discussi(ffiGD) Pelayana
Subsektor Ketenagalistrikan Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022 di Yc
(10 November 2022) dan Tangerang Selatan (22 Noven@ia®) 2
b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis/pelatihan terkait materi teknis maupun tentang pelayanan
secara umum bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi petugas melalui P
Improving Service Culture Through Motivatiata26-28 Oktober 2022.

Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara umum mencerminkan tingka
Sangat Baik dengan nilai SKMdeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan seh&satari skala di tahun
2022 Apabila dibandingkan dengan unit kerja level Eselon | Kementerian ESDM nilai capaian di tahune2@2asink
yang tertinggi dan diatas nilai indeks kepuasan layanan Kementerian ESDM. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel48. Indeks Kepuasan Layanan di Unit Kerja Level Eselon | Kementeriad &&DN022

UNIT KERJA
No. Pertanyaan terhadap Responden SETJEN | ITJEN | MIGAS | GATRIK | MINERBA | EBTKE | GEOLOGI | BPSDM | BPH | DEN | KESDM
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 Persyaratan Layanan 3,29 3,34 3,55 3,58 3,54 3,68 3,55 3,51 3,57 | 3,36 3,46
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,29 3,36 3,51 3,58 3,53 3,68 3,57 3,52 3,48 | 3,41 3,46
3 Waktu Penyelesaian 3,24 3,34 3,49 3,56 3,44 3,62 3,40 3,50 3,44 | 3,36 3,41
4 Biaya/Tarif 3,64 3,50 3,45 3,66 2,62 2,79 3,32 3,36 | 4,00( 4,00| 3,29
5 Spesifikasi Layanan 3,28 3,35 3,55 3,58 3,53 3,59 3,52 3,52 3,36 | 3,43 3,46
6 Kompetensi Petugas Layanan 3,30 3,36 3,58 3,56 3,50 3,61 3,58 3,56 3,59 | 3,51 3,47
7 Perilaku Petugas Layanan 3,28 3,39 3,62 3,57 3,53 3,66 3,63 3,59 3,38 | 3,53 3,49
8 Sarana dan Prasarana 3,29 3,34 3,54 3,55 3,53 3,58 3,52 3,53 3,59 | 3,39 3,46
9 Penanganan Pengaduan 3,41 3,36 3,48 3,52 3,42 3,63 3,70 3,54 3,39 | 3,50 3,48
Jumlah Layanan 17 9 20 26 7 9 8 7 6 2 111

Sampel (N) 12198 809 261 580 9333 238 548 20864 | 113 | 56 45000

Indeks Kepuasan Unit/KESDM 3,33 3,40 3,53 3,57 3,49 3,54 3,54 3,54 3,47 | 3,39 3,48

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periodenmadahingga Desemb
2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara umum mencerminkan tingka

Sangat Baik dengan nilai SKM 3,57 dari skala 4.
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2. Unsur pelayanan yang termasuksur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu penanganan pengac
kualitas sarana prasarana, dan kompetensi petugas. Namun secara umum nilailnsisutersebut mengalam
peningkatan setiap triwulan.

3. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kgaran biaya, kemudahan prosedur, dan kesesuaian sta
pelayanan. Terkait kewajaran biaya, perlu diperhatikan adanya kemungkinan perubahan sentimen pada tat
akibat munculnya biaya PNBP pada beberapa layanan Direktorat Jenderal Ketenagalistekakaréna itu,
diperlukan sosialisasi standar pelayanan publik.

4. Dalam matriks IKM, gap (+) positif akan diperoleh apabila skor persepsi lebih besar dari skor harapan, s¢
apabila skor harapan lebih besar daripada skor persepsi akan diperolef) gegatif. Semakin tinggi skor harap:i
dan semakin rendah skor persepsi, berarti gap semakin besar. Secara umum, gap score pada SKM pada 2C
-0,08. Aspek yang memiliki gap atau ketidaksesuaian paling tinggi ada pada aspek kecepatarOyiaitdag
kompetensi petugas serta ketersediaan informa3ji(1).

5. Rencana tindak lanjut:

a. Aspekaspek yang membutuhkan perhatian lebih pada pengukuran IKM Triwul202¥ diantaranys
kecepatan waktu dalam memberikan pelayan&ompetensi’/kemampuan petugas dalanelpyanan.
(layanan tatap muka), Penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini akan dipantau dalam pet
IKM tahun 2023.

b. Pokja Humas dan Layanan Informasi Publik dan Bagian Umum akan mengadakan sharing sess
frontliner untuk meningkatkan korggensi petugas.

c. Perlunya diagendakan:

i. Sosialisasi tentang perubahan Standar Pelayanan untuk 8 layanan Ditjen Ketenagalistrik
berubah pascapenerapan PP Nomor 26 Tahun 2022 terkait PNBP.
ii. Rapat koordinasi tentang mekanisme SOP penangpeagaduan konsumen listrik.

2. Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan

Persentase penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan merupakan indika
pendukung darindeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistiaa tahun 2022, sosialisasi kebijakan t
regulasi bidang ketenagalistrikan dapat dilaksanakan detegarar dengan total terdapat 6 (enam) sosialisasi mel
webinar yang diselenggarakan, yaitu:

1. Webinar Penyambungan Listrik sesuai Ketentuan Keselamatan KetenagaligttiBanaret 2022

2. Webinar Kajian Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negarspril 2022

3. Webinar Pengenalan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dan Sosialisasi Pengharg@adviek
2022

4. Webinar Mekanisme Persetujuan Harga Jual dan Penetapan Tarif Tenag& RBtiikni 2022

5. Webinar Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenag® lAspniktus 2022

6. Webinar Mekanisme Penyambungan Listrik sesuai Kestdankatenagalisrikaq 27 Oktober 2022

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi menjadikan publik lebih kritis. Perubahan informasi ya
di masyarakat juga perlu diantisipasi, terlebih dengan banyaknya informasi yang simpang siwsi &pwtti ini
menuntut institusi untuk dapat mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan publik untuk memperoleh inf
yang benar, akurat, dan menyeluruh.

Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang ketenagalistrikan diperlukan untuk mengimbaimjoemasi di masyaraka
yang sewaktuvaktu dapat merugikan instansi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. T
dengan adanya perubahan regulasi pascapemberlakukan Urdadgng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta K
yang tehh disahkan dan telah terdapat beberapa regulasi turunannya di subsektor ketenagalistrikan. Kegi
dilaksanakan untuk menyampaikan kebijakan dan regulasi yang telah dilakukan oleh Direktorat J
Ketenagalistrikan kepada masyarakat.

Pelaksanaamsosialisasikebijakan danregulasibidang ketenagalistrikan dilakukan secara webinar. Hal ini dilaku
karena adanya pembatasan seminar secara tatap muka di masa pa@@aibl9. Narasumber webinar berasal d:
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pejabat di lingkungan Direktorat Jenderatt&hagalistrikan, BUMNang membidangi ketenagalistrikan, dan/at:
pelaku usaha bidang ketenagalistrikan. Paparan ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel untuk menc
umpan balik dari para peserta.

Peserta webinar berasal dari pemangku kepegdim bidang ketenagalistrikan yang meliputi pemerintah dae
asosiasi, BUMN ketenagalistrikan, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Hasil evaluasi oleh peserta menunjukkan bahwa sosialisasi terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari jawaban
60SalNJ &@ly3a YSNIal Walky3ard LdzraQ RIYy WLz aQ RSy3t
kebutuhan pelaku usaha dan penmmtah daerah serta masyarakat pada umumnya. Hal ini terbukti dari antusi
publik untuk mendaftar sosialisasi dengan total peserta pada kisaran 400 orang sampai dengan 1.000 orar
keenam webinar. Minat publik untuk mengikuti webinar juga diikeleh kenaikanfollowers media sosial resm
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setelah pelaksanaan webinar. Dengan demikian, pelaksanaan webin:
mampu lebih mengenalkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada publik.

Kendala yang terjadielama pelaksanaan acara seperti jaringan internet yang kurang stabil disiasati dengan glac
sebelum acara. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah menambah kapasitas peserta Zoom agar
banyak peserta yang dapat berpartisipasi dalkegiatan ini. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Ketenagalistri
menayangkan webinar melalui YouTube agar dapat ditonton ulang oleh publik.

Namun, kendala ini tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja dari persentase penyelenggaraan sosialisasi
dan regulasi subsektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan kine
indikator ini selalu melebihi target dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan
dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan

Persentase Penyelenggaraan
Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi
Subsektor Ketenagalistrikan
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Gambar64. TargetRealisasi, dan Persentase Capaian dari Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan R
Subsektor Ketenagalistrikan

Sosialisadéebijakan damegulasbidangketenagalistrikan perlu untuk terus dilakukan secara rutin. Kegiatan ini me
sabhh satu upaygpemerintah khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam menyampaikan regule
kebijakan di bidang ketenagalistrikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesamaan pandangarpantaratah dan
pemangku kepentingan dapat terfasiiaDengan adanya kesamaan pandangan tersebut, subsektor ketenagali
diharapkan terus menjadi lebih baik dengan kolaborasi semua pihak untuk mendukung tercapainya Indonesia

3. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan
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EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
ANGGARAN

KINERJA DAN

Berdasarkan data tanggal 13 Januari 2828 Kementerian Keuangan, pagu dan realisasi belanja Direktorat Jenc
Ketenagalistrikan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan:01 sd 12
Jenis Belanja
No | BA-Satker Nama Satker KPPN Ket Total
Pegawai Barang Modal Beban Bunga | Subsidi | Hibah | Bansos | Lain-lain | Transfer
PAGU 44,184,385,000 | 202,323,218,000 | 9,352,206,000 0 0 0 0 0 0 | 255,859,809,000
REALISASI 43,768,554,572 | 200,966,621,797 | 9,344 671,692 254,079,848,061
T
1 | 020-412565 E‘S@; A%FLAJS‘JTER'TEESAL 019 | PERSENTASE (99.06%) (99.33%) (99.92%) 000%| 0.00%| 0.00%| 000%| 000%| 0.00% (99.30%)
SISA 415,830,428 1,356,596,203 7,534,308 0 0 0 0 0 0 1,779,960,939
PAGU | 44,184,385,000 | 202,323,218,000 | 9,352,206,000 0 0 0 0 0 0 | 255,859,809,000
REALISASI | 43,768,554,572 | 200,966,621,797 | 9,344,671,692 254,079,848,061
TOTAL | PERSENTASE (99.06%) (99.33%) (99.92%) (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) (99.30%)
SISA 415,830,428 | 1,356,596,203 7,534,308 0 0 0 0 0 0| 1,779,960,939

Gambar65. Pagu dan Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022

Berdasarkan data Nilai Kinerja Anggaran (NKA), nilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran Direktorai
Ketenagalistrikan sebagai beriku

NKA Eselon |

No. Kode Exeton )

! pppoppooOcEBO

S e ]

Kinerjo

Konsistensi oxe Efisiensi

Nitai Efisienst

Rata Rata Satker

Gambar66. NKA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Eselon | Lainnya di Lingkungan Kementerian ESDM

Nilai efisiensi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Beidasarkan acuaPeratuan Menteri Keuanga
Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana
Anggaran Kementerian Negérembagadan Perdirjen Anggaran Nomor PERAG/2021 tentang Pedoman Tekr
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaadapun proporsi NKAdalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJ¥89



NKK/L

100%
Tingkat K/L

Aspek Manfaat (Sasaran Strategis)

Rata-Rata NK Esl Tingkat Eselon |

50%

50%

- Tingkat Satker
NK Manfaat dan Implementasi Esl Rata-Rata NK Satker
50% 50%
Aspek Manfaat (Sasaran Program) Aspek Implementasi Es.|
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CapaianRO
435%
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28,6% 182% 9,7%

Aspek Implementasi J
Gambar67. Proporsi NKA
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B
TINDAKLANJUT
REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Ketene
Tahun 2021 yang disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal No@@/PW.03/1IN.1/2022 tanggal 18 Juli 20:
hasilevaluasi AKIP terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrik:
HAHM YSYLISNREtSK yAflIA &S0S&al NJ yoZcp Nildévalmasi AKIPDHEektdE
Jenderal Ketenagalistrikan Tahur022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai evaluasi
implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020. Hasil evaluasi atas implementasi SA
HAHNXY &FAlddz aSyAflFrA ynXZtc | 0 dz nalunaSass M evdldas AKRPDifeRtd
Jenderal Ketenagalistrikan disebabkan belum disusunnya manual IKU serta perbedaan sistem penilaian seirir
ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomour8B20rdr
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM merekomendasikan kepada Direkit
Ketenagalistrikan beserta seluruh jajarannya agar melakukan rencan toethaikan Area of Improvementpada
komponen:

1. Perencanaan Kinerja, diantaranya sebagai berikut:
a. Segera memformalkan pedoman teknis terkait perencanaan kinerja@gancanaan kinerja dape
dilakukan secara optimal
b. Dalam menetapkan target pada PerjanjiKinerja mempertimbangkan seluruh aspek baik intel
maupun eksternal Ditjen Ketenagalistrikan yatepat mempengaruhi capaian target kinerja. Kare
berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai
2. PengukurarKinerja, diantaranya sebagai berikut:
a. Segera memformalkan pedoman teknis terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinel
b. Menyusun manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mengacu pada Manual IKU Keme
ESDM
3. Pelaporan Kinerja, yaitdengan mengevaluasi secara rutin atas capaian pada target kinerja agar dapat
disusun rencana aksi jika terdapat risiko capaian tidak sesuai dengan yang diharapkan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu dengan menindaklanjuti seluruh rekasidrasil evaluasi AKIP

Tindak lanjut atag\rea of Improvementi atas yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan a
lain:

1. PIt. DirekturJenderal Ketenagalistrikgmada tanggal 27 Desember 2022 di Jak#&stah menetapkan Keputusa
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 682.K/OT.02/D.
tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistika@te peta prass bisnis ini penyelenggaras
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sudah édube
prosesnyasebagaimanauplikangambar di bawah ini.
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Gambar68. Peta Proses Bisrligvel n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Penyusunan Rencar
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Gambar69. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal KetenagBkstyikannan Perjenjangan
Kinerja darCrosscuttindinerja
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Gambar70. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat JendaegadistrikanPengukuran Kinerja
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Gambar71. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal KetenagRkdsjlaan Kinerja
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Gambar72. Peta Proses Bisnis Level n Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal KetenagRistyigkemggaraan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal

Sebagai tindak lanjut dari peta proses bisnis tersefelfnjutnya akan dibuat Standar Operasional Pros€siP)
dari penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal KetenagaliS@kaimi kelak akan memutakhirk
SOPsejenisyang sudah add?embuatan SOP diupayakan akan mengacu pPadaturan Menteri Pendayagunas
Aparatur Negara dan Reformasi BiragirNomoi32 Tahun2012tentangPedoman Penyusunan Standar Operasic
Prosedur Administrasi Pemerintaha8elain itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas manajemen kinel
lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, saat ini sedang disusun Kanms@gngelola Kinerja Direktor:
Jenderal Ketenagalistrikan yang matilaarapkan konsep tim ini bisa ditetapkan di tahun 2023.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

® 2

epublik Indonesia

an 2014 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KESATU

KEDUA

Gambar73. CuplikarKonsep Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jendeesénagalistrikan (Status: 6 Januari 2023)
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Adapun untuk manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagaljsinidi
konsepnya sudah dibuat danulai dipergunakan dalam pengisiankénerja Organsisasi pagdatform Ngantor
(https://ngantor.esdm.go.id), akan ditetapkan maksimal akhir Semester | tahun 2023.

2. Direktorat JenderaKetenagalistrikan telalmenyusun dan menetapkansk registerpelaksanaan program da
kegiatanpadatahun 2022 Pelaksanaan manajemen risiko melalui penyusurskregistemerupakan hal penting
dan menjadi kebiasaan dalapelaksanaarprogramkegiatariproyek secara keseluruhan di Direktorat Jende
Ketenagalistrikan, mulai dari tahapan perencanaan, eksekusi, , hingga evBiuasiun 2022, Direktorat Jender
Ketenagalistrikan juga sudah melakukaharing sessiormanajemen risiko organisasi Direktordenderal
Ketenagalistrikan, = sebagaimanaberita  penyelenggaraan acara dapat diakses pada tal
https://www.esdm.qgo.id/idberita-unit/direktorat-jenderatketenagalistrikan/pentingny#udayamitigasiresiko
organisasiDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan sampai dengan akhir tahun 2022 sudah menugaskan 46 or
di lingkungan Direktoradenderal Ketenagalistrikan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi manj
risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerint
Berdasarkan laporan penilaian mandiri maturitasyelanggaraan SPIP Direktorat Jenderal Ketenagalistekam

2021/2022Y Sy dzy2adzl 1ty ol Kgl S5ANBlG2Nrd WSYRSNIf YSaGS
atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan $RRgukuran terhadap 3 (tiga) kompon
penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar Balzm pelaksanaannya di tahun 2082k registeryang

sudah ditetapkan dipantau secara triwulan dan semester, dimana pengendalian yang telah dildipaaau

pelaksanaannya. Pelaksanga@mantauarrisk registeiini juga menjadi salah satu indikator kinerja level Eselc
yang tecantum pada dokumen Perjanjian Kinerja level Esel@aHt inifisk registetahun 2023sedang disusur
dan konsesatuan Tugasd®as)manajemen risiko di lingkungan Direktodkenderal Ketenagalistrikan diharapk
jugadapat ditetapkan di tahun 2023.

(AN
2
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG
SATUAN TUGAS TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN ATAS
PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT
JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAN KEGIATAN PRIORITAS  DIREKTORAT  JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

KESATU

Gambar74. Cuplikan Konsep Satuan Tugas Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Ketdaejalistrikan (Status: 6
Januari 2023)

3. Pemutakhiran Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalikaileaa penyesuaian informa
kerja/kinerja tahun 2022 juga dilakukan sebagai ugasmanfaatan hasil pemantauan, pengendaliasm @valuasi
secara berkala di tahun berjalan (interidglam mencapai target kinerja tahunan yang tercantum dalam Perjal
Kinerja. Penjabaran terkait pemutakhiran informasi kinerja ini dapat dilihat Ba&erencanaan Kinerj&ubbab
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022
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B
PENUTUP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahur2, 26@cara umum capaian kinerja Ditji
Ketenagalistrikan tahun 2@2nencapail03,24%6 dari seluruh indikator kinerja. Dari 14 (empat belas) target indik
kinerja yang harus dicapai sebagaicomesesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan di tahui2,2@2dapat
10 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lelaih sisanyaebanyak 4ndikator kinerja yang capaiannya anta
75%99% Tidak ada indikator kinerja level Eselon | memiliki nilai persentase capaian kinerja di bawah 85%
menunjukkan performance yang semakin baik dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikehdetahun sebelumnya

Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kineijaktorat Jenderal Ketenagalistrikan

100% ke atas 75%- 99% 50%- 74% 0%¢ 50%
0
Sasaran Strategis Target | Realisasi| Persentase
No Eselon | (Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kinerja | Kinerja Capaian
Program) 2022 2022 Kinerja (%)
Indeks Kemandirian
Ketenagalistrikan Nasional Indeks
(Skala 100)
IndeksKetahanan
. Ketenagalistrikan Nasional Indeks
Meningkatnya
. (Skala 100)
Kemandirian dan :
Indeks Ketersediaan
1 Ketahanan
_ Infrastruktur
Ketenagalistrikan o
Nasional Ketenagalistrikan untuk
Mendukung Pengembangar
Ekonomi dan Pelayanan Das
(Skala 100)
Indeks Keselamatan Indeks
Ketenagalistrikan (Skala 4)
Optimalisasi
Kontribusi Subsektor o
. Persentase Realisasi Invest:
2 | Ketenagalistrikan yan(

: Subsektor Ketenagalistrikar
Bertanggung jawab

dan Berkelanjutan

Pembinaan,
Pengawasan, dan

. Indeks Efektivitas Pembinaa
Pengendalian

dan Pengawasan Subsekto Indeks 83,23

Ketenigglsisil:ﬁ?arm yan Ketenagalistrikan (Skala 10(
Efektif
Perumusan Kebijakarf Sl IR S ELE N E (0] 1T Regulasi /
4 dan Regulasi Tata Kelola Ketenagalistrika Rekomendasi 3,00 3,00 100,00
Subsektor (Regulasi/Rekomendasi)
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Ketenagalistrikan Yan
Berkualitas
Pembinaan, Tingkat Maturitas SPIBitjen Tinakat
Pengawasan, dan KetenagalistrikatiSkala 5) g
5 Pengendaliatnternal
Ditjen Nilai SAKIP Ditjen Nilai
Ketenagalistrikan yan@ SGiEhERESIET SLEEE6)
Efektif
Terwujudnya Birokras
yang Efe[(tleflglen, Indeks Reformasi Birokrasi
dan Berorientasi padg " o
6 . Ditjen Ketenagalistrikan
Layanan Prima untuk (Skala 100)
Subsektor
Ketenagalistrikan
Nilai Evaluadfelembagaan
Organisasi Ditjen Ditjen Ketenagalistrikan
7 Ketenagalistrikan (Skala 100)
yang Fit dan SDM Indeks Profesionalitas ASN
Unggul Ditjen Ketenagalistrikan
(Skala 100)
. NilaiIndikator Kinerja
Pengelolaan Sistem
o Pelaksanaan Anggaran
Anggaran Ditjen "
8 - (IKPA) Ditjen
Ketenagalistrikan o
ang Optimal Ketenagalistrikan (Skala
y 100)
Layanan Subsektor [ iale[el =T TERE R B2Vl
9 Ketenagalistrikan Subsektor Indeks
yang Optimal Ketenagalistrikan (Skala 4)

Rata- Rata

Diharapkan ke depannya upaypaya untuk meningkatkan kinerfairektorat Jenderal Ketenagalistrikgang telah
dijabarkan pada setiap indikator kinerja dan parameter penyusunnya pada Laporan Kinerja ini dapat dilak
sehingga dapat mendukung kinerja sektor ESDM di Indonesia lebih baik lagi. Dengan disusunnya Lapore
Direktorat Jenderal Ketegalistrikantahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalar
pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fuDgsktorat Jenderal Ketenagalistrikdhtahuntahun mendatang.
Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasigyransparan dan akuntabel bagi seluruh peman
kepentingan di dalam subsektor Ketenagalistrikan, sehingga Ditjen Ketenagalistrikan mendapatkan ump
(feedbach dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.
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LAMPIRAN

Perjanjian Kinerjal'ahun Anggaran 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Awal)

Level Eselon |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Program
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 1. Program Energi dan Ketenagalistrikan Rp147.585.618.000,00
& . 1| M katnya Kemandirian dan . e 9 2. P Dukun; M: Rp94.812.203.000,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 b R Soegaioal 1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrkan 7033 Togeam Duloogia Msoyjemcn 9 3.000,00
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Nasional Nasional (Skala 100)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jumlsh Anggaran  + Rp242.397.821.000,00
2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan 88,38
Nasional (Skala 100) (Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan
Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur 100
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efcktif, transparan, dan akuntabel serta Ketenagalistrikan untuk Mendukung St T Tesvaben. 2051
jentasi hasil, kami yang di bawah ini: Fongrmbangan Hkonon dan Pelsyacian Eid
Dasar (Todeks Skala 100) Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Nama : Rida Mulyana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dircktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jabatan : Dircktur Jenderal Ketenagalistrikan o
4. Indeks Kesclamatan Ketenagalistrikan 23
sclanjuinya discbut pihak pertama (Indeks Skala 4) W
Nama : Arifin Tasrif 2. | Optimalisasi Kontribusi Persentase Realisasi Investasi Subsektor 100%
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Subsektor Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Arifin Tasrif Rida Mulyana
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya discbut pihak kedua yang Bertanggungjawab dan
o el A 3 e P Berkelanjutan
ik "“"x hatjuj slcam. '“1“;:""."““ "k’f“ k“‘“’“h’"’““ “h"“s”f’, S; s:.” "”I‘;“’: ]"“’T’:ﬂ“ e 3. | Pembinaan, Pengawasan, dan | Indeks Efektivitas Pembinaan dan 53,23
daftm cwapicn rcnceped e Pengendalian Subscktor Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan
P egagalan rget kinerja tersebut menjadi tanggung jawal Kot s aag Bkt | (stote 100)
- 3. | Perumusan Kebijakan dan Tumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola 3
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Regulasi Subscktor Ketenagalistrikan (Regulasi /
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindekan yang diperlukan dalam rangka pemberian Ketenagalistrikan yang Rekomendasi)
penghargaan dan sanksi. Berkualitas
5. | Pembinaan, Pengawasan, dan | | inoyaf Maturitas SPIP Ditjen 4
;“’8‘“"‘:_“” Intemal Dé‘;“‘:nf Ketenagalistrikan (Level Skala 5)
C1¢ alistrikan
Jakarta, 27 Desember 2021 e ane
2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan 83,45
Pihak Kedua, Pihak Pertama, (Nilai Skala 100)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dircktur Jenderal Ketenagalistrikan
6. | Terwujudaya Birokrasi yang | Indeks Reformasi Birokrasi Digea 0.5
Efektif, Efisien, dan Berorientasi | Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)
W pada Layanan Prima untuk
Subsektor K i
Arifin Tasrif Rida Mulyana 7. | Organisasi Ditjen ) 1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen 79
Ketenagalistrikan yang Fit dan Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)
SDM Unggul
2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen 76
Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)
8. | Pengelolaan Sistem Anggaran | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 94
Ditjen Ketenagalistrikan yang | Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan
Optimal (Nilai Skala 100)
9. | Layanan Subsektor Indeks Kepuasan Laysnan Subsekior 357
Ketenagalistrikan yang Optimal | Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)
‘Dokumen ini
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Level Eselonl |

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERIANJIAN KINERIA FORMULIR PERJANJIAN KINERIA NO SASARAN KEGIATAN = INDIKATOR KINERJA 1
JENDERAL 7 | Terwujudnya Diseminasi Informasi, A Persentase Penyelenggaraan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Subsektor Ketenagalistrikan (%)
Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral Ketenagalistrikan Setditjen B Persentase Penyelenggaraan 80,00
Tahun Anggaran  :2022 Ketenagalistrikan Pelayanan Hukum Subsektor
= listrikan (%)
NO SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERIA TARGET
1 | Terwujudnya Pengaturan Guna A Jumiah Penyusunan Peraturan 3,00 Jumlah Anggaran  : Rp97.177.689.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Millar Seratus Tujuh Puluh Tujuh
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Perundang-Undangan yang Sesuai Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Ketenagalistrikan dengan Kebutuhan Subsektor £ 020.05.JA P i dan Ketenagalistrikar
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta Ketenagalistrikan (Peraturan / Froeran v
berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini Regulasi) Keglatan ; : g
, 2 | Pembinaan, Pengawasan, dan A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen 4,00 1. 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp3.025.618.000,00
Nama Munir Ahmad Pengendalian Internal Ditjen 2 (Level Skala 5) 2. 1901 - Bidang i sebesar
Jabatan + Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan yang Efektif B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan 83,45 Rp94.152.071.000,00
_ (Nilai Skala 100)
selanjutnya disebut pihak pertama T Dokumen MonEv & Risk Register 4,00 Jakarta,
Kinerja Triwulanan Setditjen
;“1’:‘ :‘;’l‘:; :‘“‘}"": A istrikan Pihak Kedua, Pihak Pertama,
e Lorte A, P "‘M TOURGRIEII D Dokumen MonEv & Risk Register 4,00 Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku atasan pihak pertama Kinerja Triwulanan Ditjen
Ketenagalistrikan (Dokumen| <
selanjutnya disebut pihak kedua 3| Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen 80,50 { /') o
ientasi Ketenagalistrikan (Indeks Sk
Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran i'r:f:a";dm‘::;'g:"':’ pasa Laysnin cEnaptoian insks e 100)
perjanjian ini dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan a Rida Mulyana Murllr Ahmad
dok o ! rikan_
;’:""‘un e kegagalan arget knerje tersebyt menjecy @ | Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang | A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen 79,00
SO Jawst pinak pértama. Fit dan SDM Unggul n ikan (Nilai Skala 100)
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas B Inasks P"’.""“',T: ";Nsﬂl'fl" o) 7600
Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam - nieke >
rangka pemberian penghargaan dan sanksi CRervuntars Pagmen Settjer 2000
Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi
- Hukuman Disiplin (%) __
D Persentase Pegawal Setditjen 85,00
Pihak Kedua, pihak Pertama, “"““’,";""“" yang ""I"
Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal (':5"“9" arget Kinerja dalam SKP
5 | Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 94,00
- | Ketenagaiistrikan yang Optimal Anggaran (IKPA) Ditjen
Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)
| B Persentase Realisasl Anggaran di 90,00
Rida Mulyana Munir Ahmad ! Setditjen Ketenagalistrikan (%)
6| Layanan Subsektor Ketenagalsrican | A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor | 3,57
| yang Optimal (Indeks Skala 4)
ok on BSE Dorumen e etentron oen BSIE sttt cionroni yang atertvikan olen BSE
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Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERIA FORMULIR PERJANJIAN KINERIA NO SASARAN KEGIATAN | INDIKATORKINERIA | TARGET
JENDERAL €3 Jumiah Rekomendas! Pengendalian 1,00
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Pembangunan Pembangkit Listrik
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ﬁ
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3 ; A Transmisi Tenaga Listrik 4632,10
Tahun Anggaran 2022 (kms)
untuk Mendukung B Penambahan Gardu Induk Tenaga Ustrk | 7.510,00
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET | Pengembangan Ekonomidan | (MVA) .
1 | Tercapainya Kemandirian A Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan | 0,54 Pelayanan Dasar 81 Jumiah Rekomendasi 1,00
PERIANJNAN KINERIA TAHUN 2022 Ketenagalistrikan Nasional Listrik dalam Negeri (%) Pengendalian Pembangunan
: Terhadap Suplai Energi Listrik | _ | Jaringan Transmisi dan Gardu
:"‘".‘ ":'::: 'zl"';‘""‘.du" Mo ”"‘:":""',:‘.".‘,"‘ efelalf, transparan, dan akuntabel serta 2 | Tercapainya Ketahanan A Konsums: Listrik per Kapita Nasional 1.268,00 | Induk (Rekomendasi
erorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Ketenagalistrikan Nasional dalam (KWh/kapita) C_ Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga | 50.657,00
—_ D—— Peningkatan Akses Listrik dan A1 Jumiah Rekomendasi Penguatan 1,00 Listrik (kms)
2 Kecuki lai E i Listrik 3
Jabatan irektur Pembinaan Program Ketenagalistrikan g0 Supial Enecgt Linr :::‘;":;‘;‘,::i::;::?"‘"m‘ B ’L;;:L"&ZL‘:’)‘ Sardupisrbul Ténags 361500
i D1 Jumiah Rekomendasi 1,00
SelsaAnIS el plk partins B Rasio Elektrifikasi Nasional (%) 100,00 Pengendalian Pembangunan
C Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik | 2.949,58 Jaringan Distribusi dan Gardu
Nama ida Mulyana 5 A 2 .
Jabatan irektur Jenderal Ketenagalistrikan (('M';‘v‘;' Povens! Creating Market EBT) I Distribusi e %
laku atasan pihak pertar [ smart == Y
L Rn0 P i C1 Jumiah Penambahan PLT Berbasis | 1.521,00 4 | Optimalisasi Kontribusi Subsektor | A _Investasi Subsektor Ketenagalistrikan 7,55
enagal
Fosil (MW) Ketenagalistrikan yang (MUSD)
selanjutoya disebut phakkedsa, 18+ttt P i .
anjutnya disebut pihak kedua. C1.1 Jumlah Penambahan PLTU Bertanggungjawab dan
Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran _f Beshetanj .
perjanjian ini dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan C12 :;‘s"é"":‘:;]"'mb""" P 000 5 :m‘l‘:;:‘::‘::‘;";:"“m; : A YD::‘L";T::‘;""‘:;:' ::’:E':::ﬁ‘:a’n“"’” 400
dalam dokumen dan ke : target rja menjadi =
Songing Jewab phisk pertama. " = C13 Jumish Penambahan PLTU | 600,00 Program Ket nag
MT(MW) 6 | Terwujudnya ASN awal Direktorat 90,00
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas €14; humish Penabahan 345,00 Pembinasn Program Pembinasn Program Katenagallstrikan
Kinerfa terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam PLTG/GU/MG (MW) __ Ketenagalistrikan yang yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. T2 Jumiah Penambahan PLT Berbasis | 1.428,58 Profesional B Persentase Pegawal Direktorat 85,00
EBT yang Tercantum pada RUPTL PT Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Jokorta, PLN (Persero) Tahun 2019-2028 yang Telah Mencapai Target Kinerja
W) dalam SKP (%)
Pihak Kedua, Pihak Pertama, €21 Jumiah Penambahan PLTP | 132,00 7 [ Pengelolaan Sistem Anggaran | A_Persentase Realisasi Anggaran di 90,00
Direktur Jenderal Direktur Pembinaan Program yang Tercantum pada RUPTL yang Optimal di Direktorat Direktorat Pembinaan Program
PT PLN (Persero) Tahun Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)
= 2019-2028 (MW) Ketenagalistrikan i
€22 Jumiah Penambahan PLTA, | 918,56
PLTM, dan PLTMH yang Jumiah Anggaran + Rp128.220.132.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua
Tercantum pada RUPTL PT Puluh Tiga Puluh
Rida Mulyana Jismdn P. Hutajulu ;:;4 ﬂ(Pefsero) Tahun 2019- Progam O e ":ﬂ’:.::“"'"‘gj‘““
Kegiatan 3
€23 Jumlah Penambahan PLT 356,90 1. 6350-Peng sebesar Rp127.
Bioenergi yang Tercantum o i
pada RUPTL PT PLN (Persero) e e
Tahun 2019-2028 (MW) Jokarts,
C2.4 Jumiah Penambahan PLT 112
Surys yang Tercantum pada Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SUETL Y PUA (ersacal Direktur Jenderal Direktur Pembinaan Program
Tahun 2019-2028 (MW)
€25 Jumiah Penambahan PLT 10,00
Bayu yang Tercantum pada
RUPTL PT PLN (Persero)
Tahun 2019-2028 (MW) .
Rida Mulyana Jisman P. Hutajulu
owen aSiE — JR— e Dotamen ssie
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Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERIANJIAN KINERIA FORMULIR PERIANJIAN KINERIA [No SASARANKEGIATAN | INDIKATOR KINERIA TARGET
JENDERAL |7 | Terwujudnya ASN Direktorat A Persentase Pegawai Direktorat 90,00
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan istrikan yang yang Tidak |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)
TahunAnggaran  :2022 B Persentase Pegawai Direktorat 85,00
S—— = Pembinaan Pengusahaan
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATORKINERIA | TARGET Ketenagalistrikan yang Telah
1 | Tercapainya Ketahanan A SAIDI Naslonal (lam / Pelanggan / 5,00 Mencapai Target Kinerja dalam SKP
PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Ketenagalistrikan Nasional dalam Tahun) (%)
Peningkatan Kualitas Listrik dan B SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / 5,00 8 | Pengelolaan Sistem Anggaranyang | A _Persentase Realisasi Anggaran di 50,00
Dalam rangka i yang efekilf, dan akuntabel serta [ keteriangkauan Tarkt Tahun) Optimal di Direktorat Pembinaan Direktorat Pembinaan Pengusahaan
berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: C Persentase Reserve Margin Sistem 28,00 i Ketenagalistrikan (%)
R __Ket listrikan Nasional (%)
Nama : Ida Nuryatin Finahari p D Persentase Susut Jaringan Tenaga 893 Jumlah Anggaran 198.400.000.000,00 (Delapan Millar Empat Ratus Juta Rupiah)
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Lstrlk %) iy 20,05, Program Enargl dan Kecenagalistrican
E Persentase Realisasi Rasio 100,00 020.05.WA Program Dukungan Manajemen
selanjutnya disebut phak pertama Expenditure Listrik Sebesar 5% - Keglatan :
. 25% dari Expenditure Total Rumah 1. 6350- Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp8.200.000.000,00
Naims fada Mulina Tangga Menengah ke Bawah (%) 2. 1901 - Bidang sebesar
Jabatan irektur Jenderal Ketenagalistrikan T Persentase Rata-Rata Efisiensi 79,44 Rp200.000.000,00
selaku atasan pihak pertama |7 Permbangadt it Feil 06
i i Jakarta,
selanjutnya disebut pihak kedua. . t:";:"us;‘:‘":"“;;';:"“‘ﬂ‘":‘l““"‘" s
Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesual lampiran | (Kumuiatif) PR Ko, Phak Pertams;
perjanjlan Ini dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 2 - A_Produksi Tenaga Listrik (GWh) | 382.696,10 Srledenl Dirskeir Pamblnasn Perigsaosn
hebrdhars Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk | B Jumiah Pelanggan Listrik (Ribu 81217,00
dalam dokumen target kinerja tersebut menjadi Nenlokiing PingsrbaigunEiomons | P B |
tanggung jawab pihak pertama. e | Polsnagon) (umusti) ___ | ___ |
dan Pelayanan Dasar C Jumlah Penertiban Pemakaian 3,00 | -
: Tenaga Listrik llegal (Regional) -
:;nag kedua akan memberikan supervis yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabiltas R e e T R AT KidaMulyana \da Nuryatin Finahari
inerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian Ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam i
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. T i
sty 3 | Tercapainya Upaya Peningkatan Tata | A Jumiah Rekomendasi Peningkatan 1,00
Kelola Subsektor Ketenagalistrikan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha
K Kadi, ek pactiing dalam Bidang Pengusahaan Penyediaan Tenaga Listrik
Direktur Jenderal Direktur Pembinaan Pengusahaan
8 Jumiah Rekomendasi Subdisi Listrik | 1,00
Tepat Sasaran (Regulasi / Kebijakan)
\/h C Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga | 2,00
Listrik dan Tarif Tenaga Listrik
2 ;
Rida Mulyana \da Nuryatin Finahari 4 [ Layanan Pengaduan Konsumen Listrik | A Jumlah Penanganan Pengaduan 100,00
Konsumen Listrik (Pengaduan)
5 | Pembinaan, Pengawasan, dan A Indeks Efektivitas Pembinaan dan | 8323
Pengendalian Subsektor Pengawasan Subsektor |
Keten: yang Efektif kan (Skala 100)
6 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja | A Dokumen MonEv & Risk Register 400
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Kinerja Triwulanan Direktorat
Ketenagalistrikan Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan (Dokumen)
: ESOM No. 03
listrik untuk golongan tarif rumah tangga A-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya
tarif pelanggan bersubsidi
owen aSiE — JR— e Dovumen re s
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Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERJIANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam ra i yang efektif, dan akuntabel serta
berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah i

Nama + Wanhar

Jabatan irektur Teknik dan Uingkungan Ketenagalistrikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama  Rida Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama
selanjutnya disebut pihak kedua,
Pihak pertama pada tahun 2022 berjanj| akan mewujudkan target kinerja tahunan sesual lampiran

perjanjlan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telsh ditetapkan
dalam dok ilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
Kinerja terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta,
Pihak Kedua, Plhak Pertama,
Direktur Jenderal Direktur Teknik dan Lingkungan

o

Rida Mulyana Wanhar

olen BSTE

Unit Organisasi

FORMULIR PERJANJIAN KINERIA

: Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran 12022

SASARAN KEGIATAN

Tercapainya Kemandirian
Ketenagalistrikan Nasional Terhadap

A

INDIKATOR KINERJA|
Persentase Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) Subsektor

TARGET |
35,00

Jumiah Anggaran

Teknologl Ketenagalistrikan untuk Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik (%) .
Tercapainya Ketersediaan A Penurunan Emisi CO; Pembangkit (Juta 536
istrikan yang Ton)
Ramah Lingkungan untuk A1 Jumiah Layanan Dukungan Sektor | 1,00
Mendukung Pengembangan Ekonomi Ketenagalistrikan dalam
dan Pelayanan Dasar Pencapaian Target Mitigasi Gas
Rumah Kaca Sektor Energi
3| Tercapainya Pemenuhan Kaidah A Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan 2,30
Keselamatan dan Keamanan (indeks Skala 4)
4 | Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi | A Jumlah Rekomendasi Upaya 1,00
dalam Pelayanan Sambungan Listrik Peningkatan Peringkat Getting
Baru Flectricity pada Ease of Doing Business
(£oD8) i
5 | Terwujudnya Akuntabilitas Kineria | A Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja | 4,00
Direktorat Teknik dan Lingkungan Triwulanan Direktorat Teknik dan
Ketenagalistrikan Lingkungan Ketenagalistrikan
6 | Terwujudnya ASN Direktorat Teknik | A Persentase Pegawai Direktorat Teknik | 90,00
dan Lingkungan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang
yang Profesional Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)
B Persentase Pegawai Direktorat Teknik | 85,00
dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang
Telah Mencapai Target Kinerja dalam
SKP (%)
7 | Pengelolaan Sistem Anggaranyang | A Persentase Realisasi Anggaran di 90,00
Optimal di Direktorat Teknik dan Direktorat Teknlk dan Lingkungan
| Lingkungan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan (%)

(Delapan Miliar E Ratu

+ 020,05 JA Program Energi dan Ketenagalistrikan

Program
020.05.WA Program Dukungan Manajemen
Keglatan :
1. 6350- Penge sebesar RpA.
2. 1901 - Peng
Jakarta,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Direktur Teknlk dan Lingkungan
:‘z‘ R G
Rida Mulyana Wanhar
—— ctowtronk asie
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Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrkaisi(kel)

LevelEselon |
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